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“Segala sesuatu yang dikerjakan dengan tulus dan
tkhlas tanpa mengharapkan pamrih yang besar,
sanggup membawa seseorang pada tingkatan yang
lebik tinggi walapun rintangar. dan cobaan selalu

menyertai”

“Allah akan menambah petunjuk kepada orang-
orang yang mau menerima petunjuk. Semua
karya bakti yang abadi lebih baik pahalanya di
sisi Tuhanmu, dan lebih baik hasilnya.”

( Q.S MARYAM : 76 )
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KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur yang
merata harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. Ferwujudan itu dibentuk dalam rangka
pembangunan nasional Indonesia seutuhnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerje mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan
pembangunan. Untuk itu perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan
menjamin kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi apapun.

Skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap
Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pengusaha, mempunyai arfi
penting dalam ruang lingkup hukum perburuhan. Karena pemutusan
hubungan kerja itu sendiri merupakan suatu masalah yang rumit, pada
pokoknya bahwa pemutusan hubungan kerja adalah hal yang dilarang oleh
peraturan perundang-undangan.

Tentu skripsi ini masih jauh dari sempurna, karenanya saya sangat
berterima kasih atas kritik dan saran semua pihak. Harapan saya skripsi ini
dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan semua pihak yang
berminat pada bidang hukum perburuhan

Surabaya, Desember 2004

nenulis
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BAB |

PENDAHULUAN

1. Latar belakang dan rumusan masalah

Untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur, ukuran
dan nilai keadilan yang harus dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-
Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 alinea ke 2 yang menyatakan
nergerakan kemerdekzan Indonesia yang bersatu, berdaulet, adil dan
makmur.Penegasan ini dituangkan dalam Pasal 28D ayat 1 dan 2 Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan':

1) Setiap vrang berhai: atas pengakuan jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum.

2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan
dan periakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam perkembangan zaman sekarang ini masih banyak hal-hal
tersebut yang tidak memenuhi rasa keadilan. Salah satu masalah yang sangat
menonjol akhir-akhir ini adalah masalah Perburuhan. Masyarakat awam

beranggapan bahwa masalah perburuhan ini merupakan merupakan suatu

masalah yang rawan.Munculnya berbagai persoalan masalah perburuhan ini

! Undang-Undang dasar 1945 hasil amandemen dan penjelasannya.Penerbit “Sinar Grafika” Jakarta

1
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disebabkan oleh kurang terbukanya para pengusaha serta adanya anggapan
dari pengusaha yang cenderung melihat tenaga kerja semata-mata sebagai
faktor produksi, yang biayanya perlu ditekan serendah-rendahnya. Dengan
demikian posisi buruh menjadi sangat lemah karena para pekerja merasa
terdesak oleh kebutuhan hidup sehingga para pekerja kurang memperhatikan
hubungan kerja, kesehatan kerja dan keamanan kerja serta jaminan sosial.

Masih kurangnya pengusaha membuka diri untuk menerima keluhan
dari para pekerja, mengakibatkan upaya untuk menyelesaikan perselisihan
yang terjadi antara pekerja dengan pihak pengusaha justru lebih sering
menimoulkan pertentangan pendapat. Eahkan tak jarang dibarengi tindakan
pemogokan oleh para pekerja.

Kondisi ini justru akan merugikan semua pihak, baik pekerja,
pengusaha maupiin masyarakat terlebih lagi upaya untuk menyelesaikan
kasus yang terlanjur “meledak” tentu akan membutuhkan waktu yang lama.
Sesuai dengan pedoman pada Hubungan Industrial Pancasila (HIP), setiap
perselisihan seharusnya dapat diselesaikan dengan musyawarah antara
pengusaha dan pekerja. Pengertian HIP itu senciri adalah suatu sistem yang
terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekera,

pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan
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(7S]

Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas
kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.”

Akan tetapi, sejak krisis moneter melanda Indonesia membawa
dampak besar pada sektor industri. Berbagai permasalahan muncul, seperti
tuntutan kenaikar upah, kenaikan harga bahan baku produksi, keterbatasan
modal pengusaha akibat sulitnya pinjaman dana di bank dan sebagainya.
Dampak terbesarnya bahkan yang terpenting bagi buruh dalam masalah
perburuhan adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagal upaya
eksistensi yang dilakukan oleh pengusaha agar tidak terlalu banyak beban
kerugian yang ditanggungnya.

Pacda teorinya buruh dapat mengakhiri hubungan-kerja, tetapi dalam
praktekiya pengusahalah yang mengakhirinya, sehingga pengakhiran itu
selalu merupakan pengakhiran hubungan-kerja oleh pihak pengusaha. Dalam
hal berakhirnya hubungan kerja bagi pekerja berarti kehilangan mata-
pencaharian dan merupakan permulaan dari segala kesengsaraan.

Sebelum seorang buruh bekerja di suatu perusahaan, terlebih dahulu
adanya dasar hutungan-kerja antara turuh dan majikan yaitu perjanjian kerja
antara buruh dan mgjikan. Perjanjian tersebut dibuat sebagai bukti ada
landasan dari hubungan kerja antara buruh dan majikan yang akan

melahirkan hak dan kewajiban. Pekerja menurut Pasal 1 angka 3 UU No.13

2 Abdul Khakim,Hukum Ketenagakerjaan Indonsia berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun
2003,Citra Aditya,Bandung,h 49

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... ANGGA STATISTIKA UJIANTO




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: “Pekerja/buruh adalah setiap
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain™>.
Sedangkan pada Pasal 1 angka 5 UU No.13 tahun 2003 Pengusaha adalah :

a). Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b). Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan yang secara berdiri  sendiri
menjalankan yang bukan miliknya sendiri;

c). Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana di maksud dalam huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah indonesia.

Dan pada Pasal 1 angka 14 UU No.13 tahun 2003 Perjanjian kerja adalah
perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Adanya perjanjian kerja menimbulkan hak dan kewajiban pihak pekerja
dan pengusaha, dibuat dalam bentuk lisan dan tertulis yang ditandatangani
oien kedua belah pinak. Perjanjian kerja tersebut memuat syarat-syarat.

a. Macam perjanjian kerja;
b. Lamanya perjanjian itu beriaku;

c. Besarnya upah berupa uang yang diberikan setiap bulan;

? Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketangakerjaan beserta penjelasannya penerbit
“Citra Umbara” Bandung
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d. Adanya bentuk upah lain*
Syarat-syarat perjanjian kerja ini menimbulkan kewajiban para pihak dimana
kewajiban para pihak diatur dalam KUH Perdata ( BW ) sebagai berikut:
a. Kewajiban pekerja:
1) Melaksanakan pekerjaan/tugas sesuai yang dipeerjanjikan dengan
sebaik-baiknya (Pasal 1603 KUH Perdata).
2) Melakukan pekerjaannya sendiri, tidak dapat digantikan oleh orang lain
tanpa izin pengusaha (Pasal 1603 a KUH Perdata).
3) Menaati peraturan dalam melaksanakan pekerjaan (Pasal 1603 b KUH
Perdata).
4) Menaati tata tertib bila pekerja tinggal dirumah majikan (Pasai 1603 c
KUH Perdata).
5) Melakukan tugas dan kewajiban secara layak (Pasal 1603 d KUH
Perdata).
6) Membayar ganti rugi atau denda (Pasal 1601 w KUH Perdata).
b. Kewajiban pengqusaha:
1) Membayar upah pekerja (Pasal 1602 KU Percata).
2) Mengatur pekerjaan dan tempat kerja (Pasal 1602 u KUH Perdata).

3) Ms=mberikan hari libur (Pasal 1602 v KUH Perdata).

* Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan,Djambatan, Jakarta, revisi 2003 (Imam Soepomo I),
h72
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4) Memberikan pengobatan pada pekerjanya (Pasal 1602 x KUH

Perdata).

5) Memberikan surat keterangan (Pasal 1602 z KUH Perdata).

Syarat-syarat perjanjian kerja tersebut mengakibatkan para pengusaha
membuat batasan-batasan dan enggan membuka diri menerima keluhan-
keluhan para pekerjanya, yang dampak akibatnya yaitu Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) oleh pengusaha kepada pekerja, dan syarat-syarat perjanjian
tersebut membuat pekerja tidak dapat berbuat apa-apa,karena berinti pada
perjanjian itu.

Pengertian pemutusan hubungan kerja pada Pasal 1 angka 25 UU
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pengakhiran hubungan
kerja karena suatu hal tertentv yang meiigakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja/buruh pengusaha. Dan menurut KEPMENAKER No:
KEP-150/MEN/2000 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan
penetapan uang pesangon, uang jasa dan ganti kerugian di perusahaan
swasta Pasal 1 angka 4 menyebutkan pemutusan hubungan kerja adalah
pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan
izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

Adapun pemutusan Hubungan kerja (PHK) dibagi menjadi empat

golongan sebagai berikut:

* Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta 1987 (II), hal 143
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1) Hubungan kerja yang putus demi hukum;

2) Hubungan kerja yang diputuskan oleh piha buruh;

3) Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan;

4) Hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan, teruiama berdasarkan
alasan penting.

Dalam hal ini masalah yang sering terjadi adalah PHK yang dilakukan
oleti pengusaha yany alasainya disebabkan melanggar perjanjian,
berhalangan dalam melaksanakan pekerjaannya, sipekerja menikah atau
pemberhentian karena berkelakuan buruk dan lain-lain. Masalah ini yang
dapat merugikan pihak perusahaar karena adanya hubungan yang kurang
terjalin baik dari kedua belah pihak.

Dalem praktiknya, masiii ada pengusaha yang memberikan kebijakan
kenutusan pemutusan hubungan kerja kepada buruhnya tanpa memberikan
surat teguran seperti masalah dalam berkelakuan buruk. Perusahaan lebih
mengutamakan langsung mengeluarkan kebijakan pemutusan hubungan kerja
dengan surat pemberhentian dan pemberian upah/pesangon yang terakhir
tanpa memperhatikan nasib si pekerja tersebut. Biasanya pekerja langsung
mengadukan nasibnya kepada serikat pekerja untuk mendapatkan bantuan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/serikat buruh dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang serikat

pekerja yaitu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh
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baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya®. Serikat pekerja
inilah yang memberikan tempat berlindung, menerima keluh kesah bagi para
pekerja yang mendapat masalah maupun yang di PHK oleh pengusaha.
Tetapi keberadaan serikat pekerja dalani prakteknya menjadi problema
tersendiri bagi masyarakat Industri, apalagi bagi perusahaan yang belum siap
menerima kehadiran muiltiserikat pekerja. Hal inilah yang memicu persoalan-
persoalan baru yang lebh rumit di kemudian hari karena tidek ada komunikasi
dan koordinasi antara pihak perusahaan dan serikat pekerja. Inilah yang
membuat batasan-batasan antara pihak pengusaha dengan pihak peke:ja.
Dan penjelasai-penjelasan di atas saya memberi sorotan utama
alasan-alasan pengusaha memberhentikan terhadap pekerja-pekerja yang di
PHK tanpa surat teguran/surat keterangan oleh pengusaha, dan bagaimana
penyelesaian dari perselisihan ini dapat di selesaikan melalui serikat pekerja
di PT. SHARP SEMiCONDUCTOR INDONESIA Karawang.
Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:
1) Alasan apa yang menyebabkan pekerja di PHK?
2) Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pekerja yang di PHK tanpa

adanya surat teguran/surat peringatan teriebih dahulu?

® Undang- Undang RI No.21 tahun 2000 tentang Serikat pekerja,Durat Bahagiz Tnicarta, hal 2
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2. Penjelasan judul.

Judul skripsi “Perlindungan hukum bagi pekerja terhadap
pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha” dapat di jelaskan
sebagai berikut :

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibedakan menjadi
dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum yang
represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa".

Dengan demikian periindungan hukum terhadap pekerja ini merupakan
wujud nyata adanya penegakan hukum, karena berfungsi sebagai
perlindungan manusia agar “epentingannya terlindungi. Pelaksanaan hukum
itu dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapai pula terjadi
karena pelanggaran hukum. Maka itu hukum yang harus menegakkan agar
tercapai kepastian hukum dan terwujudnya negara yang adil dan makmur.

Adapun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak pengusaha
artinya berakhimya hubungan keria yang mengakibatkan berakhirnya
hubungan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Putusnya
hubungan kerja ini berarti pengakhiran dari segala kegiatan pekeijaan. Imam

Soepomo, merujuk dalam UU nr.12 tahun 1964 yang menurut

7 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Iimu, Surabaya, Hal 2
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pertimbangannya untuk menjamin ketentraman serta kepastian bekerja bagi

kaum buruh memuat garis besar vaitu :

1. Pokok pangkal yang harus di pegang teguh dalam menghadapi masalah
PHK ialah supaya sedapat mungkin PHK di cegah dengan segala daya
upaya bahkan dalam beberapa hal dilarang.

2. Pengusaha harus merundingkannya dengan pekerja/buruh  yang
bersangkutan atau dengan organisasi pekerja, pemecahan yang dihasilkan
oleh perundingan antara pihak-pihak yang berselisih lebih dapat diierima
oleh yang bersangkutan daripada penyelesaian yang dipaksakan oleh
pinak lain.

3. Apabila perundingan tidak berhasil mendekatkan kedua beiah pihak,
barulah pemerintah tampil kemuka dan ikut campur tangan dalam PHK
yang hendak dilakukan pengusaha.Bentuk campur tangannya adalah
pengawasan prefentif yaitu untuk tiap-tiap PHK oleh pengusaha dgiperiukan
izin dari pemerintah®.

Dalam hal PHK yang dilakukan pihak pengusaha jika segala usaha

telah dilakukan tetap tidak dapat dihindarkan, Pasal 2 UU nr 12 tahun 1964

menjelaskan pengusaha/ perusahaan harus merundingkan maksudnya untuk

memutuskan hubungan kerja dengan organisasi pekerja yang bersangkutan.

Artinya organisasi serikat pekerja ini bersifat bebas, terbuka, mandiri,

¥ Imam Soepomo ILop.cit, hal 153
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demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja.

3. Alasan pemilihan judul

Sebagai alasan pemilihan judul dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut :

!

Masalah PHX untuk pekerja itu sendiri merupakan suatu masalah yang
rumit dan sangat penting karena awal mula pemasalahan dari
pengakhiran.

Dari berakhimya pekerjaan itu, artinya pekerja kehilangan mata
pencanharian aan berakhir pula kemampuannya uniuk membiayai
keperiuan hidup teserta keluarganya sehari-hari.

Masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap pekerja yang di PHK
akibatnya menambah jumiah pengangguran di Indonesia.

Masih banyak pengusaha sebagai pengguna jasa beranggapan pekerja
sebagai pekerjaan yang rendah sehingga para pengusaha dapat
dengan mudah menggunakan kekuasaannya tanpa memperhatikan
peraturan hukum yang berlaku.

Belum berlakunya keadilan untuk para pekerja walau organisasi serikat
pekerja dengan segenap kemampuannya melindungi hak-haknya

pekerja dalam menyelesaikan perselisihan.
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4. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini yaitu untuk tujuan akademis dan tujuan
praktis.Tujuan akademis ini untuk memenuhi gelar kesarjanaan hukum pada
jenjang S 1 di fakultas hukum universitas Airlangga Surabaya.

Tujuan praktisnya yaitu menambah khasanah kepustakaan dibidang
hukum perburuhan utamanya dalam masalah pemutusan hubungan kerja, di
mana analisa dan bahan hukum yang diperoleh atau dihasilkan dapat
memberikan sumbangan pemikiran baik bagi pembuat peraturan perundang-
undangan, pengusaha maupun bagi pekerja serta untuk memberikan alternatif
penvelesaian yang lebin baik terutama bagi perusahaan maupun pekerja
sebelum dilakukan pemutusan hubungan kerja, selain iw analisa ini
diharapkan dapat dipergunakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi

pekerja jika terjadi pemutusan hubungan keria.

5. Metodologi penulisan

a) Pendekatan masalah
Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan yuridis
normatif yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur
tentang hukum perburuhan dan inengaitkannya dengan pelaksanaan fakta

di lapangan masalah pemutusan nubungan kerja ini dalam prakteknya.
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Sumber bahan hukum

Untuk sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan
sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber
hukum primer adalah sumber bahan hukum yang dijadikan rujukan melalui
investigasi lapangan dan melakukan wawancara atau konsultasi dengan
para ahli.

Sumber bahan hukum sekunder adalah didapat dari studi kepustakaan
berupa buku, literatur, tulisan ilmiah melalui perpustakaan yang
berhubungan dengan masalah ketengakerjaan.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Proses pengumpulan baian hukum dengan cara melakukan studi
pustaka untuk mengetahui dasar-dasar teoriiis dan aturan hukum atas
permasalahan yang dirumuskan dan melakukan studi kasus untuk
mengetahui fakta di lapangan kemudian dianalisa guna mencari solusi

yang terbaik.

d) Analisa bahan hukum

Melalui pengumpulan bahan hukum yang telah dilakukan maka
dilanjutkan dengan penganalisaan melalui sistem deskriptif analisis.
Sehingga dapat terlihat paparan permasalahan yang telah diuraikan
sacara sistematis dan saling berkaitan secara teoritis maupun praktek
kemudian akan diakhiri dengan kesimpulan yang diharapkan dapat

merupakan solusi dari pemasalahan.
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6.Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dan mengetahui penulisan skripsi ini, saya
memberikan sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari penuilsan dari
tiap-tiap bab.Pada bab pertama merupakan penggambaran ruang lingkup,
definisi dan obyek permasalahan dari latar belakang permasalahan.Bab ini
juga berisikan penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan masalah
dan metode yang dirangkum dalam metodologi penelitian, beserta penjelasan
judul sebagai dasar tujuan penulisan skripsi, juga dilengkapi dengan alasan
pemilihan judul dan sistematixa penulisan.

Pada bab dua akan dikemukakan tentang 2'asan- alasan yang dipakai
pengusana daiam melaksanakan pemutusan iiubungan kerja pada pekerja
serta prosedur pemutusan hubungan kerja yang digunakan pengusaha yang
mengakibatkan perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja.

Pada bab tiga akan dijelaskan upaya penyelesaian yang digunakan
pekerja serta peran organisasi serikat pekerja sebagai pelindung hak pekerja
dalam merundingkan permasalahan pemutusan hubungan kerja yang
dilakukan pengusaha tempat mereka bekerja.

Dalam bab empat atau bab penutup berisi mengenai kesimpulan dari
uraian permasalahan dan pemecahannya, kemudian memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat berguna bagi kesejahteraan pekerja terutama
mereka yang di PHK oleh pengusaha maupun PHK karena masa keria

dengan waktu tertentu.
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BAB Ii
ALASAN YANG MENYEBABKAN PEKERJA DI

PUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA

1. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha
1.1 Hak dan kewajiban pekerja

Pada dasamya hubungan kerja merupakan hubungan yang
mengandung hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha karena
adanya perianjian kerja. Perjanjian keria inilah yang melahirkan hak dan
kewajiiban para pihak di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk
bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha
menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si pekerja dengan
membayar upah untuk si pekerja. Kewajiban para pihak diatur dalam KUH

Perdata (BW) di mana dapat diurai pasal-pasal yang memuat hak dan

kewajiban para pihak. Kewajiban dari pihak pekerja itu antara lain :

1. Pasa! 1603 KUH Perdata (BW) di mana pekerja melaksanakan/
melakukan pekeijaan sesuai yang diperjanjikan menurut kemampuan
dengan sebaik-baiknya.

2 Pasal 1603 a KUH Perdata (BW) di mana pekerja wajib melaksanakan
pekerjaannya sendiri dan tidak dapat digantikan orang lain tanpa ijin dari

pihak pengusaha.

15
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3 Pasal 1603 b KUH Perdata (BW) pekerja menaati aturan-aturan dalam hal
melakukan pekerjaan.

4 Pasal 1603 ¢ KUH Perdata (BW) menaati aturan tata tertib bila pekerja
bekerja dan tinggal dirumah majikan.

5 Pasal 1603 d KUH Perdata (BW) dimana pekerja melaksanakan tugas
dan memenuhi segala kewjibannya secara layak dan baik.

6. Pasal 1601 w KUH Percata (BW) pekerja membayar ganti rugi jika
pekerja dengan sengaja atau kérena kesalahannya berbuat berlawanan
dengan salah satu kewajibannya.

Semua kewajiban ini merupakan bagian dari hak-hak pengusaha karena

kewajiban terpenting dari seorang pekerja adalah melakukan pekerjaan

sesuai perintah yang diberikan pengusaha.

1.2 Hak dan kewajiban pengusaha.

Adapun kewajiban dari pengusaha yang merupakan hak dari pekerja
antara lain :

1. Pasal 1602 KUH Perdata (BW) di mana pengusaha wajib membayar upah
kepada pekerja pada waktu yang telah ditentukan.

2 Pasal 1602 u KUH Perdata (BW) pengusaha wajib memberikan
kesempatan dan mengatur pekerjaan untuk sipekerja.

3. Pasal 1602 v KUH Perdata (BW) pengusaha wajib memberikan hari libur/

cuti untuk pekerja.
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4 Pasal 1602 x KUH Perdata (BW) pengusaha waiib memberikar.
pengobatan dan mengurus perawatan untuk pekerja yang sakit atau
mendapat kecelakaan pada saat belangsungnya pekerjaan

5 Pasal 1602 z KUH Perdata (BW) pengusaha wajib meamberikan kepada
pekerja surat keterangan pada saat berakhirnya hubungan kerja.

Kesemua itu merupakan hubungan kerja dari para pihak yang takaran hak

dan kewajiban masing-masing pihak seimbang.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK

Fakior-faktor yang menyebabkan pemutusan nubungan kerja yang
paling mendasar adalah berdasarkan Insiruksi Menteri Tenaga Kerja
Nc.2/Instriksi/1967 tentang larangan pemberhentian tenaga kerja no 12 b,
dimana persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja kebijaksanaan yang
harus dipakai dalam mengadakan pernilaian tentang melanggar hukum atau
merugikan perusahaan diambil dasar antara lain kesalahan yang dianggap
besar, kesalahan-kesalahan yang mana diberikan peringatan-peringatan
terakhir dan kesalahan-kesalahan untuk mana diberikan peringatan tidak
cakap melakukan pekerjaan, walaupun sudah dicoba dimana-mana.
Dikaitkan dengan pemutusan hubungan kerja itu sendiri, maka dapat dibagi
empat golongan sebagai berikut’ :

1. Hubungan kerja yang putus demi hukum;

? Imam Soepomo 11 loc.cit
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2. Hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh;

3. Hubungan kerja yang putus oleh pihak majikan;

4. Hubungan kerja yang putus oleh pengadilan, terutama berdasarkan
alasan yang penting.

Yang menjadi pusat perhatian adanya ketidakadilan terhadap para
pekerja yaitu hubungan kerja yang diputuskan oich pihak majikan. Dapat
dipahami mengapa banyak hubungan kerja yang diputus oleh pihak majikan
dikarenakan majikan bertanggung jawab atas jalannya perusahaan secara
efektif serta ingin mempertahankan kekuasaan, kebebasan sebanyak-
banyaknya untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi jalannya
perusahaan.

Pendapat umum menghendaki agar Pemutusan hubungan kerja oleh
perusahaan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu misalnya
tenggang waktu pernyataan pengakhiran, dasar-dasar untuk memilih pekerja
yang akan diberhentikan atau cara-cara mendapat pertimbangan atau
perundingan sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.Dalam peraturan
dapat diminta alasan-alasan untuk pemberhentian dalam hal-hal lain ada
yang disyarati:an pemberian pesangon, menunjukan jalan bagi pekerja yang
diberhentikan itu untuk dapat dipekerjakan kembali dan memberi pekeria itu
hak-hak khusus untuk membantunya mendapat pekerjaan baru.

Syarat-syarat ketentuan pemberhentian tenaga kerja yang dilakukan

pihak perusahaan harus berdasarkan alasan yang membenarkan
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pemberhentian itu. Tetapi ketentuan pemberhentian tenaga kerja ada
pembatasan kebebasan pihak perusahaan untuk melakukan pemberhentian,
misalnya melarang pemberhentian karena alasan-alasan tertentu dan
menetapkan suatu asas yang lebih umum yaitu tiap-tiap pemberhentian harus
berdasarkan alasan yang membenarkan pemberhentian itu. Pemberhentian
dapat dipandang tidak layak jika :

1. Tidak menyebutkan alasannya ;

2. Alasannya di cari-cari atau palsu ;

3. Akibat pemberhentian itu bagi pekerja lebih berat daripada
keuntungan pemberhentian bagi majikan ;

4. Pekerja diberhentikan bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-undang atau kebiasaan mengenai susunzn staf, dan tidak
adia0 alasan penting untuk tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
itu.

Pasai 153 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 Menyebutkan
bahw2 pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan
alasan :

a. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter

selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-

menerus ;

1 | anny Ramli, Pengaturan Ketenaga kerjaan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya,
1998, hal 30
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. Pekerja berhalangan menjalanian pekerjaannya karena memenuhi
kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

. Pekerja menjalankan ibadah yang dipernntahkan agamanya ;

. Pekerja menikah ;

. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyucui
bayinya ;

Pekerja inempunyai pertalian darah dan/ atau terikat perkawinan dengan
pekerja lainnya di dalem satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam
nerjianjian keria, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;

. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/ atau pengurus serikat pekerja/
serikat buruh, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh di
luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ;

. Pekerja yang mengadukan perngusaha kepada pihak yang berwaijib
mengenai perbuatan vang melakukan tindak pidana keiahatan ;

Karena perbedaan paham, agema, aliran politik, suku, warnz Kkulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan.

Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau
sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang

jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
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Maka alasan yang dapat digunakan pihak perusahaan untuk
melaksanakan pemutusan hubungan kerja berkaitan dengan kelakuan
pekerja yang bersangkutan, yaitu berhubungan dengan kesalahan yang
dilakukan pekerja karena berkelakuan buruk. Dalam hal yang demikian, pihak
pengusaha mempunyai hak tidak terbatas untuk memberhentikan pekerja
yang bersalah. Kelakuan yang sangat buruk ini biasanya meliputi tindakan
atau kelalaian yang ditujukan terhadap majikan atau perusahaan seperti
pencurian, penggelapan, dengan sengaja merusak atau menghilangkan
barang majikan, kecerobohan, mabuk, menghilangkan kepercayaan,
penganiayaan, penghinaan, pelanggaran berat terhadap aturan disiplin,
mangkir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, tidak tunduk pada perintah
atau membangkang. pelanggaran terhadap aturan keamanan dan lain-lain.

Alasan-alasan itu ticak hanya membenarkan pemberhentiannya, tetapi
membebaskan pengusaha dari kewajiban-kewajban yang harus dibebankan
dalam hal pemberhentian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada
pekerja. Oleh karena itu pemberhentian karena berkelakuan buruk biasanya
dibolehkan. Dalam menyelesaikan persoalan pemutusan hubungan kerja
kebijaksanaan yang harus dipakai alasannya yaitu berkaitan dengan Instruksi
Menteri Tenaga Kerja No.2Zilnstruksi/1967 tentang larangan pemberhentian
tenaga kerja nomor 12 a dan b memberikan penjelasan yaitu dalam
menyelesaikan persoalan mengenai pemutusan hubungan kerja

kebijaksanaan yang harus dipakai sebagai berikut :
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a. Pada umumnya permintaan ijin untuk mengadakan pemutusan hubungan

kerja dapat diberikan, oleh karena buruh telah melanggar hukum atau

merugikan perusahaan.

b. Dalam mengadakan pernilaian tentang melanggar hukum atau merugikan

perusahaan diambil dasar sebagai berikut :

1.

SKRIPSI

Kesalahan yang dianggap besar :

a. Pencurian dan penggelapan ;

b. Penganiayaan pengusaha, keluarga pengusaha atau teman
sekerja ;

c. Memikat nengusaha, keluarga pengusana, atau teman sekerja ;

d. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohan milik
perusaiiaan ;

e. Memberi keterangan palsu ;

f. Mabuk di tempat kerja ;

g. Menghina secara kasar atau mengancam pengusaha, keluarga
pengusaha atau teman sekerja ;

h. Membongkar rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga
pengusaha ;

Kesalahan-kesalahan untuk mana diberikan peringatan-peringatan

terakhir :

a. Menolak perintah yang layak, walaupun telah diperingatkan ;

b. Melalaikan kewajibannya secara serampangan.
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3 Kesalahan-kesalahan untuk mana diberikan peringatan-peringatan:
tidak cakap melakukan pekeijaan, walaupun sudah dicoba dimana-
mana.

Dalam perkara pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak P.T.

Sharp Semiconductor Indonesia, Pihak perusahaan telah melakukan
pemutusan hubungan kerja sepihak tanpa melalui mekanisme atau
pertimbangan terlebih dahulu di mana yang dilakukan pihak peruszhaan
dalam mengambil suatu keputusan tersebut dengan mengeluarkan
pemberitahuan skorsing yang dikeluarkan dengan nomor Ref.01./SSI/PR-
1/1/03.Dalam pemberitahuan skorsing tersebut, pihak pekerja bernama Riyadi
Budi Raharjo, R.M Kurnita, Kukuh S telah dikenakan sanksi dengan katagori
sebagai pelanggaran/ kesalahan berat dan tidak diperkenankan unfuk
melakukan pekerjaan di dalam perusahaan maupun memasuki lingkungan
pabrik/ perusahaan tanpa ada ijin khusus dari pimpinan perusahaan'".

Alasan yang dipakai pihak perusahaan tersebut dalam melaksanakan
pemutusan hubungan kerja yaitu melakukan pelanggaran/ kesalahan berat
yang ditentukan dalam KEPMENAKER No.K_ep-1 50/MEN/2000 Pasal 18 ayat
(1) butir e dan butir g serta melanggar peraturan perusahaan Pasal 9 (butir e
dan g). Pada Pasal 18 ayat (1) butir e menyebutkan ijin pemutusan hubungan

kerja dapat diberikan karena pekerja melakukan kesalahan berat sebagai

- Lampiran
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3. Pasal 3 ayat (1) UU nr 12 tahun 1964, Pasal 151 ayat (3) UU No.13 tahun
2003 dan Pasal 2 ayat (1) Kep-150/Men/2000 menyebutkan bila
perundingan  tidak memutuskan persetujuan  pengusaha dapat
memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh jjin dari lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

4 Pasal 4 UU nr 12 tahun 1964, Pasal 154 huruf UU No.13 tahun 2003 dan
Pasal 2z ayat (2) huruf Kep-150/Men/2000 menyebutkan bahwa
pemutusan hubungan kerja tidak diperiukan ijin dalam hal :

a. Pekerja dalam masa percobaan kerja ;

b. Pekerja mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
c. Pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan ;
d. Beraknirya perjanjian kerja ;

e. Pekerja meninggal dunia.

5 Pasal 5 UU nr 12 tahun 1964, Pasal 152 ayat (1) UU No.13 tahun 2003
dan Pasal 10 ayat (2) Kep-150/Men/2000 permohonan penetapan
pemutusan hubungan kerja digjukan secara tertulis kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai dengan alasannya;

6. Pasal 7 ayat (2) UU nr 12 tahun 1964, Pasal 156 ayat (1) UU No.13 tahun
2003 dan Pasal 21 Kep-150/Men/2000 menyebutkan dalam hal terjaci
pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon

dan atau uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian.
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Dengan demikian pengusaha/ perusahaan bermaksud hendak
melakukan pemutusan hubungan kerja harus mengajukan permohonan ijin
pemutusan hubungan kerja kepada Panitia renyelesaian Perselisihan
perburuhan Daerah (P4D) atau Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P). Apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan tidak
sesuai prosedur yangd ditentukan UU nr 12 tahun 1964, UU No.13 tahun 2003
dan Kep-150/Men/2000 maka prosedur pemutusan hubungan kerja dapat di
katakan melanggar hukum karena pasal 10 UU nr 12 tahun1964
menyebutkan pemutusan hubungan kerja tanpa jjin P4D atau P4P adalah
batal domi hukum.

Prosedur pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pihak
perusahaan P.T. Sharp Semiconductor Indonesia telah dimohonkan melalui
ketua P4D. Permohonan ijin pemutusan hubungan kerja yang diajukan pihak

perusahaan sudah melalui P4D beserta alasan-alasannya.
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BAB Il
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PEKERJA
YANG DI PUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA TANPA

SURAT TEGURAN/ SURAT PERINGATAN

1. Surat tequran/ surat peringatan

Adanya surat peringatan/ surat teguran dalam setiap pelaksanaan
pemutucan hubungan kerja sangat diperitkan pihak pengusaha, karena
dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja, harus mempertimbangkan
terlebih dahulu langkah yang akan diambil baik untuk kepentingan pihak
pengusaha dan kepentingan pihak pekerja. Bentuk dari surat-surat
peringatan itu dapat diberikan kepada pekerja dengan memberikan
pembinaan-pembinaan dan peringatan keras.

Tetapi yang paling mendasar dalam hubungan kerja, pihak
perusahaan harus mengusahakan agar jangan teriadi pemutusan hubungan
kerja. Karena pehutusan hubungan kerja merupakan persoalan yang sangat
penting bagi kehidupan pekerja. Maka kedua belah pihak harus menjaga
hubungan kerja dengan sebaik mungkin.

Sebagaimana telah diatur dalam penjelasan peraturan perundang-

undangan bahwa upaya agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja

29
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adalah dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang dapat menghindari
terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain pengaturan waktu kerja,
penghematan, pembenahan metode kerja dan memberikan pembinaan
kepada pekerja.

Pasal 6 KEPMENAKER No: Kep-150/Men/2000 juga mengupayakan
agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan melakukan
pembinaan terhadap pekerja yang bersangkutan atau dengan memperbaiki
kondisi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah efisien untuk
penyelamatan perusahaan.

Juga dalam Pasal 7 ayat (1) KEFMENAKER No: Kep-150/Men/2000
menjelaskan pembinaan dalam Pasal 6 dapat dilakukan oleh pengusaha
dengan cara memberikan peringatan kepada pekerja baik lisan maupun
tertulis sebe!um melakukan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 2003 memberikan
penjelasan yaitu dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah
kepada pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama,
kedua dan ketiga secara tarturut-turut.

Dalam kronologis yang terjadi, pihak pekerja Riyadi Budi Raharjo dkk,

mengindikasikan tidak adanya hubungan yang harmonis antara kedua belah
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pihak. Pihak perusahaan tidak memberikan kesempatan untuk membaca isi
surat skorsing dan melakukan pembelaan.

Dalam kronologis tersebut, pertemuan yang diadakan sebenarnya
adalah pertemuan musyawarah besar tanggal 13 Januari 2003 atas
undangan ketua serikat pekeria Sharp Semiconductor Indonesia (SPSSI), di
mana dalani pertemuan musyawarah besar itu para karyawan anggota
serikat pekerja menuntut kepada ketua SPSSI bernama Elrio untuk mundur
sebagai ketua SPSSI.

Musyawarah besar tersebut kemudian dilanjutkan pada tanggal 14
Januari 2003 dikarenakan untuk mengetahui pendapat dan karyawan lain
yang belum ikut dalam musyawarah besar dengan hasil yang sama dimana
para karyawan menuntut pengunduran diri ketua SPSSI. Untuk mengisi
kekosongan ketua SPSSI, pada tanggal 16 Januari 2003 diadakan
pertemuan guna pembahasan proses pemilihan ketua SPSSI.

Pada tanggal 22 Januari 2003 sdr. Riyadi Budi Raharjo dkk mendapat
pemberitahuan skorsing menuju pemutusan hubungan keja. Dalam
permohonan ijin pemutusan hubungan kerja itu, pihak perusahaan beralasan
mereka telah melakukan pelanggaran/ kesalahan berat menunjuk pada Pasal
18 ayat (1) butir e dan butr g KEPMENAKER No.Kep-150/Men/2000
melanggar peraturan perusahaan Pasal 9 (butir e dan g), karena itu
perusahaan tidak dapat mentolerir. Reaksi ini mengundang protes dari sdr.

Riyadi Budi Raharjo dkk.
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Jelas ini bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang No.21 tahun
2000 tentang Serikat Pekerja. Dalam Pasal 29 itu pihak pengusaha harus
memberi kesempatan kepada pengurus dan atau anggota serikat pekerja
untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja dalam jam kerja yang disepakati
oleh kedua belah pihak dan atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

Penjelasan ini mengartikan dengan pemberian kesempatan adalah
membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja dalam beberapa waktu
tertentu dari tugas pokoknya sebagai pekerja, sehingga dapat melaksanakan
kegiatan.

Perusahaan juga tidak mengindahkan Pasal 6 Kep-1 50/Men/20090
agar mengupayakan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Dengan tidak
adanya surat peringatan/ surat teguraﬁ tersebut pihak perusaihaan
mnyimpangi Pasal 7 ayat (1) dan (2) uan tidak diberikan kesempatan

membela diri sesuai Pasal 16 ayat (2) Kep-150/Men/2000.

2. Peran serikat pekerja/ serikat buruh
2.1 Arti penting serikat pekerja/ serikat buruh. -

Pekerja sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan
dalam hukum, hak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak,
mengeluarkan pendapat, berkumpul,dalam satu organisasi, serta mendirikan

dan menjadi anggota serikat pekerja. Hak menjadi anggota serikat pekerja
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merupakan hak asasi pekerja yang telah dijamin di daiam Pasal 28 Undang-
undang Dasar 1945.

Serikat pekerja itu sendiri berfungsi sebagai sarana untuk
memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Dalam menggunakan haknya,
pekerja dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih
luas yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Maka kehadiran serikat pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan
hak dan kepentingan pekerja. Untuk mengimplementasikan hak tersebut,
maka Hak serikat pekerja diatur dalam konvensi International Labour
Organization (ILO) nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan
hak berorganisasi dan konvensi ILO Nomor 98 tentang hak untuk
beroroanisasi dan berunding bersama yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia
menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional'?.

Konvensi ini hakikatnya memberikan jaminan yang seluas-seluasnya
kepada serikat pekerja untuk mengorganisasikan dirinya dan untuk
bergabung dengan federasi-federasi, konfederasi, dan organisasi apa pun
dan hukum negara tidak boleh menghalangi jaminan berserikat bagi buruh™.

Pekerja merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam

proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejéhteraan pekerja dan

'? Penjelasan Undang-Undang No.21 tahun 2000, Op.cit hal 20
'3 Lalu Husni , Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Grasindo Persada, Jakarta, 2001, hal 27
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keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan
hal tersebut, serikat pekerja merupakan sarana untuk memperjuangkan
kepentingan pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis dan berkeadilan.

Sehingga pekerja dan serikat pekerja harus memiliki rasa tanggung
jawab atas keiangsungan perusahaan dan sebaliknya pengusaha harus
memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan.

Dalam pengelolaan serikat pekerja harus dilakukan dengan program
kerja yang jelas dan terarah dengan memperhatikan keseimbangan aspek
hubungan indusstrial, tegasnya keberadaan serikat pekerja harus mampu
menjaga keseimbangan bukan mencipiakan terganggunya kelancaran
operasional perusahaan'.

2.2 Serikat pekerja/ serikat buruh dalam pelaksanaannya.

Sebagai organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokrasi, bebas,
terbuka dan bertanggung jawab, dalam pelaksanaannya serikat pekerja
bertujuan memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi
pekerja melalui KEPMENAKER No. Kep-201/Men/1999 tentang Organisasi

Pekerja yang mempunyai fungsi:

'* Abdul khakim, op.cit hal 134
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1. Sebagai mitra pengusaha dan pemerintah dalam menciptakan
hubungan industrial yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip
Hubungan Industrial Pancasila dan norma hukum ;

2. Menyalurkan aspirasi anggotanya ;

3. Mewakili anggota dalam memperjuangkan hak-haknya ;

4. Mewakili pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenaga kerjaan ;

5. Sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial dan
pembuatan kesepakataii kerja bersama ;

6. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian anggotanya ;

7. Mendorong peningkatan disiplin, etos kerja, dan produktivitas kerja ;

8. Mengembangkan sikap memelihara  dan mempertahankan
kelangsungan usaha ;

9. Turut serta merumuskan kebijakan ketenaga kerjaan.

Begitu pentingnya peranan serikat pekerja dalam pelaksanaannya,
apa yang terjadi dalam pihak internal SPSSI dalam memperjuangkan hak-hak
pekerja Riyadi Budi Raharjo dkk mendapat tanggapan atau respon yang tidak
memuaskan bagi pihak SPSSI karena pada tanggal tanggal 23 Januari 2003
setelah pemberitahuan skorsing dikeluarkan, secara spontan sekitar 400
pekerja melakikan aksi menuntut pencabutan atas surat skorsing imenuju
pemutusan hubungan kerja tersebut.

Aksi yang dilakukan para pekerja membuat masalah menjadi rumit

ketika perusahaan mengeluarkan pengumuman surat skorsing menuju
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pemutusan hubungan kerja kepada ratusan pekerja yang melakukan aksi
mogok kerja. Perjuangan SPSSI ini tidak berhenti sampai akhirnya pada
tanggal 3 Febuari 2003 perundingan tripartit dilakukan di Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Karawang. Pada tanggal 17 Maret 2003 Hasil perundingannya,
pihak Disnaker menganjurkan agar mencabut surat pemberitahuan skorsing
dan mempekerjakan kembali Riyadi Budi Raharjo dkk dengan mendapat
sanksi berupa surat peringatan kedua (SP-2).

Pihak perusahaan benar-benar tidak mau mengupayakan agar
pemutusan hubungan kerja dihindari setelah menolak anjuran pihak Disnaker
dan melanjutkan masalah tersebut ke pihak Panitia Penyelesaian
Perselisinan Perburuhan Daerah (P4D) Jawa Barat di Bandung pada tanggal
26 Mei 2003 yang sebelumnya pada tanggai 9 Mei 2003 pihak perusahaan
juga mengajukan gugatan perdata sebesar Rp.580.000.000,00 ke
pengadilan negeri Krawang, hingga akhimya pada tanggal 06 Oktober 2003
masalah tersebut sampai pada pihak Panitia penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P) juga tidak menemui jalan keluar. Oleh karena
terbentur dana, masalah tersebut tidak sampai_ pada tahap peradilan.

Tetapi perjuangan SPSSI tidak sia-sia. Pada pada tanggal 6 Febuari
2004 oleh karena berdasarkan itikad baik kedua belah pihak menyepakati
perdamaian pemutusan hubungan kerja untuk tidak melakukan upaya hukum
berkaitan dengan masalah penyelesaian masalah pemutusan hubungan

kerja.
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3. Upaya hukum penyelesaian

Dalam penyelesaian perselisihan perburuhan Undang-Undang nr.22
tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ menyebutkan perselisihan perburuhan ialah pertentangan antara
majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan
serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai
hubungan kerja, syarai-syarat kerja dan/ atau keadaan perburuhan.

Bilamana terjadi perselisihan, maka serikat pekerja dan pengusaha
harus menyelesaikan perselisihan secara damai melelui perundingan.
Terjadinya perselisihan sebagai akibat pergeseran nilai atau pertentangan
kepentingan-kepentingan tertentu yang berlaku di masyarakat, pada
umumnya dioicu oleh adanya konflik dan perbedaan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, timbulnya perselisihan sangat
mungkin terjadi antara pengusaha dan pekerja yang berpokok pangkal pada
perasaan tidak puas yang datang dari kedua belah pihak. Misalnya'®:

1. Pihak pengusaha tidak puas dan merasakan dilecehkan kebijakannya
yang oleh ia di anggap baik yaitu meningkatkan kapasitas produksi
agar dapat meningkatkan jumiah keuntungan yang pada gilirannva
nanti akan meningkatkan pula kesejahteraan pekerja.

2. Pihak pekerja tidak puas dan merasa diperas tenaganya karena

penambahan jam kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jaminan
sosial dan perbaikan sistem pengupahan

15 Machsoen Ali, Penyelesaian perburuhan dan mekanisme penyelesaiannya, Surabaya, diktat hal 4.
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G.Kartasapoetra daiam bukunya pokok-pokok hukum perburuhan

melihat dalam perselisihan perburuhan ada dua tindakan subyek yang terlibat

yaitu :

a. Tindakan pihak majikan : menolak buruh-buruh seluruhinya atau

sebagian untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat
perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk
menekan atau membantu majikan lain untuk menekarn, supaya
buruh menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/ atau
keadaan perburuhan.

Tindakan pihak buruh. - secara kolektif mengheniikan pekerjaan
atau memperhambat jalannya pekerjaan sebagai akibat
perseiisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk
menekan atau membantu golongan buruh lain, menekan majikan
menerima hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan atau keadaan

perburuhan'®.

Lalu Husni melihat perselisihan perburuhan dalam dua jenis perselisihan

yakni :

1. Perselisihan hak (rechtsgeschil) yakni perselisihan perorangan antara

pengusaha atau serikat/ gabungan pengusaha dengan serikat pekerja

atau pekerja perorangan akibat pelaksanaan perjanjian kerja atau

16 G. Kartasapoetra, Pokok-pokok hukum perburuhan. Armarco Bandung 1982, hal 135
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perjanjian perburuhan (KKB). Disebut pula dengan istilah perselisihan
hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan
dalam perjanjian kerja maupun KKB.

2. Perselisiian keperntingan (belangen-geschil) adalah perselisihan antara
serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau
gabungan pengusaha karena tidak adanya persesuaian paham mengenai
syarat keija dan atau keadaan perburuhan. Misalnya perselisihan akibat
perundingan dalam pembuatan perjanjian perburuhan /KKB yang tidak
mencapai titik temu, eksistensi serikat pekerja di perusahaan, mengubah
atau memperpanjang KKB yang sedang berlaku'”.

Bilamana perseiisihan perburuhan tidak memperoleh penyelesaian
perselisihan melalui perundingan,alternatif yang dapat ditemput: antara lain :
1. Penyelesaian secara Bipartit yaitu penyelesaian yang diupayakan secara

intern antara pihak pekerja dengan pengusaha disebut sebagai
penyelesaian secara suka rela.

Penyelesaian secara sukarela atau di luar pengadilan (non Litigasi) dikenal

dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR), beberapa bentuk

penyelesaian ADR ini adalah :

1) Mediasi; cara penyelesaian perselisihan olesh seorang atau beberapa

orang atau dewan/ badan yang disebut mediator mempertemukan atau
memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih  untuk

'7 Lalu Husni op.cit hal 84-85
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menyelesaikan perselisihannya, tanpa mediator ikut campur dalam
masalah yang dipersilisihkan.

2) Konsiliasi; cara penyelesaian perselisihan oleh seorang atau beberapa
orang atau badan/dewan yang disebut konsiliator mempertemukan atau
memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang Dberselisih untul:t
menyelesaikan perselisihannya, konsiliator ikut serta secra aktif
memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan. _

3) Arbitrasi; cara penyelesaian perselisihan di mana pihak yang berselisih
menyerahkan perselisihannya kepada pihak tiga (orang/lembaga) dengan
pernyataan pihak Yang berselisih akan tunduk terhadap putusan yang
diambil oleh arbiter'®.

2. Penyelesaian secara Tripartit yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui
forum yang dihadiri oleh wakil pekerja dan yang termasuk
penyelesaiannya yaitu adanya dewan pemisah, pegawai perantara,
Fanitia Penyelesai=2n Perselisihan Perburuhan Daerah {P4D) dar Panitia
Penyelesaian Perselicihan Perburuhan Pusat (P4P) yang disebut sebagai
penyelesaian secara wajib.

R. Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian, melihat Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) semacam pengadilan khusus
untuk memutusi sengketa antara pekerja dengan pengusaha. Namun
kewenangannya adalah perselisihan-perselisihan yang timbul dari suatu
perjanjian perburuhan kolektif, yaitu suatu 'perjanjian perburuhan antara

seorang pengusaha dan suatu serikat pekerja. Suatu sengketa antara

18 1bid hal 87

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... ANGGA STATISTIKA UJIANTO



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 41

seorang pengusaha dan seorang pekerja perseorangan tetap masuk
wewenang pengadilan negeri'®.

Penyelesaian ini dilakukan oleh pegawai perantara dan institusi yang
berwenang dan harus diberitahukan dengan surat kepada pegawai perantara
kantor Depnaker. Jika perundingan tidak menghasilkan persetujuan karena
berpendapat bahwa perselisihan itu tidax dapat diselesaikan maka
diserabkan pada panitia daerah memberitahu'kan hal tersebut kepada pihak-
pihak yang bersangkutan.

Perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih tidak menghasilkan
versetujuan antara pihak-pihak tersebut, panitia daerah harus memberi
putusan yang berupa anjuran atau putusan yang bersifat mengikat. Putusan
panitia daerah yang bersifat mengikat dapat dimintakan pemeriksaan ulang
kepada panitia pusat. Putusan panitia pusat dalam waktu 14 hari setelah
putusan diambil dapat dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya oleh menteri
tenaga kerja yaitu putusan yang mengenai perselisihan.

Pihak SPSSI dan pihak perusahaan P.T.Sharp Semiconductor
Indonesia dalam perundingan penyelesaian pemutusan hubungan kerja
terhadap pihak pekerja/karyawan Riyadi Budi Raharjo dkk sudah melalui

tahap-tahap perundingan mulai bipartit, tripartit hingga penyzlesaian melalui

"” R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 64
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panitia daerah maupun pusat. Tetapi banyak kegagalan yang terjadi dalam
penyelesaian perselisihan tersebut.

Mulai dari perundingan bipartit pada tanggal 23 Januari 2003 dimana
pinak perusahaan tidak mau berdialog dan tidak mau menyelesaikan secara
damai yang akhirya pihak perusahaan mengeluarkan pengumuman surat
skorsing menuju pemutusan hubungan kerja kepada ratusan karyawan®’.
Kemudian dengan penyelesaian tripartit melalui Disnaker setempai pada
tanggal 17 Maret 2003 menghasilkan anjuran agar mencabut surat skorsing
kepada Riyadi Budi Raharjo dkk dan diberikan surat peringatan kedua, tetapi
pihak perusahaan menolak dan melanjutkan pada P4D Jawa Barat di
Bandung pada tanggal 23 April 2003 yang memutuskan memberikan ijin
kepada pihak perusahaan untuk melakukan pemiutusan hubungan kerja
kepada Riyadi Budi Raharjo dkk dan membtarikan uang pesangon, yang
dilanjutkan pengajuan gugatan perdata ke pengadilan negeri Karwang pada
tanggal 09 Mei 2003 dengan gugatan perbuatan melanggar hukum.

Tetapi pihak SPSSI tidak mau menerima putusan tersebut
dikarenakan adanya kecurigaan terhadap pemeriksaan saksi yang putusan
tersebut tidak mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dihindari, dan
pada putusan P4P di Jakarta pada tanggal 19 November 2003 putusan

tersebut mengalahan pihak pekerja yang memberikan putusan menolak

%0 Jampiran
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permohonan banding pihak pekerja dikarenakan telah daluarsanya
permohonan banding tersebut’’. Akibatnya penyelesaian perselisihan
tersebut tidak sampai ke pengadilan dikarenakan terbentur dana. Dan
akhirnya pada tanggal 06 Febuari 2004 berdasarkan itikad baik kedua belah

pihak menyepakati perdamaian pemutusan hubungan kerja.

! bid
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan yang terdapat dalam bab-bab
sebelumnya, dalain bab ini akan diurai tentang suatu kesimpulan alasan yang
menyebabkan pekerja di PHK antara lain adalah sebagai berikut :

1. Alasan yang dapat digunakan pihak pengusaha dalam pelaksanaan
pemutusan hubungan kerja yaitu berkaitan dengan kzlakuan atau priiaku
pekerja yang bersangkutan dan dalam proses penyelesaian pemutusan
hubungan kerja tersebut kebijaksanaan yang digunakan melalui Instruksi
menteri Tenaga Kerja No.2/nstruksi/ 1967 tentang Larangén
Pemberhentian Tenaga Kerja, Undang-Undang nr 12 tahun 1964 tentang
Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta, Undang-Undang
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan KEPMENAKER No.KEP-
150/MEN/2000 tentang Penyeiesaiain Femutusan Hubungan Kerja dan
penetapan uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan ganti
kerugian di perusahaan.

2. Dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap pekerja yang ¢i putuskan

hubungan kerjanya, surat teguran/surat peringatan sangat diperlukan bagi
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pihak perusahaan maupun pihak pekerja karena merupakan bukti tulisan
yang dapat dipakai dalam memberikan pembinaan-pembinaan kepada
pekerja agar terjalin hubungan yang baik antara para pihak. Selain itu
peran serikat pekerja dalam membantu anggotanya dipakai Undang-
Undang No.21 tahun 2000 jo KEPMENAKER No.KEP-201/MEN/1999
tentang Organisasi Serikat Pekerja. Dan dalam upaya penyelesaian
sengketa dipakai prosedur penyelesaiannya Undang-Undang nr 22 tahun
1957 tentang Penyelesaian Perselisinan Perburuhan serta Undang-
Undang nr 12 tahun 19€4 tentang pemutusan Hubungan Kerja Di
Perusahaan Swasta. Penyeiesaian itu dapat dilakukar dengan cara
sukarela/bipartit diupayakan secara intern antara pihak pekerja dengan
pengusaha dan penyelesaian secara wajib/tripartit yang dilakukan melalu
dewan pemisah, pegawai perantara, Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P). Disamping itu pekerja dapat menyelesaikan

perselisihannya melalui pengadilan negeri yang berwenang.

Saran-saran

1. Perwujudan akan keadilan, kepastian hukum, pengakuan jaminan serta
perlindungan bagi para pekerja kiranya dapat diwujudkan melalui
pembinaan-pembinaan/ hubungan industrial yang baik dan bekerja sama

antara pengusaha/perusahaan dengan pekerja. Karena hak-hak pekerja
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yang dilanggar oleh pengusaha sangatlah merugikan pihak pekerja.

keseweng-wenangan, kurang adil dan penggunaan kekuasaan tanpa

batas tidak dapat diterima oleh peraturan perundang-undangan dan tidak

sesuai dengan pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 hasil amandemen mengenai Hak Asasi Manusia.

. Upaya penyelesaian perselisihan perburuhan mengenai pemutusan

hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaan sebenarnya dapat

merugikan kedua belah pihak, maka yang dapat diambil penyelesaiar

sebaik mungkin diselesaikan secara musyawarah dengan melihat

kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan bukan atas kepentngan

pribadi. Sehingga lebih menguntungkan baik bagi pihak pekerja maupun

pengusaha/perusahaan.  Persoalan-persvalan  perselisihan  dapat

diupayakan dengan melakukan :

a. Perusahaan secara internal harus membangun hubungan industrial
yang harmonis ;

b. Karyawan yang menjalankan tugas dan fungsi hubungan industrial
harus diperkuat kapasitas dan kompetensinya ;

c. Memtangun kepedulian dan komitman dari jajaran manajemen
khususnya terhadap hubungan industrial perusahaan ;

d. Membangun dan membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak

internal.
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Peranan pekerja sebagai mitra kerja pengusaha dan serikat pekerja yang
merupakan organisasi yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan
bertanggung jawab untuk memperjuangkan!melindungi kepentingan pekerja
haruslah memiliki rasa bertanggung jawab atas kelangsungan perusahaan
karena semua hal ini butuh diciptakannya hubungan industrial yang
harmonis, dinamis dan berkeadilan dan juga butuh kerjasama semua pelaku
pekerja, serikat pekerja dan pengusaha dalam proses produksi untuk bersatu

menumbuh kembangkan sikap yang profesional.
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) IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
P.T. Sharp Semiconductor indonesia
Karawang International Industeial City ( KIC 1Lati™3
| 11, Tol Jakara-Cikampek Km. 47, Karawang 41301 lmlul;CS:-.-,
Phone - (62-21) 8901512 (Hunting), (62-267) 634073 edre7a
Fax. - (62-21) 8901513

Ref.. 001 /SSI/PR-1/1/03

Kepada :
Nama - Rivadi Budi Raharjo
No. Karyawan : 000923
Divisi/ Proses : EC
Jabatan . Line Leader

PEMBERITAHUAN SKORSING

Sehubungan dengan tindakan saudara yang dikatagcrikan sebagai pelanggaran/
kesalahan berat (sebagaimana ketentuan Pasal 9 butir ¢ dan butir g Peraturan
Ferusahaan juncto Pasal 18 ayat (1) butir ¢ dan g Kepmenaker Nomor Kep-
150/men/2000), dimana tindakan saudara terscbut mengakibatkan hubungan kerja
dengan pihak Perusahaan menjadi tidak harmonis, maka sejak hari ini, Rabu, tanggal 22
Januari 2003, saudara diskorsing dan tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan di
dalam perusahaan maupun memasuki lingkungan pabr'k/ perusahaan tanpa ada ijin
- khusus dari Pimpinan Perusahaan.

Skorsing ini dilakukan dalam rangka proses Pemutusun Hnbungan Kerja (PHK) dan
berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan PHX dari Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D).

Demikian surat skorsing ini agar saudara mentaatinya.

Karawang, 22 Januaii 2003

A

Presiden Direktur

c.c. : Disnaker Kab. Karawang
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

P.T. Sharp Semiconductor Indonesia
Karawang Intemnational Industrial City ( K1IC ) Let -3
JI. Tol Jakarta-Cikampek Km. 47, Karawang 41361, Indoncsia
Phone : (62-21) 8901512 (Hunting), (62-267) 644675. 644676
Fax. : (62-21) 8901513

Nomor : 001/SSI/PR-1/1/2003

Hal

: Permohonan [jin

Pemutusan Hubungan Kerja

Kepada Yth.
Ketua Panitia Penyelesaian
verselisihan Perouruhan

aerah (P4D)
di—-
Bandung.

Bersama iii kami mengajukan permohonan ijin Pen;utusan Hubung: n Kerja (PHK) sebagai berikut :

1 Nama dan Alamat PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA
Lengkap Perusahaan/ Kawasan Industri KIIC Lot F-3, JI. Tol Jakarta — Cikampek Km.
Pemohcn 47, Karawazg 41361, Jawa Barat.
2 Nama Direksi / Mz2najemen | SHIGERU MAGORI (PRESDIR )
Perusahaan :
3 Jenis Usaha / Produksi - Komponen Elektronik
4 Status Perusaniaan / Swasta
Permodalan e PMA ( Negara Jepang)
5 Peraturan Perusahaan Sudah ada, berdasarkan Surat Keputusan Disnaker Kabupaten
Karawang No. 568 / Kep. 781 / HI-Syaker/2001 Tanggal 30
Nopember 2001
6 Perjanjian Kerja Bersama Belum Ada
7 | Jumlah pekerja di Bulanan
perusahaan
‘Menurut sistem perjanjian | Pria Wanita
a. 'Warga Negara 355 319
Indonesia g
b. W i .
wgANeERa ASE  lasy 31
8 a. Organisasi pekerja di Serikat Pekerja PT.SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA
Ferusahaan
b. Kedudukan -ekerja Pengurus merangkap anggota
dalam organisasi
9 Nama pekerja yang di Rivadi Budi Raharjo
mohon PHK
10 | Alamat pekerja JI. Nagasari Dalam I No 62 Rt/Rw 92/01 Nagasari, Karawang
11 | a. Tempat dan tanggal lahir | Batang, 19 Oktober 1974
pekerja ( Usia )
b. Agama Islam
12 | Masa Kerja a. Mulai bekerja tanggal 3 April 1997
b. Masa kerja s.d. Permohor an Ijin PHK : 5 Tahun 9 Bulan
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... ANGGA STATISTIKA UJIANTO




IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

P.T. Sharp Semiconductor Indonesia

1 Industrial City { KIIC ) Lot F-3

Karawang lnter

J1. Tol Jakarta-Cikampek Km. 47, Karawang 41361, Indonesi
Phone : (62-21) 8901512 (Hunting). (62-267) 644675, 644670
Fax. : (62-21) 8901513

PERMOHONAN IJIN PHK]

Nomer : 001/SSI/PR-1/1/2003

: Permohonan ljin

Pemutusan Hubungan Kerja

Kepada Y'th.
Ketua Panitia Penvelesaian
Perselisihan Perburuhan

Naerah (P4D)
di—
RBandung.

Bersama ini kaini mengajukan permohonan ijin Pemutusan Hubung: n Kerja (PHK) sebagai berikut :

1 Nama dan Alamat PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA
Lengkap Perusahaan/ Kawasan Industri KIIC Lot F-3, JI. Tol Jakarta — Cikampek Km.
Pemohon 47, Karawang 41361, Jawa Barat.
2 Nama Direksi / Manajemen | SHIGERU MAGORI (PRESDIR )
Perusahaan .
3 Jenis Usaha / Produksi - Komponen Elektronik
4 Siatus Perusahaan / Swasta
Permodalan e PMA (Negara Jepang)
5 Peraturan Perusahaan Sudah ada, berdasarkan Surat Keputusan Disnaker Kabupaten
Karawang No. 568 / Kep. 781 / HI-Syaker/2001 Tanggal 30
Nopember 2001
6 Perjanjian Kerja Bersama Belum Ada
7 | Jumlah pekerja di Bulanan
perusahaan
‘Menurut sistem perjanjian | Pria Wanita
a. ‘Warga Negara 355 319
Indonesia 4
b. Warga Ne i -
%umlag:ra o 359 319
8 |a Organisasipekerjadi  Serikat Pekerja PT.SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA
Perusahaan
b. Yedudukan pekerja Pengurus merangkap anggota
dalam organisasi
9 Nama pekerja yang di Riyadi Budi Raharjo
mohon PHK
10 | Alamat pekerja JI. Nagasari Dalam 1 No 62 RURw 02/01 Nagasari, Karawang
11 | a. Tempat dan tanggal lahir | Batang, 19 Oktober 1974
pekerja ( Usia)
b. Agama Islam
12 | Masa Kerja a. Mulai bekerja tanggal 3 April 1997
b. Masa kerja s.d. Permohor an Ijin PHK : 5 Tahun 9 Bulan

SKRIPSI
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sharp Semiconductor lm!umsi-:
~3ang International Industnal City | KUC )T otts
| Jakana-Cikampek . 47, Karawang 41301 lllLIun-.n.l
e (62-21) 8001512 (Huntng). (62-267) H3ABTS, O440TH
(62-21) 8901513

e

______,,_._-———-—-—-— S e TS
\ Upah Pekerja ( upah pokok, Bulanan :
| nilai catu dan tunjangan Upah Pokok : Rp. 1.337.687.-
| vang bersifat ietap don Jabatan : Line Leader
| teratur ) Total *Rp. 1 .327.667,-

——

14 i Bulan terakhir menerima
| Upah
[ Jabatan / Keahlian pekerja
1 Jumlah anggota keluarga
! | ( Istri dan Anak )
17 | Alasan PHK ~ Ta. Melakukan pe!anggaran/Lesa!ahan Berat sebagaimana ditentu-
| i kan dalam Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000 Pasal 18
| " ayat (1) butire dan butir g;
b. Melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 9 (butir ¢ dan butir g.

T TR
Bular Desember Tahun 2002
Sebesar Rp. 2.461.€75,

Line Leader

|
li 18 | Tanggal dan Hasil
‘ ‘Perundingan Bipartit PR

79 | Dimohon ijin pemutusan =2 Januari 2003
hubungan kerja ( PHK)
Terhitung mulai tanggal B
20 | Kepesertaan Jamsostek Ya

21 | Lain—lain “ampiran (Alasan-alasan PHK)

Tembusan :

P4D / P4P (Asli)

Pekerja/ Serikat Pekerja ybs
Kadisnaker Kabupaten Karawang
Kanwil Depnaker Jawa Barat
Arsip

R S

Karawang, 22 Januari 2003
Pemohon,

sd.o7n

SHIGERYAIAGORI
PRESIDENT DIRECTOR

SKRIPSI
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

.T. Sharp Semiconductor fndonesia

s (KHC) Loth-f
awang 41301 Iindosesy.

-

Lampiran Permohonan ljin PHK
Alasan-alasan permohonan yjin Pemutusan Hubungan Ker)

2 (PHK) terhadap 3 (uga)

orang karvawan PT. Sharp Semiconductor Indonesia yaitu Saudara Rivaar Budi Raharjo.
Saudara R. Moch. Kurnita dan Sar dara Kukuh Setyanto aualah scbagai berikut:

1.

2

S

:l.:.

Ketiea karvawan tersebut, tanpa seijin atasan/ manage.nya masing-masing. telah
ment:_-g.'.mak-an jam kerja untuk melakukan kegiatan diluar pekerjaannya. vaitu secard
bersama-sama mengajak dan/ atau membujuk rekan-rekan kerja (karyawan) yang lain
untuk mengadakan pertemuan di ruang kantin. untik membentuk kepengurusan
Serikat Pekerja yang baru, dimana kegiatan tertehut sama sekali diluar
sepengetahuan/ seijin Perusahaan. Hal ini merupakan pelanggara:. ketentuan Pasal g
Pcraturan Perusahaar, khusunya mengenai [Hal-hal yang Dilarang (angka 1)
Peruschaan, dalam hal ini melalui atasan/ manager yang bersangkutan, tidak
memberikan ijin (baik secara tertulis maupun lisan) kepada ketiga orang karyawan
tersebut untuk mengadakan pertemuan pada tanggal 13. 14 dan 16 Januari 2003
(teriampir Berita Acara/ Laporan Kejadian dari pihek Security PT. SSI);

Perusahaan berpendapat bahwa pertemuan pada tanggal 13, 14 dan 16 januari 2003
tidak sesuai dengan prosedur dimana permintaan dari Serikat Pekerja PT. SSI melalui
Ketua SPSSI seharusnya hanya diikui oleh karyawan Shift A yang sudah pulang
kerja (pukul 15.40 WIB), dan bukan termasuk karyawan yang Non-Shift. Bagi
karyawan Non-Shift (termasuk saudara Rivadi B.R., saudara RM. Kurnita dan
saudara Kukuh S.) diperbolehkan mengikuti pertemuan tersebut asalkan ada ijin dari
atasan/ manajernya masing-masing, namun pada kenyataannya karyawan non-shift
yang mengikuti pertemuan itu tidak mendapatkan ijin ter sebut:

Perusahaan berpendapat bahwa saudara Riyadi 3.R.. saudara R.M. Kurnita dan
saudara Kukuh S. (berdusarkan hasil pertemuan puda tanggal 13, 14 dan 16 Januari
2003) telah mengintimidasi rekan kerja/ karyawan lain dalam lingkungan kerja untuk
melakukan kegiatan diluar pekerjaannya pada waktu jam kerja. Hal ini bertentangan
dengan ketentaan Pasal 9 Peraturan Perusahaan (but.r €) juncto Pasal 18 butir € ;
Kepmenaker Nomor Kep-1 50/ Men/2000; ' '
Dalam pertemuan pada tanggal 13. 14 dan 16 Januari 2003 tersebut. pembentukan
kepengurusan serikat pekerja yang baru diperoblehkan asalkan melelui prosedur/
aturan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja, dan mengenai hal tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu sccara
tertulis kepada Perusahaan. Dengan demikian kefengurusan Serikat Pekerja yang
baru tersebut adalah tidak sai akan tetapi justru bertentangan dengan peraturan yang
telah ditetapkan dan oleh karena it Perusahaan tidak dapat mentolerir kejadiar/
pertemuan tersebut; :

Bahwa saudara Riyadi B.R., saudara R.M. Kurnita dan saudara Kukuh S. telah
membujuk rekan kerja/ karyawai yang lain untuk n elakukan sesuatu pekerjaan yang
bertentangan dengan ketentuan/ peraturan perundangan Yang telah ditetapkan.
yaitu menggunakan jam kerja dengan mengajak den/ atau membujuk Karyawan yang

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... ANGGA STATISTIKA UJIANTO



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

I.T. Sharp Semiconductor Indonesiu
Karawang Intemational Industrial Cny ( KUC ) Lot -3

JI. Tol Jakara-Cikampeh Km. 47, Karawang 41361, Induncsia
Phone : (62-21) 8901512 (Hunting), (62-267) 644675, 644476
Fax. : (62-21) 8901513

lain untuk niclakukan kegiatan yang tidak ada nubungannya dengan pekerjaannya.
(pelanggaran ketentuan Pasal 9 butir g Peraturan Perusahaan juncto Pasal 18 butir g’
Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000):

7. Perusahaan bependapat bahwa saudara Riyadi Budi Raharjo. saudara R.M. Kurmnita
dan saudara Kukuh Setyanto melakukan kesalahc berat sebagaimana ketentuan Pasal #
18 ayat (1) butir h.atau butir L Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000 yaitu
membujuk rekan sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan
dengan hukum serta peraturan perundang-undangan;

8. Perusahaan menilai Performance kerja ketiga oran 1 karvawan tersebut kurang baik.

Perusahaan dengan ini memutuskan untuk mengajukan permohona ijin PHK kepada
P-nitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) terhadap saudara Riyadi
Budi Raharjo, R.M. Kurnita dan Kukuh Setyanto karena telah melakukan pelanggaran/
kesalahan berat sebagaimana ditenukan dalam Pasal ¢ Peraturan Perusahaan Jjuncto Pasal
18 ayat (1) Kepmenaker Nomo: Kep-150/Men/2000.-

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... ANGGA STATISTIKA UJIANTO



T. Sharp Semiconductor Indonesia
rawang laternational |ndustrial City ( KIC ) Lot F-3

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tol Jakarta-Cikampeh fm. 47, Karawang 41361 lndonesia

- (62-21) 8901512 (Hunting). (62-267) 644675, 644676

L (62-21) 8901513

Ref.. 002. SSI/PR-1/1/03

Kepada :
Nwna © . R.M Kurnita
No. Karyawan : 000892
Divisi/ Proses EC
Jabatan - Line Leader

PEMBERITAHUAN SKORSING

Sehubungan dengan tindakan saudara yang dikatagorikan sebagai pelanggarani
kesalahan berat (sebagaimana ketentuan Pasa 9 butir ¢ dan butir g Peraturan
Perusahaan juncto Pasal 18 ayat (1) butir e dan g kepmenaker Nomor Kep-
150/men/2000), dimana tindockan saudara tersebut meng Kkibatkan hubungan kerja
dengan pihak Perusahaan meniadi tidak harmonis, maka sejck hari ini, Rabu, tanggal 22
Januari 2003, saudara diskorsing dan tidak diperkenankan un-uk melakukan pekerjaan di
dalam perusahaan maupun memasuki lingkungan patrik/ perusahaan tanpa ada ijin
\husus dari Pimpinan Perusahaan. _

Skorsing ini dilakukan dalam rangka proses Pemutusai Pubungan Kerja (PHK) dan
berlaku sampai dengan dikeluarkannya keputusan PHK dari Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D). '

Demikian surat skorsing ini agar saudara mentaatinya.

Karawang, 22 Januari 2003

Shigeru Ma
Presiden Direktur

c.c. : Disnaker Kab. Karawang

SKRIPSI

PERLIND
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G S g Lo IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
P.T. Sharp Semiconductor Indonesia

Karawang International Industrial City ( K11C ) Lot F-3

J1. Tol Jakarta-Cikampek Km. 47, Karawang 41361, Indonesia

Phone : (62-21) 8901512 (Hunting), (62-267) 644675, 644676
Fax. : (62-21) 8901513

Lampiran Permohonan Ijin PHK

Alasan-alasan permohonan ijin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 3 (tiga)
orang karyawan PT. Sharp Serniconductor Indcacsia yaitu Saud: ra Riyadi Budi Raharjo,
Saudara R. Moch. Kumnita dan Saudara Kukuh Setyanto adalah scbagai berikut:

1. Ketiga karyawan tersebut, tanpa seijin atasan/ managernya masing-masing, telah
menggunakan jam kerja untuk melakukan kegiatan diluar pekerjaannya, yaitu secara
bersama-sama mengajak dan/ atau membujuk rekan-rekan kerja (karyawan) yang lain
untuk mengadakan pertemnan di ruang kantin, unttk me.nbentuk kepengurusan
Serikat Pekerja yang baru, dimana kegiatan tersebut sama sekali diluar
sepengztahuan/ seijin Perusahaan. Hal ini merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 8
Peratiran Perusahaan, khusunya mengenai Hal-hal yang Dilarang (angka 1):

2. Perusahaan, dalam hal ini melalui atasan/ manager yang bersangkutan, tidak
memberikan ijin (baik sccara tertulis manpun lisan) kepada ketiga orang karyawan
t-rsebut untuk mengadakan pertemuvan pada tanggal 13, 14 dan 16 Januari 2003
(teriampir Berita Acara/ T aporan Kejadian dari pihak Security PT. SSI);

3. Perusahaan berpendapat bahwa pertemuan pada tanggal 13, 14 dan 16 januari 2003
tidak sesuai dengan prosedur diniana permintaan dari Serikat Iekerja PT. SSI melalui
Ketua SPSS' seharusnya hanya diikuti oleh karyawan Shift A yang sudah pulang
kerja (pukul 15.40 WIB), dan bukan termasuk karyawan yang Non-Shift. Bagi
karyawan Non-Shift (termasuk saudara Riyadi BR. saudara R.M. Kumita dan
saudara Kukuh S.) diperbolehkan mengikuti pertemuan tersebut asalkan ada ijin dari
atasan/ manajernya masing-masing, namun pada k>nyataannya karyawan non-shift
yang mengikuti pertemuan itu tidak mendapatkan ijir tersebut;

4. Perusahacn berpendapat bahwa saudara Riyadi B.R., saulara RM. Kurnita dan
saudara Kukuh S. (berdasarkan hasil pertemuan pada taaggal 13, 14 dan 16 Januari
2003) telah mengintimidasi reka1 kerja/ karyawan lain dalam lingkungan kerja untuk
melakukan kegiatan diluar pekerjaannya pada waktu jam ke-ja. Hal ini bertentangan
dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pcruschaan (butir €) juncto Pasal 18 butir e
Kepmenaker Nomor Kep-150/ Men/2000;

5. Dalam pertemuan pada tanggal 13, 14 dan 16 Januari 2003 tersebut, pembentukan
kepengurusan serikat pekerja yang baru diperoblehkan aralkan melelui prosedur/
aturan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomos 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja, dan mengenai hal tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu secara
tertulis kepada Perusahaan. Dengan demikian kepengurusan Serikat Pekerja yang
baru tersebut adalah tidak sah akan tetapi justru bertentangar dengan peraturan yang
telah ditetapkan dan oleh karcna itu Perusahaan tidak dapat mentolerir kejadian/
pertemuan tersebut;

6. Bahwa saudara Riyadi B.R., saudara R.M. Kurnita dan saudara Kukuh S. telah
membujuk rekan kerja/ karyawan yang lain untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang
bertentangan dengan ketentvan/ peraturan perundangan yang telah ditetapkan,
yaitu menggunakan jam kerja dengan mengajak dan/ atau membujuk karyawan yang
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lain untuk melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.
(pelanggaran ketentuan Pasal 9 butir g Peraturan Perusahaan juncto Pasal 18 butir g
Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000j;

7. Perusahian bependapat bahwa saudara Riyadi Budi Raharjo, saudara R.M. Kurnita
dan saudara Kukuh Setyanto melakukan kesalahan berat sebagaimana ketentuan Pasal
18 ayat (1) butir h atau butir I Kcpmenaker Momor Kep-150/Men/2000 ya.tu
membujuk rekan sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan
dengan hukum serta peraturan perundang-undang an;

8. Perusahaan menilai Performance kerja ketiga orang karyawan tersebut kurang baik.

Perusahaan dengan i..: memutuskan untuk mengajuka: permchona ijin PHK kepada
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) terhadap saudara Riyadi
Budi Raharjo, R.M. Kurnita dan Kukuh Setyanto karena te’ah melakukan pelanggaran/
kesalahan berat sebagaimana ditenukzn dalam Pasal 9 Peraturan Perusahaan juncto Pasal
18 ayat (1) Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000.
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. Sharp Semiconductor Indonesia
yWang loternational Industriai City ( KIIC j Lot F-3

ol Jakara-Cikam|
e : (62-21) 89015

1 (62-21) 8901513

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

pek Km. 47, Karawang 41361. Indonesia
12 (Hunting), (62-267) 644675, 644676

Nomor : 002/SSI/PR-1/1/2003

Hal

: Permohcnan ljin

Kepada Yth.
Ketua Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhon

Pemutusan Hubungan Kerja
[

Daeiah (P4D)
di—
3andung.

Bersama ini kami mengajukan permohonan ijin Pemutus.a Hubungan Kerja (FHK) sebagai berikut :

1 Nama dan Alamat PT. SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA
Lengkap Perusahaan/ Kawasan Industri KIIC Lot F-3, J1. Tol Jakarta — Cikampek Km.
Pemotion 47, Karawang 41361, Jawa I arat.
2 Nama Direksi / Mcnajemen | SHIGERU MAGORI (PRESDIR)
Perusahacn
3 Jenis Usaha / Produksi Komponen Elektronik
B Status Perusahaan / Swasta
Permodalan e PMA (Negara Jepang)
5 Peraturan Perusahaan Sudzh ada, berdasarkan Surat Keputusan Disnaker Kabupaten
Karawang No. 568 / Kep. 731/ HI-Syaker/2001 Tanggal 30
Nopember 2001
6 Perjanjian Kerja Bersama Belum Ada
7 Tumlah pekerja di Bulanan
perusahaan
Menurut sistem perjanjian | Pria Wanita
a. Warga Negara 355 319
Indonesia
b. Warga Negara Asing 4 -
Jumlah 359 319 _
8 |a Organisasi pekerjadi Serikat Pekerja PT.SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA
Perusahaan
b. Kedudukan pekerja Pengurus merangkap anggota
dalam organisasi
9 | Nama pekerja yang di R. Moch. Kurnita
mohon PHK
10 | Alamat pekerja Perum Karaba Ind ih Blok Q2 RURwW 07/08 Teluk Jambe, Karawang
11 | a Tempat dan tanggal lahir | Bandung, 30 Juli 1972
pekerja ( Usia )
b. Agama Islam
12 | Masa Kerja 2. Mulai bekerja tanggal 03 Maret 1997
b. Masa kerja s.d. Permol.onan Ijin PHK : 5 Tahun 8 Bulan
SKRIPSI
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P.T. Sharp Semiconductor Indonesia |r pERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Karawang Intcmational Indus:al City ( KIIC ) Lot -3
JI. Tol Jakarta-Cikampek Km. 47, Karawang 41361, Indonesia
Phooe : (62-21) 8901512 (Hunting), (62-267) 644675, 644676

Fax.

: (62-21) 8901513

13 | Upah Pekerja ( upah pokok, | Bulanan :
nilai catu dan tunjangan Upah Pokok :Rp. 1.201.622.-
yang bersifat tetap dan Jabatan : Line Leacer
teratur ) Total : Rp. 1.201.622,-
' 14 | Bulan terakhir menerima Bulan Desember Tahun 2002
Upah Sebesar Rp. 1.510.025,-
15 | Jabatan, Keahlian pekerja | Line Leader i
16 | Jumlah anggota keluarga
(Istri dan Anak )
17 | Alasan PHK a. Melakukan pelanggaran/ kealahan berat sebagaimana ditentu-
kan dalam Kepmenaker Nomor Kep-150/Men/2000 Pasal 18
ayat (1) butir e can butir g;
b. Melanggar Peraturzn Perusahaan Pasal © (butir ¢ dan butir g).
18 | Tanggal dan Hasil
Perundingan Bipartit et
19 | Dimohon ijin pemutusan 22 Januari 2003
hubungan kerja ( PHK )
Terhitung rulai tanggal
20 | Kepesertaan Jamsostek | Ya -
21 | Lain-lain Lampiran (Alasan-alasan P IK)
Tembusan :
1. P4D/P4P (Asli)
2. Pekerja/ Serikat Pekerja ybs
3. Kadisnaker Kabupaten Karawang
4. Kanwil Depnaker Jawa Barat
5. Arsip ;

SKRIPSI

Karawang, 22 Januari 2003

Pemohon,

T g

PRESIDENT DIRECTOR
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Ref. No.: 006/SSI/PR-2/1/03
PENGUMUMAN

Diberitahukan kepada seluruh karyawan PT. Sharp
Semiconductor Indonesia yang melakukan aksi Mogok
Kerja, bahwa Pimpinan Perusahzan dengan ini
memerintahkan kepada seluruh karyawan yang
melakukar aksi Mogok Kerja diharuskan untuk
kembali bekerja dan menudaftarkan ulang masing-
masing kepada Perusahaan paling lambat hari Senin
tanggal 27 Januari 2003 Pukul 17.00 WIB.

Apabila sampai deugan batas tangenl dan wakiu
sebagaimana tersebut diatas para pelaku aksi mogok
kerja tidak kembali bekerja dar tidak mendaftarkan
.- ulang kepada Perusahaan, maka seluruh pelaky aksj
Mogok Kerja akan diproses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Karawang, 24 Januari 2003
Pimpinar Perusahaan,

3, Proge—.
SHIGERU MAGORI |

Presiden Direktur
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PEMERINTAN HABUPAT E:NREMHAWAIE?
' g1 DINAS  RERAA TR

Jl. Suroto Kunto KM 7 Telp.(0267) 4::2008
KARAWANG 41313

__.f"

mor . 367/ 3R HI-Syaker Karawang, 2/ Januari 2003
'li;'f:;a" l.’AN(jGiLAN 1 iiepada
: Yth. 1. 8dr. Pimpinan Perusahaan
PT. “Sharp Semiconductor Indonesia
Kawasan KIIC Karawmlg:-
2. Sd-. Riy.di Budi Raharjo.
JIn. Nagas.ri Dalam | No.62.
3. Sdr. R. Moch.Kurnita.
Peru n Karaba Indah Blok. Q /2
4. Sdr. Kukuk Sc‘ti_vzmlo
JIn. Perteygahan No.36 Cijantung,
Pasar Rebo - Jukarta
5. Ketua PUK-SPSSI

Kawasan KIC Karawang

Meuiiidaklanjuti surat kami Nomor. 567/ 324 / Hl-Syaker tanggal 28 Januaq 2003
perihal Panggilan I, dimana pihak pekerie tidak hadir, maka dennan ini kami mengundaag Saudma
untuk hadir pada :

Hari / langgal : Kamis, 06 Februari 2003
Waktu : Pukul. 10.00. Wib,
Tempat - Dinas Tenaga Kerja Kab. Karawang,
JIn. Surotokunto Km.6 Karawang
M 2nghudap ¢ = Kusubdin i{l-Syaker.
‘ “wm / PHK
- Winston waiagukpuk. SH.

Mcngingaf pentingnya hal tersebut kami miata agar Saudara datang tepat pada waktunya
serta membawa KKB, kronologis dan data -- data yuhg berhub.rran dengan inasalah tersebut serta
dihudiri oleh Pimpinan Perusahaan / Wakil Perusahaan yang dapat mcﬁg,akmbil keputusan denpan

membawa Surat Kuasa.

Demikian kami sampaikan untuk diketzhui dan mendapat perha.ian sebagaimana mestinya.

iy b i

P 'm{l}llu Tk.1

. WP 160 019962
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77 PEMERINTAH: KFABUPATEN KARAWANG  11. 031 315,95,

DIN. kS~ TENAGAKERIA

JI. Suroto Kunto KM 7 Teip.(0267) 432008
KARAWANG 41313

Karawang I/ Maret 2003

Nomor 567/ 7€5/ Hi-Syaker
Lampiran - Kepada
Poihal : ANJURAN.

Yth. 1. Sdr. Pimpinan Perusahaan '
T, Sharp Semiconductor Indonesia
Kaw 1san KIIC Teluk Jambe

2. Sdr. Riyadi Budi Raharjo.

JI. Nagasari Dalam | No. 62

3. Sdr.R. Moch, Kurmnita
Perum Karaba Indah Blok Q/2
Karawang
Sdr. Kukuh Sctivanto

—/7 JI Pertengahan No, 36

Cijantung Pasar Pebo
Jukaria,

5. Ketua PUK GPSI

. Kawasui KIIC Telukjambe Karawang

0. Sdr. Kuasa Hukum
P Sharp Sriiiconductor [ndoneia
Farida & Associates :
JI. Hon Kusuraa Said KavlingC-5
Jekarta, ;

7. 8dr. Kuasa Hukum Pekerja
Lemb iga Santuan Hukum Jakana
JI. Diponogoro No. 74
Jakarta.

Schubungan dengan- adanya permohonan ijin PHK dari PT, Sharp Semiconductor Indonesia
yang kami terima tanggai 22 Januari 2003 perihal PEK terhadap Sdr. Riyadi Budi Raharjo,
Sdr. Moch Kurnita dan Sdr. Kukuh Setiyanto, maka selelah mendengar keterangan para pihak pada
sidang perantaraan terakhir tanggal 13 Februari, 2003 dapat disampaikan sebagai berikut -

A. KETERANGAN PENGUSAHA / KUASA HUKUM :

I. Bahwa Sdr. Riyadi Budi Raharjo Sdr.” Moch Kumita dan Sdr. Kukuh Setiyanto,mulai
hekerja dan menerima upah :erakhir bulan Desember 2002:sebabagi berikut :

| MENERIMA UPAH
s DA B?-?IEIELI?JIA | ABATAN I;;}S{éhlfi{;;ﬁ{ 2002
SEBESAR (Rp).
~ | . | Riyadi Budi Santoso | 93 April 1997 Line Leader 1.337.687
2. | Moch Kurnita 02 Maret 1997 Line Leader 1.201.622
l 3. Kukuh Setiyanto 27 Januari 1997 ] Line Leader J 1.299.119

—
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2. Gawa pods ol 1RRRGRYTHIMUNPERSRRGARKEHEChembuat pengumuman
bahwa tanggal 13 Januari 2003 agar seluruh karyawan ":F.Sllill_'p Semicon uc(llor oo
untuk mengadakan musyawarah besar yang bertempat Ji k:u!lm PC“‘S?}“F‘“_ g8
evaluasi kepengurusan Serikat Pekerja dan Pembentukan <omite Negosiasi d““a‘:;“ rc"'c_?l”ai
pertemuan tersebut lebih dahulu telah  diberitahukan kepada pihak perusahaan anl p;'[ v
perusahaan mengetahui denpan kesepakatan  pertemuan adalah unluk. km_yawap shift
sehingpa Gdak mempengaruhi jam kerja di perusahaan, sedangkan Sdr.Riyadi Budi Ra.hano.
Sdr. Moch Kurnita, Sdr. Kukuh Sefiyanto turut serta dalam pertemuan (rapat) dimana
karyawan terscbut bukan karyawan shift A -wamun | aryawan tersebut hadir karena
diundang oleh PUK SPSSI.

3. Bahwa pada pertemuan tanggal 13 Januari 2003 yang hadir hanya beberapa karyawgn
sehingpa tidak terbentnk Komite Negosiai dan padc saat itu  Sdr. Riyadi Budi Rm&mjg,
Sdr.  Kukuh Sctiyanto mengambil alih pimpinan rapat daii Ketua Serikat Pekerja
( Sdr. Elvio ) dan memberikan pengumuman secara lisan  untuk mengadakan pertemuan
(rapat) selanjutnya yaitu tanggal 14 dan 16 Januari 2003 .

4. Bahwa pertemuan {rapat) taneaal 14 dan TR domeon! nnns D e Slgaiput Oicil
Lui. iuyadl Buar Rahanjo,  Sdr. Moch Kumita, dan Sdr Kukuh Setiyanio tanpa ada
pemberitahuan atau minta ijin kepada perusahaan, schingga mempengaruhi kelancaran
proses produksi karena scbagian pekerja scharusnya melakukan kegiatan produksi, leryata
mengikuli pertemuan (rapat), maka tindakan Sdr. Riyadi Budi Raharjo, Sdr. Moch Kumita,
dan Sdr Kukuh Setiyanto tidak dapat dibenarkan sesuai engan Undang-Undang Nomor.
21 tahun 2000 Pasal 29 ayat .

5. Bahwa pertemuan {rapai) pada tanggal 14 dan 16 Januari 2003 telah diadakan pada ja u
ketja tuiip= lebih dahulu adanya pemberitalivan d: n kescpakatan dari pihak perusaliann
sehingga piha]:i‘?ﬁ\m‘di;"l\a\ail telah memberikas skorsing dalam proses PHK dan mengajukan
permohonan yin PHK tediadap Sdr.Riyadi Budi Raharjo, Sdr. Moch Kumita, dan
Sdr K-\tk_uh Scliyanto terhitung, scjak tangg=! 2. Januari 2003 dengan kategori kesalahan
berat yaitu melanggar Kep. 150 / Men / 2000, pasal 18 ayat 1 butir e dan Perzturan
Perusahaan pasal 9 butir e dan g, , “kesalahan pekerja tersebut belum dapat dikatagorikan
kﬁs::!.'ehau Subagauna_na yang dituduhkan oleh piliak parusahaan, akan tetapi scharusnya
pihak perusahaan lcblh_d:-‘mlu mengadakan pembinaan-pembinain berupa Surat Peringatan,

6. B'ahwa akibat pcmbf:rm::‘ skorsing  yang dilanjutkan dengan permohonan ijin PHK oleh
1{:1::1k'pcrusul‘:u:§n telah di tolak oleh Sdr, Sdr.Riyadi Budi Faharjo, Sdr. Moch Kurnita, dan
Sdr Kukuh bcu)fmtlo dan 'lclap ingin bekera kembali , dimana pihak perusahaan belum
pemah memberikan pr:ml?maan = pembinaan scbelumnya kepada pekerja, scharusnya
perusahaan t:la;)al mempertimbangkan untuk mencabut skorsing dan permohonan ijin PHK
ketiza pekerja tersebut. )

7. Bahwz.l masalah ini {clah diupayakan penyelesaianya dalan sidang pemerantaraan yang
terakhir pada tanggal 13 Februari 2003 » namun tidak diperoleh titik temu.

Balgwa sesuai dengan hal-hal scperti diatas untuk menyclesaikan masalal tersebut maka
pcgawal perantara ;

MEMGANJURKAN:

I. Agar PT. Sharp Semiconductor Indonesia mer cébul skorsing dan mem j
. P S ' . pekerjakan
kembali Sdr._ Riyadi Budi 'Rahago, Sdr. Moch Kumita, dan Sdr Kukuh Setiyanto
der:zan pembinaan Surat Peringatan ke I1 (dua) dan pekerja dapattnencrimanya,

2. Agflr kedua belah pihak memberikan Jawaban anjuran sclmnbal-lznnbalnya 7 (tujuh)
hari setelah menerima anjuran ini,

Demikian untuk saudara maklumi.

Pegwai Perantara,
)
it >
oy / gt
WINSTON RAJAGUKGUK S
NIP 160 034 965.
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FAMTTTE RELVEL FSALAN PFREFTISIHAN PERPURTIH
BANTURN G

Nomor - 367/ PTS 4 3% BPPED N
VENTAWNG
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.
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ANTARA

PT.SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA, Rawasan ludustry KIC Lot F-3, I Ta
Jakarta Ciksmpel Em 47 Karao ng, yang :*elmgutn};:i di zebut Pengurahia;

DENGAIY

S RIVARD BODE RAHARIO, Sdr. R MOCIHL KULNITA, da Sdr KUEUY
SFTYANTO. i THHE Pipenagore Noo 74 Jakarta, yane selanjutnyo dizehy

Pe feo li,

PANTTIA PUYNVEFLFSATAY PERSIFISTITAN PFRBURUNAN BAFRAH ¥ KOP, JARAR
M BANDUNG

AMBACA ¢ Swral dar Kepala L)max Tenaga  Ketja Eabupaten  Karawang
No.Tar. 04 5.4/9059/H]. Syaker. tanggal 03 April 2005, perihal penve: ahan
berkas perkars PHE Pekerja «.‘Ieh Penguzsha | epada Balai Penyelesaian
Pesafisthan Retenagakot jaan Doeraly Py op. Jawa Barat di b.mdm‘_s_; besnrty
iampiean-lampirannyy anfary fain-

‘“i ot Perawai Perantara Dinae Tonaga Kerja Kab. Karawang No,
SPHK 10:2003 Pevihal laporan hiazl peranta aan -

Pegawai Perantarg Mo, 567/705/HL Syaker, tangzal 17 Marst
" perhal anturan:

Sl permolionan ijin PHE dari 7 emrizana fanggal 22 Jamysri 2007

"4 -, Swal Bnasy Penguzaha tertangzal 2o ©Mes 2002 kepada Sdr. Zaglulsyah,
Sdr Harvono Diro Waluyo dan Sdr. Ruchmai Ramadban Rama, nniutk:
mienyelesatkan kasus JIL\ Pekeria aleh Pengizahia dalam persidangan

Pamitia Daerzh Eandung:

- Swal Kuasa Penguzaha lertangeal 27 Januari 7003 fepada AdvoLat
- P‘""a*a:a FARIDA & ASSOCIATES untul menyelesaikon kas
THE Prieria oleh Pengusabo dalam persidangan Panifia Daeraly fii
andtmv

- Surat Koaea Pelerja tanceal 15 Riep 2002 kepads | NHE Jakara . unhek
menvelesailan baane PITK Pekeria oieh ; FENFR ana daiam ey -vi.m AR
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Sprar ugae dar Rema SPSST FL mzu Semic mdue Tndon=sta '“‘i’ i
i al \]R -PERPUSTA N IF!RSF%%NBLMQ;;N doo Sdr. Wardh

Sar 1r‘mmml‘ ‘u'I aapitpn, adar atl
- '..-\g-“:. 1:‘_1‘ .

tertangeal Moo 07/SPSSE V02 wmr mengiimti Sidanz  Ramms il
S Y . & - G ilye ., w b
e, Tapad ude Ralaiga, S B afoch Fumity, dan Sdro Bl

:'JIL‘{‘, anie. aaiam e ORI Panttia Dae wah 1 h" Tabar d T tll(illl’.f,'_f 4

]-’ I- li"""‘" o 1) arpy any |u{\-v'1-1 c\l.‘: ey

VFWIMEANG  Tohera Kepala Dina: Tenaga Eoj
B ,11.—(}} “\pn",:",.'i‘

no Tar 043496911 -.*.La hnr't'.-} 02 April 2002
herka: petkara PHRK Pe Lm' oleh Pengu shia kepada Balat Pegye!eaain
Perzelizihian Kete enagakerjazn Daerali Fiop. Jawa Earat di B‘amlm:t' vang
di'erma pada tanggal 23 April 2002, yaug selanjuliya digebut Panitis

i}aerah di hdn,!un,\__{;

MENIMEANG  Buiwa dalun Sidang Panifin Daoerali di Desdung, Pengusaha teinh
nemberikan keterangan-keterangan sebogai be rilut:

- - - T " Tainzl =
Dahwa Pebnrja telab bekerja di Peruzahoan dengan masa e )a, Upzh cun
Jabatan cbb .

! Sl Riyadi Bodi Rabarjoscjak 7 April 1997 ,-"amnai dengan
diberilian tin PITK aleh PATY akhie bulas Mer 2002 (< 3t |
bulan ) cebaeat Line leader dengan upal zetezar R 1437087,

VoG @ Mok Kuimita, sepak fapgeai 2 Macet 1997 sampon
dengan hibspikan ym I'H’r\ olek PAT akbur bulss Mei 2002 (6
tshun 2 bulan ) eebagas Line Leadey dengay Upah Ko 1201 622
sdr. Rukady Setyante | seiak tatiegal 27 Janvari 1967  sampai
dengan diberiten ijin PHE oleh PAD alhir toan Mei (6 Tatun
4 bulan ) zebagai Line Leader dengan Upah Rp. 1.299.119.-

Vad

- bahwa pada fangzal 12, 14 dap 16 Jamusari 2003 para Pekerja tanps
cefjin Dari Atazan atay Peruzahaan telaa meningealkan tugas dan
' pekerpaannya don melakokan kegr lan yang tidak ada lmbmw\mlm
dengan (ugas dan pekerjaannya selain il secara terboka dan ferang-
ferangan mencajak Karyawan lainnya untek arel zerta nmngmlz_luan
kegiatan dilingkuncan Perusanaan ( Kantin ) tanpa pemecitahoan » 1ytn

lre Peruzahaan . ‘

- bahwa akibat tindalan Paketja i zebut, Perusahaan mengalami Ic*u*rm
yaitt :

1. Tercanzeunya hegiatan kerena zebagian bezar Kavywwan  ( rafusan
Karyawarn ) itdak bekarya. ‘

). Tersanggunya kelancatan operasi yang berakibal lurunnya has
produkst . .

3. Menimbulkan keresahan dikalangan Kary wvan.

4 terjadinya disharmonis hubungan Tndustrial antzra Pengussha dengan
Faryawan

banwn Undakan Pakerja (ersebul diatas feiah melanggar Peraturan
Perusahaan dan ketentian Petondang-undargau yang betlaln vailn -
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4 Peraturan Feru:aRPERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

cian U oavat L ( hal 14 ) Porateran Perpzahaan mengenat otz

e d 0

tettib kerja bagian hai-hal yang dilsrang o, D asal 11 avat (1) tentang

Taanl O
Froonl © ba

t

3 P . -
{a cara pemberian dan maza berlakunya : anksi kemudian
el 0 buti o Peratoran Pousabaan tertang Pelasggzaran yang

PHEK tanpa pezangon | ketiga przal i Detbunyi sbb

Aid-enaitpn sanksg

- Cueal 8 baglas I oayst () 7 Taupa ada ipn darn atasan vang
berpanclmtan, pelierja disarang meialwkw kerja yang  tidak  ada

o b e

3 ) - 1% T
hubiiganuya  dengan  vekerjaannya  afan melakukan  kerja  diinas
Perzahaan™

Pekorga vang melangear fata fertib dan dighy lin ketja gezuan aturan vang
berfaky .

- Pazal 11 avat (1) % Perpeahaan okan mengambil tindakan terhadap

Pazal & butr g Pershvan Perpsahoan  fenfang  pelansgoran  yang
dikenakan sanget PHEK yaim  mes bujuk Penruzaha stau teman zoketja
ntuk melakukan sesuatn perbustan yan: berentangan dengan hukam
atau kezuzilaan zerta Peratovan Perundang — Und wngan yasg berlaku

- hahwa  perbuatan  para pekenja terscbrt doatas  termasuk  lepada
relanggaran berat dengan sengsi PHE tanpa pemberian pesangon |

B. Kep 1 71MEN: 2002 1o, Ben 130/NMEN/2000

- pasal 18 et (1) yang berbunyi * jin pemutuzan bubuusan keeja Jarat

diberikan karena pekerja melakukan kesalahau sebagai berikul ~ butiy g

membujuk Pengusaha atan teman eeketja untuk melakukan gesuaty
petbuatan yang bertentansan  dengan twokur atan kesusilaan  serts
perstuvan Perundang - Undangan yang be laku °, denean gangzi PHE
tanpa pezangoti - - -

C. baliwa UU No.2! Tahun 2000 tentang Serikat Pekeria / Buruh pasal 29
ayal (1) dan ayat (2) tentang SP 7 SB yang berbunyi :

ayal (1) . * Fengusahg hatuz membeii kesempatan xepada pengurus dan /
atau anggota serikat pekerja/ serikat buruh untuli menjalankan kegiatan
serikat pekerin / bnh dalam jam ketia vang disepakati oleh kedia helah
Zapibak dansatay yang diatr datam perganiian ketja berzama

[

%331 (2) : * dalam kezepakatan kedua belah pihak dan 7 atap perjanjian
< /kerja bersama  cebagaimana distur dalan avat (1 ) harpe dister
" mengenat
a.Jents kegtatan yang diberikan kesempat: n ;
b.Tata cara pemberion kesempatan ;
«. Pemberian kesempatan vang mendapat upah dun vang tidak mendapat
upah *

baliwa kategort pelangearan dan ancamar ¢ cwasl hidak dizebuttan
secary ekplisi, nanwn dapat ditatsikan secara gramalifal vang beram
arus ada kezepakatan kedua belsh pihak st vang diatur dalami
periangian kerja Dencan domikian kecintan palorjn 1 b diatas ey
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baiwva berdazarizan hai-iai tesebut diatay dapat dizimpuikan perbuatan
para pekerja telah melangear ketentuan-ketentvan sebagaimana diatug
Peraturan PeruSRAER ARSI NMNERSIAS AR MNS Pnpa pesangen :
MENMBANG Babwa  dalam Sidune Pamta Zoerah i Bandung, Pekerja felak
membertkan ketarangan-keterangan ebaga’ ber ot
- DBahwa Pekerya telab bekeria di Priuzahaaa dengan maza kerja, Upal
dan Jabalan bl

L Sdr. Riyady Bodi Raharjosejak 3 April 1997 sampai denzan
diberikan tjin PHEK oieh PAD alkhir boin Mai 2003 ( 6 tahun 1

Sy L FRRY ISR SR B £ O Y v B
bilai  sebazai Vins Leader dengan apali eliszar Rp 1,937 687

2o 8dr B oMoch Bwna, sepai ranggal % Maret 1997 sampal
dengan diberikan ipn PHE elel PAD alhir bolan Mei 2003 ( §

tahun > bulan ) ccbagal Line Leader dengan Upah Rp.
12016220,

PooGdv o Rkl Sclyande | sejuk tanpeal 27 Januac 1697 Fampal
denran biberskan sim PHE oloh PALY athir belan Mei ¢ 6 Tahon
4 bulan ) =ebagai | ine | eader denaan Tpah Rp 12007110
Dalevs puds procanan tanges! 12, 14 dan 16 Janvari 2007
sebelmimun Pelioega folal memimta (jm cecars ijsan Repada alazanmy
dau atzean prn Palogga tnlah g i

L Syt 1Y s eem V. X P

TE - eofa w Yy . ;
Zaniee o l.r'.:l-.:::::u:} :!un.\ FETELICPARTS I BRI LT B i) afay Ull\LH!Eﬂﬂ 3§

etna PUK SPSH vape nads o wabio i dikiebiay olsh S Flyypoe

- baliwa Vndaizan etz i ket SPSI aitnjukan kepada selumb
kavyzwan dan P oanne SPSIL sidak hanen sl Shipt A saja )

vl ke adblery

Lulnva paicmsen padd isggad 13 Janoac 2003 dilanjutican kembali
pada tazzal M s 2007 dimang peitemuan  terzobut
duplivmaskan " fummimban owlalig pengeraz etata oloh

Reseplions € St (da) atas peomdah lizan dar Ketua SESH ( Sev,
Faiwy .

1.;‘\ i ;o vaea beidasadian el Gepuhisan peiteinian tanegal 14 Janoari
' CHO03 periegmian lanquiizan kemisali pacts fangeai o Januart 2003

TYTRRL 0T TCPTTRFL. L LIRS AT PR Ky S B NPT S
b Vai Imil;,'u Ghndii b odchi ekitar 13 04 dilg |

- balva itk petiennain 1aueeal B4 dun 16 damar 2002 Pekerja
GO T sCeata e dati Adasidl fangsting masing-niasing

LB
LR LI 1% 4

Valnva Pekienya Hdak pernsh meighukan nbmidas kepada Karyawan
baiii ik wenghadivn ot osebil Karcig Pekerja menghadirt
. pertoman fereebut oz Undanpas torhie dori Ketua SPSSI -
Dainva berdasarian keierangan tersebul diaias pekera ierbukil udak
i ki Rondtatian Yot wbasdinan Seleitia pasal 18 ayat (1)
barbie b sty bafaee l-‘f:‘}\gn-;n-ﬂr_m (RS ]‘;»}- 5O Y000 f,’ilih.l .
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rekean sckerja untek melaln ton zuatuy pekerjaan vang

4 ool
.l]l‘:ﬂ’ Uil 10w

It enfang B RPUSTURUANTINDEREITAY RikLAldang-Hndangan ™

bahvva welama bekorja & Perusahiaan Pekerja tidak pernzh mendapat
Surat Poringaton balblan selaly mendapat penilaian yang baik dari
pernsahasn | maka berdazarkan  hal-hal persebit iatas peied)a
memahon h"; ada Panitin Fenvelezatan Ferburuban D'\emn untul
menclak permohonan djin PHR  dari pengnsahie Mohon  d

pekekerjakan kembalt ) .

MENIMBANG: Bahwa Pegawai perantara Dinas tenaga Kerja Kabupaten Karawang

telah mengelnarkan Anquran sebac | periot

1. Agar PT. S'IARP SEMICONDUCTOR  INDORESIA - mencabui
ecoreing dan mempekerjakan ken balt Sdr. Ryiadi Budi Rahardjo.
Sdi.  Muhamad Kumnita dan Sdr. Kukub  Setiayanto  dengan
pembinaan surat peringatan ke dua ¢ EE 1T ) dan pekerja dapat
mencrimanya -

| S

Acar kedna Uelal yihak memberikan jovaban snjuran sefambat-
lambatnya 7 ( fujuh ) hari setelah menerima Anjursn inf

MEMMMBANG:  Balwva Anjurar Pogowar Perantarz tevs but diater didasarkan ata:
pettimbangan — perinbangan sebagai bertkat .

- bahwa pads tanggal 10 Jewart 2003 Peagmuz Senkat Pekerja
et pengunguman bahiva par!a tanggai 13 Janvart 2000 agar
sclituh karyawan PT. Dharp  Semicon luctor  Indenesia  unfr
mengadakan musyawarah besar yang bertempat dikantin perusahaan
deng"n acara  Evalvagt  Kepengrmean  serikat  Pekerja  don
pembenfukan Kemtte Negosiast, dimana rencana pertemupan fersehut
lebili dahulu telah diberitakan kepada pihak pervsahaan dan pihak
peruzahaan wengeiahut dengan kecepakatan pertemuan adalah untuk
karyawan shift A sehgga tidak mempengarvhi jam  kerja i
perozahaan, sedangkan Scr. Ryadi Budi Rahardjo, Sdr. M Entnita dan
adr. Rukuh Setyanio twut zerta dalam pertemuan { rapat ) dimana

Jo karyawen fereebut buken Larvawan Shift A ramun kehadiran mereka

-+ atas undangau PUK SPSSI:

- balwva pada pertemwan tanggal 13 Janvari 2003 _‘,'ﬁ'l" hadir hanya
beberapa karyawan sebingga fidak terbentuk Komite Tagosias dan
pada saat tu sdr R‘,ad: Budi rahardje. Sdr. Kukuh Setivauto
mengarbil alth pimpinan rapat dari ketua surikat pekerja ( Sdr. Eltio )
daii memberikan pengunguman gecara lizan ontuk  mengadatan
petternuan ( rapat ) zelanjubnya yaitu tanggal 11 dan 16 Tanvart 2003

bahwa pertemuan ( rapat ) tanggal 14 dan 16 Janvari 2003 dilakukan
dan dipimpin oleh Sdr. Ryadi Budi Rahardo, Sdr. M.Kurnita dan sdr.
- Fukuh Setiyanto tanpa ade pembeuta wan atau minta 1jin kepada
Perusahaan, sehingga mempengaruiii kelancaran proses produks:
karena sebagian pel.erfa seharuznemya neiakukan kegiatan produlis.
ternvata nmug!l.utl pertemuan ( Rapat ), maka Uinzlakan pekerfa fidak
dapat dibenatkon zesuar denga UU no. 21 tahun 2000 pagal 28 avat 1 -
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balnea perojRippRsUsHMaA P OfERSITAS Aﬂhﬂ&ﬂnbijmmm_ 20073 telah
dindakan pada jam Kerja tanpa lebih ¢ alwla adis painberitalivan ;i:,:-_.
hezepakatan diy pihal: perneshaan zehinggn pihak peruzabaan telai
membertkan - scorzing  dalam  proze:  PHE  dan mengajuiii
Permahonan Tjin PHIX fethadap Sdr. Ryadi Buds Rahardjo, Sdr.
Fuluh Setivanto, dan Sdr. M. Kunita terhibuing tangeal 22 Janpar

ok

Bep. 130MEN 2000 pagalk 18 ayat Lbutir » dan PP pazal € butie e
dan g kezalshan pekerja terzebut belnn dapat  dikategorikan
kesalahan zebagaimana yang ditudulkan oleh pihak Pernsahaan,
akan tetapi seharuznya pihak Perusahaan lebih dafiuly mengadakan:

i :
2003 dengan  talecori  Lesalahan  beral vailn  melane

balievsy wazalal e telah diwpayalan penyelezatannnya dalan, Sidang
Pemerantaraan yang terakhir pada tange 1l 13 Janvari 2003 namun
ticdak diperaleh titik temu, untuk ity |-ermazalahaanya di limpahkan
ke Balai Penyelesaiaan Perselisihan Eetenagakerjaan Daerah Prop.
Jabar di Bandung

MENIMBANG:  Bahwa setelah theneliti dan rempelajart berkaz perkara vang tetsedia
serta seteiah mendengar keterangan dari pihak pihak dalam stcdang,
maka Panitia Daerah 1D Bandung berpend: sat sbty. -

bainva Kepaia Dinag Tenaga Keija Fabupaten harawang dangan
surataya No. Tar 0454 /260HI - Syake:, tanggal 02 Apri! 2003 telah
menyerabkan beker perhara PIIE pekeric oleh Pencnzaha kepada
Panitia Dactah di Bandung untuk ditindat- Languii

- vahwa perkara ini mengenai Pemutisrq Hubvngan Kerja 3 (1caj
orang pekerya sehingga sesuai dengan kutentuzn UU No, 264 pasal

3ayat (1) peuyelesaiannya menjadi wewang Pagitia Daerah :

- balnva Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Kabunaten Karawang
telah bermpaya menvelesaikan perkatanya dengan cara mengeluarkan

Anjuran  namun demikian permacalabannya belum  dapat
, dizelezatkan karena pihak Perguzaha meiolak Anjuran dan pihak

Pekerja tidak memberi jawaban ata Anjuran dimakzud

bahwa ataz dasar penyerahau berkas perka:a tersebut diatas. Panifia
Daersh di Bandung telah bernpaya untulk menyelezatkannya deagan
memangeil pihak - pitak yang bersanchutan secara patut unfulk
didengar keterangnya dalain =i dang ;

Lif ; - i
,-'/ - bahyva Pekerja telah bekera di Pejuzaha: dengan raza kerja, Upah
- dan JTabatan zbb. -

1. Sdr. Rivadi Budi Rahatjosejak 3 April 997 sampat dengan
dibertkan ijin PHEK oleh P4D akhir bulan Mei 2002 ( 6 tahmn 1
bulan ) sebagai Line leader dengan upah sebezar Rp.1.237687.-

2. Sdr. R. Mech. Kurnita, sefak tangeal 3 Maret 1007 sampal
dengan diberikan ijin PHK oleh P4D shhir bulan Mei 2003 ( A
tahun 2 bulan ) sebagai Line [eader denzan Upah [in
1.201.622..

3. Sdr. Kukuh Setvanta , #ejak tangeal 27 Fanuari 1997 ST
dengan diberskan ijin PRF alel) PAD akbir bkan Mei { 5 Taiws

4 bulan ) e=bagai Tine Leador denean Us 4 By | 200110 UJIANTO
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Painva Fenencaha @lal mencajukan Eurg{_ (?‘A‘mof‘.@ll&ll ijin PH®E
= N ITAS, AIRLANGG o

terhiads. pekdRRERRUSTAKAAN UNVERSIT/ <nean alazan zebacai ber il

a. MMelakukan pelanggaran < kesaishan bera zebagaimana ditentniag

dalam Kep.13¢ / MIEN/ 2000 pazal 18 avat (1) butir e dan by X

b dielaneen Pp paza: b bubis = dan by

= hahwa sl peimazaahan vaity ads 4 pedtemuan Serikat Peket(a I
SPSEI PT. Sharp Semiconductor Indonesia Karawang pada tanggal |
13 Janwary 2003 youg dilanjutkan pada tanegal 14 Javuari 2002 dan
16 Janvari 2003 :

babwa perfsmupan pada tangeal 13 Jaguei 2092 menurat pibal;
Pengusaha adalah eyah ( diakui eleh pihak T eruzahaay ! karena pada
pertemuan  (erzebyt sebelumnya Ketua SPSS] ( SdrElrio) telah
meminta ijin Jengan resm kepada Perusahaan dan pihak Peruzahasn
memberilkan 11 unlnk pertemuar tang-al 12 Junuar; 2003 dan
UK - pertemupan selanjuliyy Pengusaha menvatakan  tidak /4y
Karena tidak ada pembetttahuan -

bahwa Pekerja  menyatakan menzhadiri  perfesan tanggal 13
Tawati 2002 ataz dasar wurat Undangan dari Kofya PUK 5PSSI ¢
Sar. Alyio ) dan Pekeria tajal mendanat ifin dar Atazannya | untul
i menolak fuduhan Penenealia -

- babwa berdazarkan surg petuys san dari Djaliteng W.EE, atasan

adr Kutadh, Setyanto, dan S B et { ~onad S, stazan Sde. Rivadi
Bdt Raha o menyetakan fidak pernali men wimg Permononan ijin
dart Pekeria baik fisan mangun tettulis untu < pertemyan tanggal 14
Jawari 2003 begitu pula Sdr. Ridwan Walat sadi atasan Selr- R.M.
Eurnita. menyatakan tidgl pernah mener wa fjin darj Fekerfa baik
lizan maupun tertyffjs melainkan  informaz yang diferima Sy
RM Eumitz pada (el 16 Tantari 2003 sak, sehinags tidal dapat
masuk kerja ;

- bahwa karena adanya keferangan yang berbeda. maka Panitia Daerat
di Bandung berpendapat perlu dihaditkag “akst yang mengetatu
“cjadian pada tanggal 13,14 den 16 Janmar™ 2007 sebagal bahan
pertimbangan mnhilk menganhil kepufuzan ;

balwa berdazarkan keterangan davi saksi pettemwuan tanggal 13
+ |} Jamari 2003 dipimpin oleh Ketug SPES1 (' Sdr. Elrio ) dan pada
/ Fpertemuan selanjutnva dikvagai olel) Pekerja ( Sr, Riyadi Bud
Raharjo , Sdr. B Moch Burnita dan Sdr. Kukuh Setvanto ) ;

ee—7 - balwvs menurut keterangan para saksi yang mengumumkan untuk
rapai tanggal 14 Janvari 2003 adalah Pekerja dengan menggunakan
pengeras suata yang ada di Kantin  Kemudian pada tanggal 14
Jenuari sore disepakati pertemuan kembal: tanggal 16 Janpari
2002

- wvahwa berdasarkan !;eter'augml-ketercmgml tersebut diataz, Panitis

Daerah i Bandusz Letpendapat perten: tangeal 12 Jannars 2002

aaalah gyah dalon art diketabut dan diijinkan olele eipzahany
‘ ' ' .. ANGGA STATISTIKA UJIANTO
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ebacaimana diatur daiam UT No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat
[ LuI.‘ / BunmpereusTAARR NIV ERSIPAS WiRUAGEER1S 5P/ |

H . - PYTORR P i 1 = 3 Taamar
balrva zelanjutnya pertemust tonggal 14 dan 146 Janwar !
pemberitahuan tes fobih dably kepada Peryzahaan

bahwa  berdasatkan pm1'ﬁn“'vlf“m-;‘-r—*'i‘-m‘.ﬁ.:mgml fersebui  dinles,
Pamtia Dacral di Bandime berpeadapat | gesoan dengan bukf-taid
yatg ada Peketga ter buktt uls;s;l 14 dan 16 Janpary 203
meninggaikan tempat kerja tanpa ijin tari Atezan langzungnya dan
terbuli yang mmu‘umumkan fiengajak  perfemoai lmmg;al 14 dan
16 Janwari 2003 acalah Peferja .

hahwa per i)ualan Fekerja tercebut dister fefab wmelanggar pazal
(butir e dan £ ) Peraturan Pernzahiaan dan pazal 16 avat (L) bufiy ¢
dan butir ¢ Eff—p 130N e/ 2000 vane dapat dikenakan zangei P H}f
tanpa pesangen schacaimana diatur dalam pasal 1R ayat ) kep.

150/MEN2000 . '

baluva berdazatkan hal-hal teezebut diatas, maka Panttia Dacrad <l
Bandung berpendapat iayak wnink mengabulkas permohonan 1in
PHE dari Penouzuha kepada Dekerya tethshing  akbiv Dnlain M
2002 tanpa pezangon  dan meweajibkan fopuda Penguealin natak
memberrkan nang penghasgaan winan ket a dan hak-hak lastiny
kepada Pekerja secara tunai | sebagnmang dizebutkan dalam amara
putzan dibaseah m |

MENGINGAT: 1. Undang-Undans Ne 22 Talon 1957 tentang Penyelezatan Uerzeljzibiar
ey burohian - ]
2 Undang-vindang Wo 12 Talmn 1964 teutang Peowtusan Hiubungar

Kerja & Penzahaan Swasta

2. Kepmenaker No. Eep 15AMen/1804 fentar s Petunjuk Peayelezaiw
PHI dan PHE ditingkat Perusabaan dan Pemerantaraan
4. Kepmenaker  No.150Men 2000 “tentang Fenyelezaian  PHE  dan
Pepetapan vang esangon, Uang Penghargasn masa kerfa dan Gaofe
kargian di Peryzahann Sivasta
MEMUTUSEAN
o U - I Memberikan 1jin kepada Pengugaha PT.SHARP SEMICONDUCTOR

INDONESIA, kawazan KIIC Karawang uotuk melakukan PHE fehadap
Sdr. Ryadi Budi Rahardje, Sdr. M. Kurnita, dan Sdr. Kukuh Setiyante
d‘a. Bumi Karawang Permai Blok. C.7 © 17 Warung Bambu Klan
Karawang 41371 terhitung akhir bulan mei 200% "anpa pesangon

u II. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar 1 (2aty) diataz unfok
memberikan  nang [’eughaigaan Ma=zs Rerjp dan Ganli Kerugian
Perumahan dan Keszehatan ebssar 15 % kepada sdr Ryadi Budi
Rahardie, Sdr. M. Kurnita, dan Sdi. Rokohr Seliyaate gecarn ima
dengan perincian sebagat berikut ' '
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sdv. Byadi Budi Rahacdjo :
- Uang Penghargaan Maza Keria
'_"‘-:I"..;).]__:!,U Ve = Rpd 01300l
Cang F- nggantt Perumaban & Pensobati.
1‘ o X Lp 4013081 - =Rp. 602000 .

Iomlah Rp. 4.615.0¢

Tetbilang “Empat juta enam ramz lima belas rib

uoenam puluh sat |
tuprak

Sdeo M, Kurnita
- Uanﬂ Penghaxc'aaz Maza Kerja .

3 XRp.1.201.622 = Rp.2.604.866,-

. ang Penzenott Penmrhan & I’mvmmnu

15% X Rp. Rp.3.601 855, =Rp, 240.730. |
Jumlal Rp 4145596 -

Terbilang “,m;- uia seralus empat pale! lima belas riby lima ratys

sembilan puluh enam rupiah’”

Sdr. Kulooh &etn anto
- Uang Penghargaan Masza Eera ..
3 .\I\p 1. “‘9"19 = Rp.2.897.597

=

laing Pengganti Pemmahm & Pengabatay
SN Fp3 897.597.. =Rp. 554640

S Tumlah

-

Rp.4.482.237..

Terbilang “Empat nta e pqh atuz delapan puluh dua riby dua ratyz tiga

puluh tujuh rpian

I Putuzan mi bersipal mengikat baik bagi Pekerja manpun Penguzaha

_ V.Pelakzanaan  Putuzan ini dibawah pengawasin Pegawat Pengawas
Retenagakerjaan Dinas Tenagsa Kerja Kabup ten Kar awang ;
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IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Geonban 0 putiskos olsh Pan tia Peavelesatan  Perachisibian
Peppmnhan Dacra o Prop Jdabor o Gandung pada tan €‘~l Sl U

1 Kl ; 2 1
Piinean mana lenmdian G tandataneane oleh Hetna Pangtera

PANITER A KETU A
trel. i

£ E."l"‘[_-.‘n. \i'.'.'I"[_:“I_-_;:i ﬂ F u’ \"‘" ':'\ _‘L;“\'L; \ .s _;"_ '
wﬁ A0gA0017 NP {8009001 6

Untuk salinan yang zama bunvinya
PANITIA PERYELESALAN PERSELISIHAN PEABURTHARN
DAERAH PROP. JABAR DI BANDUNG
FANITER A

-

TENRY SETLAWA LI
M NP, s 160032017

L
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IRPERPASTARANEMERITABRETEAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320
Telp. (62-21) 3145518 Hunting F~x : 3912377
e-mail : Ibhjkt@cbn.net.id

Direktur :
idanto Subiiakio, SHLLM.  pg, | \{49 /SKALBH/IX/2003
WaiilDirekur Bidang Operasionel 1o . Memori Banding atas Putuisan P4D Jawa Barat No. 567/PTS 435/BPPKE
Wakil Direktur Bidang Umum Tentang PHK antara PT Sharp Semiconductor Indonesia dengan
Peulus R. Mahulette, SH. Sir. Riyach 8., Scr. R. Moch, Kurnita, dan Scr. Kukuh S,
Kepala Kantor :
Euis Krisnawali S, SH.
Pengacara Publik
Irianto Subiakto, SH.LL.M.
Paulus R. Mahulatte, SH. ‘
Surya Tjandra, SH. LL.M. .
Sri Mumpuni, SH. Kepada Yth.

Cristina Rinl Y, SH.  Banal Ketua P4 Pusat
Tubagus Haryo Karbyanto, SH. .
Mulyadi Goce, SH. Melalui
Rita Oivia, SH.LLM.  Kepaniteraan P4 Daerah Jawa Barat
Erna Ralnaningsih, SH. Di Tempat

Uli Parulian Sihombing, SH.
Taufik Basari, SH.

B. Lucky, Rossintha, SH. W
Asfinawali, SH.
Ines Thioren S,SH.

Dengan hormat,

K. Lucky Rossintha, S.H., Asfina vati, S.h., Ines Thioren Situmorang, S.H.,
adalah Pengacara Publik pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,
dengars dordsill hukam ol Jalen Diponegore 74 Jakarta, Dalam hal inl
bertindak untuk dan atas hema Pemberi kuasa Sdr, Riyadi B., Sct. R,
Moch. Kumita, dan Sdr. Kukuh S. berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 20 Agustus 2003, dengan ini mengajukan banding terhadap
Pulusan P4 Daerah  Jawa Barat Nomor 567/PTS.439/BPPKD, lertanggal 2
Juli 2003, yang salinan putusannya baru kami terima di kantor kami pacia
tainggal 28 Agustus 2003.

Acda pun amar putusan P4 Daerah Jawa Barat, yang kami olak lersebut
herbunyi sebagai berikut

MEMUTUSKAN

5 I. Memberikan ijin kepada Pengusaha PT. Sharp Semiconducttor
Indonesia, kawasan KIIC Karawang untuk melakukan PHK
teabacap Sdr, Riyaci Bucll Raharjo, Sdr, M. Kurnita, dan 5dr,
Kukuh Setiyanto d/ja iiumi Karawang Permai Blok C.7/17
Warung Bambu Klari Karawang 41371 terhitung akhir bulan
Mei 2003 tanpa pesangon

1. Mewajibkan kepada Pengusaha lersebut nada amar 1 (satu)
diatas untuk memberikan uang Penghargaan Masa Kerja dan
Ganti Kerugian Pc-umalan dan Kesaehatan sebesar 15 %
kepada Sdr. Ryadi Budi Rahardjo, Sdr. M. Kurnita, dan Sdr.
Kukuh Setiyanto secara  tunal  dengan  perinclan  sebagai
berikut:
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. Sdr. Riyadi
Uang penghargaan masa kerja
3 X Rp 1.337.687,00
Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan
15% X Rp 1.013.061,00 =Rp

Jumiah RP .615.061,00

= Rp 4.013.061,00

602.000,00

Terbilang  jurnlabnya Empat juta enam ratus lima belas ribu  enam puluh

salu rupiah
«  Scir, M. Kurnita

Uang penghargaan masa k @ja

3 XRp 1.201.622,00 = Rp 3.604.866,00

Uang Pengganrti Perumahan dan Pengehatan g

15% X Rp 3.604.866,00 =Rp 510.730,00

Jumlah Rp 4.145.596,00

Terbilang jumilahnya Empat juta seratus empat puluh lima belas ribu lima
ratus scmbilan puluh cnarn rupiah

o  Sdr. Kukuh Setiyanio
Uang pznghargaan masa kerja

3 X Bp 1.299.119,00 = Rp 3.887.597,00

Uang Pengganti Perumahan dan Peng-batan

15% X Rp 3.897.597,00 =Rp 581.640,00

Jumilah Rp ' 4.482.237 00

Terbilang  jumlahnya Empat juta  empat ratus delapan puluh dua ribu
dua ratustiga puluh tjuh rupiah

I, Putusan ini bersifat mengikat bak bagi Pekeria maupun

N Pengusaha.
1V. Pelaksanaan putusan inl i bawah penawasan Pegawal
Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Karawang.

Ada pun alasan PEMBANDINC untuk mengajukan memori bancling ini
adalaly sebagai berikut : '

1. Bahwa pernyataan banding ini diajukan oleh PEMBANDING pacla
tanggal 4 September 2003, yaitu rnasih dalam jangka waktu 14 hari
sejolk ditetimanya  salinan Futusan P4D Jawa Barat ini pada tanggal
28 Agustus 2003, sehingga masih sesuai dengan pasal 11 ayat (1) LU
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¥

« Sar. Riyadi
Uang penghargaan masa kerja
3 X Rp 1.337.687,00

Uang Pengaanti Perumahan dan Pengobatan
15% X Rp 4.013.061,00 =Rp 602.000,00

Jumlah - RP +.615.061,00

= Rp 4.013.061,00

Terbilang  jumlahnya Empat juta enam ratus lima belas ribu  enam puluh

salu rupiah
¢ Scr. M. Kurnita

Uang penghargaan masa k xja

3 X Rp 1.201.622,00 = Rp 3.604.866,00

Uang Pengganti Perumahan dan engehatan

15% X Rp 3.604.866,00 =Rp 540.730,00

Juinlah Rp . 4.145.596,00

Terbilang jumlahnya Empat juta seratus empat puluh fina belas ribu lima
ratus scmbilan puluh cnarn rupich

o Sdr. Kukuh Setiyanto
Uang penghargaan masa kerja

3 X Bp 1.299.119,00 = Rp 3.897.597,00

Uang Pengganti Perumahan dan Pengbatan

15% X Rp 3.897.597,00 =lp 581.640,00

Jumiah Rp : 4.482.237,00

Terbilang  jumlahnya Empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu
Jua ratustiga puluh tujuby rupiah

I, Putusan ini hersifat mengikat bak bagi Pekeria maupun
Pennusaha.

IV.  Pelaksanaan putusan inl dl bawah pehawasan Pegawal
Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Karawang.

Ada pun alasan PEMBANDINC untuk mengajukan menori banding ini
adalalh sebagai berikut : '

1. Bahwa pernyataan banding ini diajukan oleh PEMBANDING pada
tanggal 4 Seplember 2003, yaitu rnasih dalam jangka waktu 14 hari
sejok diterimanya  salinan Putusan 1D Jawa Barat Ini pada tangaal
28 Agustus 2003, sehingga masih sesuai dengan pasal 11 ayal (1) UU
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SKRIPSI

No. 22 talvin 1957 tentar.g Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
(Bukti P-1).

L

Bahwa PEMBANDING sangat ke“eratan dengan pertimbangan Pt D

- Jawa Barat dalam memutus perkara a quo kecuall yang secara legas-

tegas diakui oleh PEMBANDING.

Bahwa untuk mengetahui dan memahami secara utuh bagaimana

‘ permohonan PHK terhadan PEMBANDING diajukan, maka perlu

kiranya. dipahami kontek parmasalahan ini secara utuh. FAKTANYA
Sdr.  Riyadi adalah KETUA SERIKAT PEKERJA PT. Sharp
Sernicondiuctor Indonesia (SI° SSI), yang terpilih secara demokratis -
langsung oleh seluruh pekerja yang menjadi anngota SP SSI.
Demikian halnya dengan Sdr. M. Kumnita dan Sdr. Kukuh yang juga
adalah pengurus Serikat Fckerja yang ditsnjuk dan dipercaya oleh
anggotanya.Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan kepengurusan
CP SSI sebagaimana felah disampaikan can dicatatkan i Kantor
Dinas Ketenagakerjaan Kal:upaten Karawang. (Bukti P-2)

. Bahwa terpilivnya Sdr. Riyadi, terjacli sebagai hasil dari mosi ticak

percava seluruh anggota kepada Keltua SP SSI sebelunya, yaitu Sdr.
Elrio  yzng dianggap oleh eluruh anggota SP - SSI lebih sebagal
corong clari kepentingan pengusaha dan tidax - tegas dalam membela
kepentingan pekeria. Balikan kepengurusan SP  SSI di bawah
kepemimpinan  Sdr.  Elrio  tidak  solid karena sebagian hesar
penguirusnya telah mengundurkan diri, (Bukti P-3)

. Bahwa akibat mosi tidak percaya mayoritas anggota SP SSI, Sdr, Elrio

kemudian  mengundang  seluruh anggotanya unluk  melakukan
Musyawarah Besar (MUBES) paca tanggal 13 Januarl 2003 (Bukti P-4)
sehagaimana aturan main dalam AD/ART SP SSI (Bukti P-5). .

. Bahwa pada Musyawarah Besar (MUBES) tanggal 13 Januari 2003

Scr. Elrio merasa  dirinya perlu 1ntuk mengetahui pendapat dari
ahggota SP SSI yang belum terlibat pada MUBES hari itu, sehingga
diputuskan untuk melanjutkan MUBES pada tanggal 14 Januari 2003
dengan agenda - sebagaiinana tercatat dalam notulensi MUBES -
imembentuk Komite Negosiasi, yany kemudlian ditolak oleh peserta

. MUBES, (Bukti P-6)

. Bahwa MUBES lanjutan tangual 14 Januari 2003 pun mendhasilikan

desakan kepada Sdr. Elrio, yang telah mendapat mosi tidak percaya
99.9 % anggota — berdasarkan angket yang disebarkannya sendiri
dan diakui di MUBES tanggal 13 Januari 2003 — (vide Bukti P-6),
untuk mengundurkan diri  dari kepengurusan, Selain itu, peserta
MUBES juga mendesak agar dibentuk kepengurusan baru, dengan
sebetumnya terlebih dahulu mvmbentuk Panitia Pemilihan Pengurus
SP SSI yang baru.
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10.

11

12,

13,

14.

Bahwa pada saat dilemparkan tawaran untuk men_gisi kursi panitia
pemilihan pengurus SP SSI pada tanggal 14 Januari 2003 terseblut,
tercatat 19 nama yaitu Sdr. Riyadi, Kurnita, Kukuh, Nurhidayat, Dian
, Femmy, Richard, Hanafi, Riesma, Armunanto, Anan Sanan, M.
Haris, Suwarsih, Kurkun, Iwan  Setiawan, Endang Yudho, Agus
Setiawan, Joko Suprihatin, Sukmana, dan Ahmad Riyadi, (vide Bukti
P-6)

Bahv. 1 berdasarkan data tersebut, jelas MUBES pada tanggal 13 clan
It Januari 2003 adalah didesarkan pada undangan dan kesepakatar
pengurus cdan anggota SP SSI.

Bahvia pada bagian menimbang butir ke dkia halaman 5 Putusan a
(uo yang menjadi obyek perinohonan banding ini, PMD menuliskan
halwa pads tangeal 13 Janusri rpat hanya dibadii boberapa oraneg
sajz. Hal ini periu dilegaskaii bahwa ‘beberapa “orang’ peserta
tersebut mencapai  lebilv dari 160 orang, bahkan mencapai  hampir
setengah dari anggota SP $SI sebagaimana daftar ahsensi jpeserta
MUBES (Bukti P-7)

Pahwa Pada bagiain menimbang butir ke tiga haman 5 Putusan a quo
vang menjacli obyek Permolonan banding ini, P4D menuliskan Hafwa
pertemuan tanggal 11 dan 16 Januart dilakukan dan dipimpin oleh
Sdb. Ryad, Scie. M, Kumita, dan Scbr, Kukub..... :
Hal ini jelas kami bantah, karena FAKTA dan BUKTI menunjukkan
bahwa hingga tanggal 14 Januarl 2003, MUBES SP SSI masih
dipimpin oleh Sdr. El-io. (vide Bukti P-6) .

Rahwa rapat pada tanggal 16 Januari 2003 pun adalah rapat yang
dilkuti *eleh 19 orang peke ja dan anggota SP SSI yang tercatat
scbagai panitia Pemilihan Pengurus P SST sebagaimana dijelaskan
dalam butir 8 permohonan banding ini.

Bahwa kesepakatan untuk melakukan rapat pada tanggal 16 Januari
2003 adalah hasil dari MJIBES tanggal 14 Januari 2003 yang
mengamanatkan terbentukiya keper gurusan SP $SI yang baiu.

Bahwa Pada bagian menimbang butir ke tiga haman 8 Putusan a quo
yang menjadi obyek Fermohonan banding ini, P4D menuliskan fa/iwa
perbuatan pekerja tersebut distas telah melanggar pasal 9 (butir e
dan g) Peraturan Perusahaan dan pasal 18 ayat (1) butir e dan g Kep
Men No. 150 tahwu: 2000....
Hal ini jelas kami bantah karena hingga saat ini tidak ada proses
verbal dari pihak penyidik yang menyatakan bahwa PEMBANDING
melakukan tindak pidana ( menyerang, mengintimidasi, menipi,
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L5,

16.

1.

18.

19.

20.

melalkukan  perbuatan  yangd bertentangan  dengan hukum)
sebagaimana disyaratkan sebagai unsure dalam pasal tersebut.

Rahwa PEMBANDING tetap menolak selurul pertimbangan  yang
dinyatakan oleh P4D Jawa Barat pada putusan a quo dan
menyatakan tetap pada dalil dali iawaban pembelaan nya . (Bulkti
P-7)

Bahwa pertimbangan dan putusan yang dikeluarkan oleh PAD Jawa
Barat secolah-olah bukanlah pertirbangan dan putusan orang -
orang Yyang menguasai hukum perpuruhan  yang  berlaku - di
Indonesia. Hal ini patut mendapatkan kecurigaan adanya Upaya
kolusi antara P4D Jawa Barat dengan pihak Pengusaha. -

Dahwa dugaan tersebut diperkuat dengan adanya fakta-fakta
pemeriksaan para saksi dari pihak patusahaan yang dilakukan
cecara diam-diam pacla tang gal 2 Tuli 2003 sekitar pukul 10.00 WIB
yang tidak dihadiri oleh sebagian besar anggota sidang.

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2003 PEMBANDING dan kuasa hukumnya
datang ke kantor P4D Jawa bBarat, tetapi dipersulit untuk
mendapakan keterangan perihai anggota majelis  yang hadir
memeriksa para saksi.

Bahwa menjadi suatu kejanggalan ketika PEMBANDING meihgetahui
bahwa Putusan a quo yang menjadi obyek permohonan banding ini

teryata dipuiuskan juga pacla tanggal 2 Juli 2002, sebagaimana

dlituliskan pada halaman 10 Putusan a quo.

Bahwa sesungguhnya keliga PEMBANDING memiliki reputasi dan
catatan yang baik di perusahaan, karena sebelumnya tidak pernah
imelakukan  kesalahan di  tempat kerja dan belum pernah
mendapatkan Sirat Peringatan dari atasannya selama bekerje di
PT. SSI.

21, Bahwa upaya pihak Perusahaan mendajukan ijin PHK ini lebih
didasarkan pada aroginsi dan  ketidak sukaan atasan kepada

PEMBADING, khususnya Sck. Riyarli yang dipercaya oleh mayoritas

pekerja dan anggota SP untuk menjbat KETUA 5P SSl.

Berclasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMBANDING menolak Putusan P4
Daerah Jawa Barat tersebut, dan memin a kepada P4 Pusat untuk -

SKRIPSI

. Menerima Permolionan Banding pekerja _
9. Membatalkan Putusan P4D Jawa Barat No. 567/PTS.439/BPPKD

tanggal 2 Juli 2003
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3. Mengadili sencliri perke & Pemutusan Hubungan Kerja antara PT,
Sharp Sernicenductor Indonesia dengan  Sdr. Riyadi B., Sdr. R.
toch. Kurnita, dan Sdr. Kukuh S. , dengan menggelar kembali
siclang hearing dan pemerik-aan saksi, untuk kemudian
memutuskan sebagai beriku.

A. Menolak Permohonan ijin PHK atas dliri PEMBANDING
B. Membalakan pelaksanaan skorsing atas diri PEMBANDING
_C. Memerintahkan PT. Sharp Sericonductor Indonesia  untuk
. mernpekerjakan PEMBANDING kembali pada posisi dan
clats kerja yan j sama seperti sebelumnya.
. Memerintahkan PT. Sharp  Semiconductor  tnernbayar
penuih gaji PEMEARNDING sejak Bulan Februari 2003.

IKami memohon agar (M Pusat memproses hasus ini secepainya gan karni
mengharapkan P4 Pusat memanggil kai untuk mendengar keterangan
kami dalam zebualy sicang musyawarah yang didtlakan oleh P4 Pusat,

Demikiantah memori banding i kami sampaikan, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih,

Jakarta, 4 Septeinber 2003
' Hormat Kami
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

A B. LUCKY OSSINTHA, S.H.
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Jalan Dipcnegoro No. 7¢, Jakarta 10320
Telp. (62-21) 3145518 Hunling Fax :3912377
e-mail : Ibhjkt@cbn.net.id

Kepada Yth,
Majelis Hlakim Perkara Perdata
Nomor : 13 /Pdt G /2003 / PN Krw.
Di

Karawang

Hal : Eksepsi dan Jawaban
Dengan Hormat,

Surya Tjandea, SIL, LEM, B, Lucky Rossintha, S.01, Asfinawati
S.AL,  Pengacara Publik pada kantor Lembaga Bantuan Hukum
Jukarta, yang beralamat di Jalan Dipo wgoro 74 Jukarta Pusal,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2003, dalam ha! ini
bertindak untuk dan atas nama Riyadi Budi Raharjo, R.M. Kurnita,
dan Kukuh Setiyanto, untuk sclanjutnya discbut scbagai PARA
TERGUGAT, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di aiamat
Kanfor kuasanya terscbut, dengan ini mengajukan Cksepsi dan Jawaban
terhadap gugaian PENGGUGAT seperti yang diuraikan scbagai
berikut :

Terlebih datiulu PARA TERGUGA'T" menolak dar membantah dengan
tegas seluruh bukti bukti, dalil-dalil, penc apat dan segala tuntutan
yang dikemukakan olch PENGGUGAT dalam surat gugatannya,
kecuali apa yang nyata-nyata diakui secara tcgas dalam Jawaban ini.

I. DALAM EKSEPSI

L.1.Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perscroan yarg  berbentuk
Perusahaan Penanaman Modal Asing dan berbadan hukum yang
mempekerjakan para TERGUGAT.

Bahwa PARA TERGUGAT adalah buruh / pekerja dari
PENGGUGA'T sclaku pengusaha; — di sampiny PARA TERGUTAT
adalah juga berposisi scbagai pengurus — Serikat Pekerja 1. Sharp
Semiconductor Indonesia yang telah terdaftar di Kantor Dinas
Ketenagakerjaan Karawang,

Bahwa scjak awal, persclisiban yar g lerjadi anara PENGGUGA'T
selaku pengusaha | dengan PARA TERGUG, T selaku buruh / pekerja
dalam kasus ini adalah scbuah perselisihan perl-aruhan yang kerap
terjadi antara Pengusaha dan Buruh,

Bakwa scbagaimana dinyatahan  PENGGU GAT  dalam  butir S
gugatannya, bahwa Penggezat  telah mengeluarkan surat skorsing

i

oin
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SKRIPSI

Bahwa kebenaran atas alasan-alasan pengajuan PHK PENGGUGAT
atas PARA TERGUGAT tersebul pada saat ini sedang diperiksa
herdasarkan prosedur perundang-andangan yang berlaku, yaitu UU

_No. 22 tahun 1957 tentang Pen clesaian Persclisihan Perburuhan dan
8

UU No. 12 tahun 1964 tentang PUK di Perusahaan Swasta.

Bahwa pada  proses pemeriksaan  di tingkat Kantor  Dinas
Ketenagakerjaan Karawang, telah dianjurkan olch 1 egawai Perantara
tersebut, PARA TERGUGAT untuk  dipeterjakan kembali olch
PENGGUGAT karena tidak adanya cukup a.asan untuk melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja. (Bukt T 1), :

Bahwa upaya penyclesaian persclisihan dengar cara dialog dan
negosiasi yang ditawarkan oleh PARA TERGUGAT dan  pengurus
serikal pekerja lainnya, tidak permah ditangg ipi oleh PENGGUGAT,
bahkan PENGGUGAT semakin arogan dengan (ctap bersikeras untuk
memutuskan  hubungan  kerjanya  dengan PARA TERGUGAT
walaupun tidak memiliki alasan dan bukti yang cukup untuk itu.

Bahwa arogansi PENGGUGAT selaku pemilik nodal ditanggani olch
scluruh anggota Sciikat Pekerja yang bersolidaritas atas ketidakadilan
yang dialami ketiga orang pimpinan - n.ercki,  yaitu PARA
TERGUGAT dengan melakulakan aksi mogok kerja.

Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk
meminta anggotanya masik bekerja kembali sewaktu pemogokan
tcrjadi., Namun demikian, anggota serikal pekera tetap  menuntut
keadilan agar ketiga orang pimpinan merka yaitu  PARA
TERGUGAT, untuk dipekerjakan kembali oleh PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal terscbut di atas. iclas vahwa perselisihan
yang terjadi antara PARA TERGUGAT dengar  PENGGUGAT
adalah persclisihan antara buruh dan majikan, ya g penyclesaiannya
menjadi wewenang Panitia Penyelesaian Persclisihan Perburuhan
Dacrah ( PAD ) maupun Panitia Penyclesaian erselisihan Perburuhan
Pusat ( P4F ), maka Pengadilan Megeri Karawang tidak berwenang
memeriksa danmemutusa perkard ini , karcna porkara ini menjadi
wewenang Panitia Penyelesaian Persclisihan Perburuhan scbagaimana
dimaksud dalam UU No. 22 tahun 1957 fcn.ang Penyclesaian
Persclisihan Perburuhan dan UU No. 12 {ahun 1964 tentang PHK di
Perusahaan Swasta.

2. DALAM POKOK PERKARA

2.1.  GUGATAN PENGGUGAT SALAIl ALAMAT DAN
TIDAK TEPAT

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT jelas menujukan gugalan ini
terhadap Riyadi Budi Raharjo sclaku TERC WGAT 1, ivioch. Kumiita

b PEIDROMETANT N
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Bahwa dalam posita jelas discbutkan bahwa kerugian yang dialami
PENGGUGAT adalah karecna mogok kerja yang dilakukan “olch
ratusan pekerjanya sebagai kelanjutan dari Pemutusan 1lubungan Kerja
yang dijatuhkan kepada PARA TERGUGA'.  Pada saat pemogokan
terjadi pun, PARA ‘TERGUGAT sudah dikenakan skorsing, yang
berarti tidak  lagi diperbolehkan masuk ke perusahaan, tempat
PENGGUGA'T menjalankan usahanya,

Bahwa para pekerja vang melakukan pemogokan adalah para pekerja
yang menjadi  anggota  Scrikat  Pekerja yang  menuntut  agar
PENGGUGA'I" mencabut skorsing dan permohonan ijin PHK atas diri
PARA TERGUGAT.

Bahwa pemogokan yang (eojadi dilakukan atas rama Serikat Pekerja
PT. Sharp Semiconductor Indonesia, dan daliin koordinasi seluruh
pengurus dan anggota serikat pekerja,

Dengan  demikian,  schazusnya  PENGGUGAT  tidak  menujukan
gugatannya ini Lc.p.ld.l PARA TERGUGA'T scbay ai pribadi, inclainkan
aepada organisasi serikol peherja yang menggelar aksi p(.mugukun
tersebut. :

Berdasarkan  hal fersebut,  maka gugatan PENGGUGATT  harus
dinyatakan saliiv aiamat dan tidak fepat.

2.2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT sclalu mendalilkan bahwa
PARA TERGUGAT telah mr.lu,lmurdinir dan mum‘mpin pemogokan
yang melibatkan paia pekerja lninnya (dalam hal ini adalah |’Ln!,U|'U!~

dan Anggota Scrikat Pckerja).
Dalil terscbut tidak pemah dibuktikan olch PENGGUGAT, bahkan

sangat mengada-ada karcna tidak pernalt ada pemcriksaan yanyg

menyatakan PARA TERGUGAT lah yang memimpin pemogokan
tersebut.

Bahwa benar terjadi pemogokan yang diikuti olch ratusan pekerja yang
menjadi sumber kerugian PENGGUGAT, schingga scharusnya tidak
hanya PARA TERGUGAT sclaku tiga orang pengurus Scrikat
Pckerja, yang pada saal itu statusnya sudah dijatuhi skorsing, yang
harus bertanggung jawab atas kerugian terscbut.

Babwa PENGGUGA'T dalam gugatannya telah tidak memposisikan
para pekerja lainnya yang melakukan pemogokan, yang sesungguhnya
Juga merupakan Pengurus dan Anggola Serikat l’:‘LLrJa scbagai pihak
dalam perkars i,

Bahwa  berdasarkan hal tcischut, dengan demikian  pupatan
& guga

_?FNGGUGﬁ1' -P%FNDMANIW BARPBIEERIATC AN AR IS TIKA UJIANTO
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Gugatan yang tidak lengkap harus d'nyatakan tidak dapat diterima™,

' IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Schingga sangaﬁah tcpat  kalau  dalan. perkara  jnj gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima (Nict On ankelijk verklaard)
karena subyek gugatan tidak lengkap.

Bahwa sclain itu, schagaimana lakta-fakea delam uraian buti 2.1, Jj

atas, scandainyapun PENGGUGAT tetap bertahan pada gugatannya

untuk menggugat PARA TERGUGAT, gugatan 13rsebut tetap tidak

lengkap atau Kurang lengkap karena tidak menycrtal an Serikat Pekerja

PT Sharp Semiconductor Indonesia (SPSS1) schagai pihak dalam
. Bugatannya,

2.3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SESUAL DENGAN
FAKTA DAN ATAU
MENYEMBUNYIKAN FAKTA-FAKTA

* Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT
pada butir 4, karcna yang benar adalah pada tanggal 13 Januari
2003 TERGUGAT I dan 111 mengikuti rapa: yang dipimpin
oleli Ketua Serikat Pekerja pada waktu ity (sebelum diganti
oleh angpota, yaity Sy, Lilrio) di kantin Perusaiaan dengan
agenda Livaluasi Penguins Serikat Peke ja dan Pembentukan s,
Komite Negosiasi, berdasarkan Sura Undanga. Ketua
Serikat Peker a yang terempel di sapan informasi PSS
Surat  undangan  tersebut ditujukan  kepada Selurul ¢
karyawan dan anggota SPSSLL Pada surat undangan ftidak
discbutkan hanya untui Karyawan yang bekerja pada shift A.
saja.(Buki T-2)
Bahkan pada sa: ¢ itu, IERGUGAT [ tidak had‘r karena sakit
dan tidak masuk bekerja pada saat ifu. (Bukti'T - 3),

¢ Bahwa PARA TERGUGAT menolak daiil PENGGUGAT
pada butic 7 Karcna PARA TERGUGAT  adir pada rapat
lersebut atas undangan lisan  dari Ketua Seriki« Pekerja, dan
PARA TERGUGAT ftelah mendapat ijin secara lisan dari
atasan nya langsuag untuk mengikuti rapat tersebut, Bahwa
tidak benar PARA TERGUGAT telah mengambil  alih
Jjalannya rapat yang dipimpin olch Ketua Serkat Pekerja
karena PARA TERGUGAT selama rapat berlangsung hanya
duduk dibarisan belakang mendengarkan jalannya rapat,
apalagi menyerukan dan mengajak kar awan yang hadir
untuk mengikuti rapat/pertemuan berikutnya pada tanggal
4 & 16 januari 2003 Yaug  menyerukan  unfuk
mengadakan  rapat berikutnya  adalah  Ketua Serikat
Pekerja yang nwrlginginlf:m Aspirasi dari ’(arya\mn yang
berheda gropp kerjag yag

NTO
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¢ Bahwa PARA TERGUGAT mcnolak dalil PENGGUGAT
pada. bufire e ik R RS ARGEGAT  tidak
pernah  mengajak  pars  pekerja lain untuk
mengikuti/mengadakan  vapat/pertemuanapalagi - sampai
menimbulkan  keresahan  dan kebingungan  para
pekerjagdan PARA TERGUGA'T tidak pernah mengajak
dan  meminta  dukungan  dari para  pekerja untuk
menentang kebijakan Penggugalt,

e Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGA'T pada
butir 10 gugatannya. Bahwa kelancaran produksi telah
terganggu karcna adanyi rapat pa-la tanggal 14 dan 16 Januari
2003 bukan dizkibatkan oleh tergugat. tapi karena para
pekerja / kavyawan Lainnyi meninggalkan proses produksi afs
undangan K-:tua Serikat Pekerja.

e Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil P NGGUGA'T pada
butir 11 gugatannyva. PARA TERGUGAT tidak pernah secara
diam-diam menggalang kesatuan dan mengkoordinir  para
pekerja terkait dengan  dikeluarkannya surat  keputusan
skorsing 1nenuju PHK Ne 003/SSIPR-1/1/03 pada tanggal 22
Jaauari 2003,

*  Bahwa PARA TERGUGAT tidak perrah menggalang kesatuan
dan mengkoordinir pava pekeija untak mendukung aksi pada
tanggal 23 Januari 2003 mendatangi perusahaan apalagi
bercrasi dan mencri-kan yel-yel mencatang kebijakan
penggugal,

* Bahaw Para pekerja | yang juga adalah anggota Scrikat Pekeija
» yang berjumlah sckitar 350 orang pada tanggal 23 Januari ¢
2003 melakukan mogok kerja adalah atas kemauan sendiri :
scbagai - bentuk  protes  atas tindakan sewenang-wenang,
penggugat yang menjatuhkan skorsing menuju UK terhadap
PARA TERGUGAT. "

* Bahwa PARA TERGUGA'T tidak pern: b memimpin aksi demo
dan tidak pernah mengajak orang lain untuk melakukan mogok
kerja. Para pekerja melakukan aksi demo/mogok kerja pada
tanggal 23 — 27 Januari 2003 adalah atas kemauan mercka .
sendiri sebagai bentuk protes atas tindaka1 penggugat yang S
© sewenang-wenang yaitu mengskorsing menuju PHK terhadap
PARA TERGUGAT.

* Bahwa persoalan mogok kerja Anggota Serikat Pekerja pada
tanggal 23 — 27 Januari 2003 (erscbut telah disclesaikan pada
tanggal 3 Pebruari 2003 mclalvi pegawsi pemerantara Dinas
Tenaga Kerja Kab. Karawang, dengan konsckuensi pekerja
mencrima sanksi Surat Peringatan 11 ( SP i ), vang sifatnya
Khusus. (Bukti 74 ;
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e Bahwa dasar kerugian scbagaimana didalilkan PENGGUGAT
pada butir 13 dan 14 gugatannya jelas tidak ada Kaitannya
dengan PARA TERGUGAT, karcna PARA TERGUGAT pada
saat itu telah dijatuhkan sanksi skorsing, 1'dak bolch hadir ke
tempat kerja, schingga sccara otoinatis tdak bisa ikut serta
dalam pemogokan terscbut. (Bukti T 5)

e Bahwa ftercemarnya  nama  PENGGUGAT - schagaimana
didalilkan pada butir 18 gugatannya | terjadi akibat sikap
PENGGUGAT sclaku Perusahaan asin ; yang tidak menghargai
kebebasan berserikat di tempat ny:. menjalankan usaha,

e Bahwa kerugian scbagaimana didalilkan PENGGUGAT pada
butir 19 gugatannya, sckali lagi tidak terkait dan tidak ada
hubungannya dengan PARA TERGUGAT. Bahwa  scmakin
besarnya  Biaya yang dikcluarkan  PENGGUGAT untuk
Keperluan instansi berwenang, (ela o semakin menunjukkai
kualitas  PENGGUGAT  sclaka  Perus.haan  asing  yang
bermental buruk  karena melakukar upaya yang sceara sadar
bisa dikategorikan scbagai tindakan penyuapan aparat/instansi
Pemerintah REL Dalam hal ini pun PENGUGAT pun secara
terbuka  telah melecehhan instansi Peerintah RI terkait,
scbagai instansi yaig suka mengutip / me. gambil sceaa pakisa
uang peruschaan

Bahwa berdasarkan  dalil-dalil - PARA  TERGUGAT,  Kiranya
MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT, yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk memberi putusan

Dalam Rovisi
Menerima Fksepsi PARA TERGUGAT

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan PENGGUG T selurubnya,

2. Menyatakan Batal dan Mencabut sita juminan  yang telah
diletakkan atas Aset PARA TERGUGAT.

3. Menerima SELURUN DALIL EKSEPSI DAN JAWABAN
PARA TERGUGAT.

4. Menghukum PENGGUGA'T  men bayar  seluruh biaya

Perkara.

Alau

Bila Majelis Hakim Yang THRHORMAT berpendapat lain, mohon

putusan yang scadil-adilnya (ex acquo et bono).
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DUPLIK

Dalam Perkara Perdata fo. 1}/Pd t.G /2003 /PN.Krw

= yﬂ-‘m

Kepada Yth,

Ketua Majelis Hakim

Perkara No. 13/Pdt.G/2003/PN.Krw.
Di Pengadilan Negeri Karawang

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama Para Tergugat dengan ini mengajukan duplik sebagai
berikut : ’

Bahwa Para Tergugal tetap pada dalil-dalilnya dan sekali lngi menoluk serta -
wembuntuh dengan tegas selurul dalil-dalil Penggugal buik dudmwn gugalun
mauptn Replik kecuali yang secara tegas diakuinya.

DALAM EKSEP31

1. Bahwa walaupun Penggugat tiduk mengajukan dan meminta Majelis
Hakim untuk menyeiesaikan masalah perburuhannya lelapi dasar
gugatan perbuatu:: melawan hukum yang disjukan Penggugal adalah
mengenai masalah perburuhan.

2. Bahwa pemogokan yang dijadiken dasar gugatan oleh Penggugat
m bersumber dari perselisihan perburuhan antara minjikan dan

; :

3. Bahwa k>wenangan Pengadilan Negeri Karawang tidak dapat dilihat .
hanya dari tuntutan Penggugat akan ganti rugi karena tuntutan ganti
rugi hanya merupakan bagian Jari gugatan tetapi harus pula dilihat
dasar-dasar dari pengajuan gugalan (ersebut yang seperti telah
disebutkan oleli Para Tergugat merupakan perselisihan perburuban.
Oleh kuwenanya hal fersebut menjadi kewenangan Panitia
Penyelesuian Perselisihan Perburuhan seperti dimaksud dalma UU
No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
dan UU NO. 12 tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swast~.

DALAM POKOKPERKARA :
1. Bahwa dalil Para Tergugat tentang salz1 alamat dan tidak tepat tidak
mengada-ngada dengan alasan-alasan seb igai berikut :

a Dalil Para Tergugat didusarkan pada gugatan Penggugal. Dalam
gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa kerugian yang
dialami Penguggat adalah karena mogok kerja yang dilakuken
ratusan pekerjanya seperti tercantwa pada gugatan halaman 4
angka 13 “... , dan oleh karena sekitar 400 orang lebih peklerja
mengikuti aksi demo/mogo verja dan tidak menjalankan
kegiatan produksi maka proses produksi untuk produk-produk
tertentu seperti : Photo Coupler, REG.SC-63, LED Lamp.
menjadi terganggu bahkan berhenti total, hal mana jelas telah
mengakibatkan kerugian langsung bagi Penggugat yang tidak
sedikit nilainya ¥arena tidak sesuai dengasi rencana produksi.
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b. Bahwa karenanya tidak tepat hanya Para Tergugat yang dipersalahkan atas kerugian
vengusaha (bila benar dialami perusakiaan). S

c. Bahwa Penggugat tidak memasukkan fakta bila pemogokan yang terjadi dilakukan
atas nama Serikat Pekerja PT. Sharp Semiconductor Indonesia yang berarti dilakukan
atas nama organisasi sehingga bila harus dicari. penanggung jawabnya maka harus
melihat AD/ART dan struktur organisasi. ’

d. Karenanya pemyalaan Penggugal dalam dalil angka 2 Replik “.., selain itu
Penggugat juga tidak pernah mengakui keberadaan Para Tergugat sebagai pengurus
serikat pekerja” merupakan pengakuan tidak langsung bahwa Para Tergugat tidak
bertanggung jawab atas pemogokan yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat.

2. Balwa tentang dalil Penggugat bila Para Tergugat teluh mengada-ngada tentang gugatan
kurang pihak harus ditolak karena seperti telah dinyatakan di atas, pemogokan dilakuan
atas nama organisasi sehingga kalauprn harus  dimintai pertanggungjawaban  atas
aktivitas tersebut maka harus melibatkan seluruh pengurus Serikat Pekerja PT. Sharp.
Karcnanya meujadi tidak penting pengakuan dwi Penggugal akan keberadauan Para
Tergugat sebagai pengurus Scrikat Peker;a. Tetapi perlu diingat bahwa sesuai UU No. 21
‘Tahan 2000 lentang Serikat Pekerja/Serikat Burub, serikal pekerja adalal independen
karenanya pilak-pibak di luar pekerja tidak boleh ikut campur dalam serikal lermasuk
memberikan peugakuan atan tidak memberikan pengakuan terhadap pengurus karena
maalul pengurus merupukan masaluh internul orguaisasi. Dulil Penggugal tersebul nyata-
nyata menunjukkan sikap aati serat dan Penggugat.

3. Buhwa tdak benar dalil Penggugal dulum repliknyn ungka 4 youg menyutukan Pura
Tei gugat telah mengakui mengambil alih jalannya rapat pz.a tanggal i3 Jaauari 2003 di

depan sidang Disnaker. Balkan ‘Tergugat 11 tidak masuk bekerja karena sakil pada saat

itu.
4. Buiwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka | replik karena tidak sesuai
falta sebenarnya dimana Para Tergugat hadir pada rapat tanggal 14 Januari 2003

jusiru karena undangan dari Ketua Serikat Pekerja. Kerenanya uda tidaknya ijin rapat
bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Para Tergugat.

S: Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka S replik, seperti telah
disebutkan dalam jawaban, Para Tergugat lidak pernah secarn diam-diam menggalang
kesatuan dan mengkoordinir para pekerja untuk wencukung aksi pada tanggal 23 Januari
2003 mendatangi perusahaan apalagi berorasi. Mengenai sekitar 350 orang pekerja
melakukan pemogokan merupakan kemauan sendiri dari para pekerja sebagai bentuk
protes atas tindakan sewcnang-wenang Penggugal yang menjatuhkan gkorsing menuju
PHK terhadap Para Penggugat. Alasau Penggugat dalam replik ini hanyulah upaya
mencari kambing hitam dan upaya untuk mengeluarkan Para Tergugat, terbukti sebelum
kejadian tanggal 23 Januari 2003 yang dijadikan salah satu alasan Penggugat inengajukan
gugatan, Penggugat telah men-skorsing Para Tergugat.

6. Bahwa dalil Penggugat angka 6 replik harus ditolak <arena tidak didasarkan atas bukti
yaug dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa pemyataan F -nggugat bila Para Tergugat
berada paling depan dan paling vokal sama sekali t'dak dapat dibuktikan. Ukuran yang
digunakan Penggugat bahwa pemimpin demo/mogok adalah yang paling depan dan vokal
juga tidak dapat diterima karena pemimpin adalah yang ditunjuk dan bukan yang berada
paling depan dan banyak berbicara.

7. Bahwa dalil Penggugat angka 7 replik jelas menunjukka kekeliruan Penggugat karena .
bagaimana mungkin Para Tergugat melakukan mogok kerja sedangkan saat itu Para
Tergugat sudah tidak boleh bekerja karena di skorsiig oleh Penggugat, apulagi menjadi
pemimpinnya )

8. Bahwa dengan demikian tidak terbukti bila Para Tergugat yang.telah memimpin aksi
demo/mogok kerja karenanya tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian yang
diderita Penggugat bila benar dengan Para Tergugat. ,

9. Buhwa dalil Penggugat angka 9 menunjukkan kotidakmampuan Penggugat untuk
membantah serta memberikan alasaanya atas dalil-dalil Tergugat lainnya. . -
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t di atas mohon Majelis H
\berikan putusan -

akim yang Terhormat, yang

tersebt

Maka berdasarkan hal-hal
rkara ini u ituk men

memeriksa dan mengadili pe

DALAM EKSEPSI
Menerima eksepsi Para Tergugal.

DALAM YOKOK PERKARA
igat untuk seluruhnya

Menolak can menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggl

Atau bila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat Jain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Jukeutn, 30 Juli 2003

}ermat Kami,
LEMBAGA BANTUAN NUKUM

L1

B. Lucky Rossintha, S. H.

Asfinawati, S. H.

JAKARTA
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DEPARTEMEN TENAGA KERFA-BANERANSMIGRAS RERUAAIK ESRONESIA
FPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. (021) 5252134, 5255733 Pes. 725 Fax. 5251013
- Jakarta Selatan 12950
AR.2175 /M/KF4P/2003 Jakarta, | Nopember 2003
(satu) eksemplar. =
mberitahuan putusan
Pusat sesuai Undang- Kepada,
dang No.22 Tahun 1957. :

Yth.: 1. PT. SHARP SE!NMICONDUCTOR
INDONESIA
Kawasan ndustri KIIC Lot.F3,
J1. Tol .akarta Cikampek Km.47,
di -

fu

KARAWANG

. Sdr. RIYADI BUDI RAHARJO, Sdr. R
MOCH. KURNIA dan sdr.XUKUH
SETYANTO
Lembaga 3antuan Hukum Jakarta
g;. Diponegoro No.

1 -

td

JAKARTA 10320

3. Sdr. Kepala Kantor Dinas Tenaga
Kgrja Kabupaten Kerawang

1_
KARAW/.NG

Bersama ini dibcritahukan bahwa perkara . PEMUTUSAN
YUBUNGAN KERJA antara :

PT. SHARy SEMICONDUCTOR INDONESIA di Karawang.

dengan
sdr. RIYADI BUDI R., Sdr.R. MOCH.KURNIA dan Sdr. KUKUH S

telah diputus didalam sidang Panitii Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat Jakarta pada :

Tanggal : 10 Nopember 2003
! Nomor : 2071/1967/469-8/X/PHK/11-2003

dengan ini kami sampaikan salinan putusan dinaksud Yang,tﬁ?diri
daril : 04 halaman seperti terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila Saudara tidak
mengembalikan tanda terime salinan putusan 11i dianggap salinan
putusan tersebut telah Saudara terima .

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
T
PAN4 ITIA PENYELESAIMAN
STRA

mestinya.
KEPANA EAN
Pa%g N)'? -
&’f“:?L K ey

usan disampaikan kepada Yth. @ . Lo
Bpk. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta.

Bpk. Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Cq. Direktur PNK Depnakertrans ¢éi Jkt.

cdr. Kepala Kepaniteraan P4D Prop. Jawa Barat di Bandung.
A Tr s ip.

potong disini
TANDA TERIMA PUTUSAN

Pada hari ini ....... tanggal........ R TR e R R, telah
diterima salinan putusan P4 Pusat No. 2071/1967/469-6/X/PHK/11-
2003 tsaRpgal 10 NopembepeRINBUNGAN HUKUWBAG! MEEERIALMANGGA STATISTIKA UJIANTO




SEPARTEMEN TENAGARKERA-RAY, FRANSMIGRAST R.T-

EPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIBAN PERBURUHAN PUSAT

Jalan Jenderal Gatotl subrcto Kav.51 Telp. 5252134, Opr. 5255733 Pes. 724~725-731
TAKARTA SELATAN 12950.

PANGGILAN _
2. B —A3?71M5P4P/Pg/20“3

cesuai dengan .ctentuan casal 6 ayat :
No. 50 Tahun 1957 Zan atas perintah Ketua panitia Penyelesalan
perselisihan Pert -yhany Pusat dalam cidangnya pada tancgal 05
Nopember 20C3

Kepala Kepar teraan panitia Penyelesaian Perseligihan Perbu-
ruhan Pusat mema’ ;il dengan resmi kepada !

inan PT. SHARP SEMI CONDUCTOR INDONESIA.

1 cA Daw
= I-I'\dr- & st g
varawar Internaticnal Tndustrial City (y1ic), Lot P-32
J1. Tel zkarta Cikampek Km. 47
Kara.ﬂ'a- 1.361-

.yadi Budi Raharjo dkk. (3 orang)

CAri
--? . uu.n.l.
4/a Lc¢ .baga Bantuan Hukum Jakarta
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untuk mer -rikan keterangan/penjelasan kembali didalam persidangan

6§ ayat (1) Peraturan Pemerintah

Panitis nyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, gsehubungan
dengan r sec penyelesaian perkara pemutusan hubungan kerja antara
PT. SHA- SEMI CONDUCTOR INDONESIA - Karawang dengan Sdr. Riyadi
Budi Bz .rjo dkk (3 orang) Yyang terdaftar di Kepaniteraan P4

Pusat ¢- :gan No. 1967/469-8/PHK/X tanggal 15 Oktober 2003.

€ _.bungan dengan panggilan tersebut diaias, pihak-pihak yang
bersar utan harus menghadiri sendiri dan dapat didampingi oleh

Kuasar : yang sah,

‘rat panggilan ini saya sampaikan ke alamat tersebut di atas

deng melalui Pos Kilat Khusus.
spikian agar menjadi perhatian Saudara.
Jakarta, f?- N>pember 2003.
KEPANITEEAANE ANITIA PENYELESAIAN

PEREELISTHAN PERBURUHAN PUSAT

« ¢~ KEPALA \

atatar ¢ s e
sbsluz » lsng para pitak agar \;‘i —ta I
snghubc o1 / =slapor kepada “,\,% : "
aniters GAKDHI SONGKONO T~ A

Ui’ﬂ}{ oo, S.H.
NIP.160015619.
ombuszn di sampzikan kepada Yth.:
. Bp. Ketua P4 Pusat.

' Sdr. Panitsi@add-Hoc/Plcao P4 Fi
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TANITIA PENYELESATAN PSRSELISIHA! PERBURUHAN PUSAT

P | 1 - 1 T = 13 =1h= 1 N
S.irst Balal Fenvelesaian Perselisiran Ketenagaxerjaah Daerah
~ -

o

_ i Jawa Barat 4l Randung MO 567/Tar.405/ PPKD tanggal
15 geptember 2003, perihal penyerahan berkas perkara permoho-
rnan banding dari Pekerja, atas putusan n:niltia Penyelesaian
ferselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung

%o, 567/PTS.439/BPPKD tanggal 02 Ju’i 2003, yang diterima oleh
‘¥epaniteraan Panitia Penyeleszian Perselisihan Perburuhan
Pusat di Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2003, beserta lampir-
zn-lampirannya antara lain sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perseiisihan Perburuhan
Daerah Propinei Jawa Barat di Bandung Yo. 567/PTS.43%/BPPKD
tanggal 02 Juli 2003, tentang pemutusan hubungan kerja

antara Pengusaha dengan Pekerii ;

2. Surat Pekerja tanggal 04 September 2003 perihal permohonan
banding dan memcri banding, atas putusan Panitia Penyele-

Ty Barat ¢i

a

r

Mandenqar ¢ ccuwesssuwe=w .
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n Pengusaha maupun pekerja dalam sidang hearing tang-

gar gateranga e
gal 10 Nopember 2003 ;

3ang hahwa Pekerja dengan suratnya trertanggal 04 Sep;ember 2003,
relah mengajukan permohonan pandin{ melalul Kepanltergan.Panl-
tia penyelesaian perselisihan perburuhan paerah Propinsl Jawa
garat 4i randung terhadap putusan Panitia penvelesalan Perse-
1isihan perburuhan paerzh propinsi Jawa parat 41 pandung Yang
selanjutnya disebut panitia paerah ai Bandung No.
55?!9?8;439/EPPKD +ranggal ‘2 Juli 2003, trentang pemutusan
hubungan yerja antara pengusaha iengan pekerja kepada panitia

lisihan perburuh-.n pusat di jakarta, Yang

o
P

rse
vbut Danitia pusat;

a Pusat getelah mene 1iti dan mempelajari berkas
ini perpendapatl sebagal perikut
L

a2 dalam rangkse menyelcsaikan perkara pemutusan hubungan
ja antara pekerja dengal pengusaha tersebut diatas, ?an@tia
3t menilai data yang 2da masih perlu kejelasan gari pihak
hak yang persangkutan, oleh karena itu perdasarkan pasal 18
madang-Undang No. 22 tahun 1957 jo pasal 6 peraturan pemerintah
5. 50 Tzhun 1957 EFapitia pusat renganggap perlu memanggil

sdua belah pihak untuk memberikan pe :jelasan gsehubungan dengan
perkAaranya dimaksud

o o
v
%

hahwa realisasi sidang hearing telah dailaksanakan pada tanggal
0 XNopemuer 2003 dimana pihak Pengusaha maupun pekerja hadir
2 12h memberikar keterangan/penjelasan didepan sidang
opusat yang dapat disimpulkan

ahwa pada intinya Pengusaha menyatakan permohonan banding
g diajukan oleh pekerja telah melewati tenggang waktu 14
i sebagaimana dimaksud pasal g yndang Undang No. 12 tahun
4 .

- bzhwa pengusaha telah memberikan alat bukti berupa tanda
terima putusan Fanitia paerah di Bandung, dari Kantor PoOS
garawang, dimana galinan putusan tersebut dikirimkan kepada
para pihak pada tanggal 10 J1li 2003 ;

- bahwa xemudian pengusaha menerima salinan putusan p4 Daerah
di Bandung tersebut pada tanggal 14 Juli 2003 gedangkan

pihak Pekerja renerima pada tanygal 12 Juli 2003 ;

- bahwa pihak Pekerja membantah keﬁerangapl?engusaha diatas,
xarena rekerja tidak pernah menerima gal;nan putusan pPanitia
naerah ¢1 sandung pada tanggal 12 Juli 2003 ;

. " Sten - +

£
b

pekerja mengatakan datang langsung ke Balai Kepani-

a
an Panitia paerah ¢éi gpandLng pada tanggal 28 Agustus
i

dimana menurut keterangan 1.~paniteraan pPanitia Daerah
¥andung sallaan putusan guda.l dikirimkan melalui pos

at khusus, maka Pekerja meminta lagl galinan putusan

iksud sehingga pekerja baru menerima tanggal 28 Agustus

owm
o

b e+ X

3
2]
e b

b aiwa kemudian ..-e---- /3
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_ bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2003 Pekerja menga-
jukan permohonan banding ke Panitia pusat Jakarta, maka
tidak benar apabila dikatakan telah daluwarsa ;

pahwa sesuai data ataupun pukti. yany ada dan terungkap dglam
sidang hearing tersebut, Panitia Pisat menilai dan berkeyakinan
bahwa bukti tanda terima salinan putusan Panitia Daerah di
Bandung diterima oleh Pekerja pada tanggal 12 Juli 2003 dan
bukti dari Kantor Pos Jakarta jelas sah menurut hukum, sehingga
argumentasi Pekerja yang mengatakan baru menerima tanggal 28
Agustus 2003 tidak dapat dipertimbangkan untuk diterima ;

bahwa dengan demikian Fanitia Pusat berkesimpulan ocleh karena
pekerja telah menerima salinan putusan Panitia Daerah di Ban-
dung tersebut pada tanggal 12 Juli 2003 dan Pekerja baru menga-
jukan permohonan randing atas putusan Panitia Daerah di Bandung
pada tanggal 04 September 2003, maia jelas telah melewati
tenggang waktu 14 (empat Lelas) hari sebagaimana dimaksud pasal
8 Undang Undang FKo. 12 tahun 1964 atau telah Daluwarsa ;

bahwa dengan telah daluwarsanya permohonan banding Pekerja
tersebut diatas, maka Panitia Pusat memutuskan perkara ini
dengan menolak permohonan banding yang diajukan Pekerja. karena
telah daluwarsa sehingga putusan Pani~ia Daerah di Bandung No.
567/PTS.439/BPPKD tanggal 02 Juli 2002 tclah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap ian wajib dilaksanakan oleh Pengueaha dan
Pekerja ;

behwa_berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
panitia Pusat memutuskan perkara tersebut sebagaimana tersebut
dalam amar putusan dibawah ini ;

[ ot

. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 te.itang Penyelesaian Perse-
lisihan Perburuhan;

ringat

rJ

. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan
Kerja di Perusahaan Swasta.

W

. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 150/MEN/2000 tentang
Penyelesaian Pemutusan Hubun¢an Kerja dan Penetapan Uang
Pesangon, Usng Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di
Perusahaan .

MEMUTUSKAN

-

tenolak permohonan banding ya:g diajukan oleh Pekerja Sdr.
2iyadi Budi Raharjo, cdr. R. Mcch. Kurnita dan E&dr. Kukuh
etyanto d/a Kuasanya Lembaga Eantuan Hukum Jakarta Jl,
iponegoro No. 74 Jakarta Pisat karena telah kedaluwarsa
esuai ketentuan pasal 8 Undang Undang Ko. 12 tahun 1964.

A

\
\
!
m 3

. IE.| Mewajibkan kepada Pengusaha PT. SHARP SEMICONDUCTOE INDO-
Lt 74 RESIA di Karawang dengan Pekerja Sdr. Riyadi Budi Raharjo,
7 edr. R. Moch. Kurnita dan Sdr. Kukuh Setyanto untuk melak-

SANAKEN wumevmmmn-- /4
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' Jawa Barat di Bandung No.

putusan pPapitia renyelesalan pPerselisihan Perburu-
i ali C sl
§7/PTS.439/BPPKD tanggal 02 Juli 2003.

pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawal Penga-
was Ketenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
¥arawang di Karawang.

nemikian diputuskan cleh Panitia Penyelesaian Perselisihan
pusat secara musyawarah/mnfakat dalam csidangnya di
z tanggal 10 Nopember 2003.

putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Panitera, Ketua,
ttd. ttd
GANDHI SUNGKCNC Drs. &. SIANTURI

NIF. 16000.8337.

yntuk salinan vang sama bunyinya,
PANITIA PENYELESAIAN PERSELIS1HAN
PERBURUHAN PUSAT

9ZGhNDHI}SU¥GK0HO

L4
.

-

NIP. 16001)3305
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Berita Acara Perdamaian

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 6 Februari 2004 berdasarkan iktikad baik kedua
belah pihak, telah diadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian permasalahan
pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian masalah perdata yang terjadi di PT.
Sharp Semiconductor Indonesia.

Hadir dalam pertermJan -

1. Bpk.Haryono Diro W dan Sadiyanto, selaku wakil dai: PT. Sharp Semiconductor
Indonesia yang selanjutnya disebut Pihak Pertama’

2. Sdr. Riyadi Budi Raharjo, Sdr. R.M. Kurnita @an Sdr. Kukuh Setyanto yang
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua R

3. Sdr. Indri Widya Astuti , yang selanjutnya disebut sebagai saksi.
Lre. lyan &, &?baga'._ SCAED

Bahwa dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

a. Masalah Pemutusan Hubungan Kerja
1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasar<an musyawarah mufakat

sepakat untuk berdamai  dalam menyelesaikan permasalahan pemutusan
hubungan kerja yang terjadi, sebagaimana telah diputus dalam Putusan F4
Daerah Jawz Barat No 567/PTS.439/BPPKD tanqgal 2 Juli 2003 dan diperkuat
dengan Putusan P4 Pusat No. 2071/1967/469-8/X/PHK/ 11-2003 tanggal 10
Nopember 20C3. tentang pemutusan Huburigan Kerja antara :PT.Sharp
Semiconductor Indonesia dengan Sar. Riyadi Budi Raharjo, Sdr. R Moch
Kurnita dan Sdr. Kukuh Setyantc.

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak melakukan segala
upaya hukum berkaitan dengan penyelesaian masalah pemutusan hubungan
kerja yang terjadl antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam
butir a.1.

3. Bahwa pihak pertama bersedia untuk inemberikan surat keterangan
pengalaman kerja kepada pihak kedua; '

4. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdarnai. in tersebut, Pihak Pertama dan
Pihak Kedua sepakat untuk mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada
kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak berkaitan dengan
penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan karja tersebut.

5. Bahwa Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan segala
kesepakatan yang terjadi dengan penuh tanggung jawab.

b. Masalah Perdata .

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua t ardasarkan musyawarah untuk
mufakat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang telah
diputuskan oleh Pengadilan  Negeri Karawang dengan putusan No.
13/Pclt.G/2003/PN.I(rwr secara damai;

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA... ANGGA:STATISTIKA UJIANTO
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2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedya sepsra uniuk menghentikan dan atau

mencabut segala proses hukum dan atay 42 upaya hukum yang berkaitan
dengan penyelesaikan permasalalinp perdats 4srsebut;

Bahwa dengan adanya kesepakilon perdargizn tersebut, Pihak Pertama dan
Pihak Kedua sepakat untuk mancabyt surat k. sa yang telah diberikan kepada

kuasa hakum yang telah ditunjuk gleh kg belah pihak berkaitan dengan
penyelesaian permasalahan parats Llersebut,

4. Bahwa Pihak Pertama dan Plhgk Kedy, cepakat untuk melaksanakan
kesepakatan yang terjadi dengun penuh a1 yyung gawab-

Demikian berita acara Inl dibuat Lerdasarksr atan kedua beiah pihak
tanpa ada tekanan/paksaan darl plhak m, ;n:pﬁp}(efiigakmerupakan bagian tak
terpisahkan ~ dari kesepakatan perdamafan yan-; telah disepakati, bail pada
kesepakatan perdamaian mengenal permasalahan pemutuan hubungan keija maupun
kesepakatan perdamaian mengenal magalah perdats,

/
o~ / '
Pihak Pertama, T’ Pihak Kedua, -

1. Haryono Diro Waluyo / | fr 1, Riya i Budi Raharjo {

| e Loe
2. Sadiyanto G{U{ \ 2, RM. Kurnita o

3, Kukuh Setyanto

Saksi \:

1.Indri Widya Astuti 3 <{" s Ay 1 AL
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KESEPAKATAN PERDAMAIAN PERDATA

Pada hari ini Jum‘at, tanggal 6 Februari 2004 berdasarkan iktikad baik kedua belah
pihak telah diadakan pertemuan dalam rangka penyelesaian permasalahan perdata
sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan No.
13/Pdt.G/2003/PN.Krw.

Hadir dalam pertemuan :

1. Bpk. Haryono Diro Waluyo dan Sadiyanto, selaku wakil dari PT. Sharp
Semiconductor Indonesia yang selarjutnya disebut Pihak pertama;

2. Sdr. Riyadi Budi Raharja, RM Kurnita dan Kukuh Setyanto, yang selanjutnya disebut
sebagai Pihak Kedua;

3. Sdr. Inc:i Widya Astuti, yang selanjutnya disebut sebagai saksi;
cde- lyan R. Sebagai <aksi

Dari pertemuan tersebut diperoler kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan musyawarah untuk mufakat
senakat untuk menyelesaikan permasalahan perdatn yang telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan No. 13/Pdt.G/2003/PN.Krw secara
dai. .ai;

2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menghentikan dan/atau
mencabut segala proses nukum dan atau s:gaia upaya hukum yang berkaitan
dengan penyelesaikan permasalahari perdata tersebut; .

3. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaial tersebut, Fihak Pertama dan
Pihak Kedua sepakat untu< mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada
kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh kedua belh pihak berkaitan dengan
penyelesaian permasalahan perdata tersebut; 3

4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kesepakatan
yang terjadi dengan penuh tanggung jawab.

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah piﬁak dengan penuh kesadaran dan
tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan dibuat rangkap 2(dua)

bermateral sebagal pegangan masing-masing plhak.

Pihak Kedua, 4
A0 4 METERAI 1. Riyadi Budi Raharjg :

(@5)F) TEMPEL

Pihak Pertama :
1. Haryono Diro Waluyo

':" 1ql. 20 P
EY ~ 2.Kukuh Setyanto 3 ]

mese oL

2. Sadiyanto

Saksi;,

1. Indri Widya Astuti : C\M' i 192‘"' . ZB'H/
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KESEPAKATAN PERDAMAIAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN HERJA

Pada hari ini, Jum’at, Tanggal 6 Februari 2004. Berdasarkan iktikad baik kedua belah
pihak telah diadakan musyawarah perdamaian dalom rangka penyelesaian
permasalahan pemutusan hubungan kerja di PT. Sharp Semiconductor Indonesia
sebagaimana telah diputus dalam Putusan P4 Daerah Jawa Barat No
567/PTS.439/BPPKD tanggal 2 Juli 2003 dan diperkuat dengan putusan P4 Pusat No.
2071/1967/469-8/X/PHK/11-2073 tanggal 10 Nopember 2003.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah :

1. Haryono Diro W dan Sadiyante, selaku wakil dari PT. Sharp Semiconductor
Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Yertama.

2. Riyadi Budi R, RM Kurnita, |<ukuh Setyanto yang selanjutnya disebu* sebagai Pihak
Kedua.

3. Indri Widya Astuti yang selanjutnya disebut sebagai saksi.

ol &, scbagar CUEH

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan usyawarah mufakat sepakat
untuk berdamai dalam menyelesaikan permasalahan pamutusan hubungan kerja,
sebagaimana telah diputuc dalam Putusan P4 Daerah Jawa Barat No
567/PTS.439/BPPKD tanggal 2 Juli 2003 dan diperkuat dengan Putusan P4 Pusat
No. 2071/1967/469-8/X/PHK/ 11-2003 tanggal 10 Nopember 2003. tentang
Pemutusan Hubungan Kerja antara :PT.Sharp Semiconductor Indonesia dengan
Sdr. Riyadi Budi Rahaijo, Sdr. R Moch Kurnita dan Sdr. Kukuh Setyantc.

2. Bahwa Pihak.'Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak melakukan segala
upaya hukum berkaitan dengan penyelesaian masalah pemutusan hubungan kerja
yang terjadi antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam butir 1.

3. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk memberikan surat keterangan pengalaman
kerja kepada Pihak Kedua;

4, Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian tersebut, Pihak Pertama dan
Pihak Kedua sepakat untuk mencabut surat kuisa yang telah diberikan kepada
kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh kedua belah pthak berkaitan dengan
penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja tersebut. ' .

5. Bahwa bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepaka. untuk melaksanakan segala
kesepakatan yang terjadi dengan penuh tanggunt jawab.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan tidak ada paksaan dari pihak
manapun dan dibuat .rangkap 2 (dua) bermaterai sebagai pegangan masing-masing

pihak /

Pihak Pertama : WA Pihak Kedua, N)\/
1. Haryono Diro Waluyo 1)t 1. Liyadi Budi Raharj@ :

2. Sadiyanto Gﬁb hor!

Saksi; -1 -
1. IndskMAglya Astuti A“‘_Z’PERUNDUNGAN HUKUM B&Gﬂ&%%E-R%A:. WTIKA UJIANTO

5 Kukuh Setyanto & [/~

3. RM Kurnita
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Karawang International Industrial City (KIIC) Lot F-3

JI Tol Jakara-Cikamnpek Km.47, Karawang 41241

Phone +(62-21) 8901512 (hunting), (62-267) 644675-76
Fax * (62-21) 8901513

KRONOLOGIS KASUS SKORSING MENUJU PHK TERHADAP
RIYAD! B.R , RM KURNITA DAN KUKUH SETYANTO
DI PT.SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA

Berawal adanya undangan dari Ketua Serikat Pekerja PT.Sharp
Semiconductor Indonesia ( SPSSI ) yaitu Sdr.Elrio S tertanggal 10 Januari 2003
yang diempel di papan pengumuman SPSSI yang ditujukan kepada Semua
Karyawan dan Pengurus Serikat Pekerja untuk menghadari Musyawarah Besar
SPSSI pada tanggal 13 Januari 2003, maka Riyadi, Kukuh S dan Ratusan Karyawan
lainnya hadir di kantin PT.SSI untuk mengikuti Mubes tersebut.

Pada Mubes tanggal 13 Januari 2003 tersebut Sdr.Elrio bilang bahwa dia
telah mencedarkan angket ke karyawan yang hasilya bahwa 99,9 % karyawan
sudan tidak lagi menginginkan Sdr.Elsio menjadi Ketua SPSSI.

Selain itu sebagian besar karyawan yang hadir fada Mubes tersebut juga sudah
tidak mempercayai lagi Sdr.Elrio sebagai Ketua SPSSI dan menuntut Sdr.Elrio untuk
mundur sebagai Ketua SPSSI.

Berdasarkan pertimbangan diatas pada saat itu Sdr.Flrio menyatakan secara lisan
bahwa dia mengundurkan diri sel agai Ketua SPSSL

Dikarenakan Sdr.Elrio juga perlu mengetahui pendapat dari karyawan lain
yang belum terlibat pada Mubes tanggal 13 Januari 2003, sehingga diputuskan
untuk melanjutkan Mubes pada tanggal 14 Januari 2003
Hasil Mubes pada tanggal 14 Januari 2003 pun sara, yaitu sebagian besar
karyawan yang hadir pada Mubes tersebut sudah tidak mempercayai lagi Sdr.Elrio
sebagai Ketua SPSSI dan menuntut Sdr.Elrio mundur sebagai Ketua SPSSI.

Dan <aat itu Sdr.Elrio menyatakan secara lisan bahwa dia mengundurkan diri
sebagai Ketua SPSSI. e

Dikarenakan Sdr.Elrio telah menyatakan meng indurkan diri sebagai Ketua

SPSSI, maka untuk mengisi kekosongan Ketua SPSSI, maka Riyadi B.R, R.M
Kurnita, Kukuh S dan sekitar16 karyawan lain yang perduli terhadap kelangsungan
SPSSI bersedia untuk menjadi panitia pemilihan Ketua yang baru.
Dan pada tanggal 16 Januari 2005 mengadakan pertemuan ( yang tentunya
sebelumnya telah meminta ijin kepada aiasan masing-masing ) untuk menindak-
lanjuti proses pemilihan Ketua SPSSI. Dan disepakati untuk mengadakan pemilihan
Ketua SPSSI dengan calon 1.Femmy, 2.lwan Cetiawan, 3.Riyadi B.R, dan
direncanakan tanggal 24 Januari 2003 hasil pemilihan dihitung.

Pada tanggal 22 Januari 2003 sekitar jam 1,.00 ( saat jam pulang kerja ),
Riyadi B.R, R.M Kurnita dan Kukuh S yang merupakan pengurus SPSSI, bahkan
Riyadi B.R adalah calon terkuat Ketua dan akhirnya terpilih sebagai Ketua SPSSI )
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dipanggil satu persatu untuk menghadap Presiden Direktur PT.Sharp Serniconduc_tor
Indonesia yaitu Mr.Shigeru Magori, saat itulah mereka diberikan surat skorsing
menuju PHK dengan alasan membujuk dan menginiimidasi rekan sekerja untuk
mengikuti Mubes dan menggur akan jam kerja unluk kegiatan serikat pekera, tanpa
diberikan kesempatan untuk membaca isi surat skorsing tersebut, apalagi
melakukan pembelaan. Padahal mubes tersebut atas inisiatif dan undangan
Sdr.Elrio selaku Ketua SPSSI waktu itu. _
Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang karena jelas-jelas
melanggar Kepmenaker Rl No. Kep-150 / Men / 2000, antara lain ketentuan-
ketentuan : ada upaya dari perusanaan untuk mencege adanya PHK ( pasal 6 ),
harus terlebih dahulu diberikan peringatan ( pasal 7 ) dan diberikan kesempatan
untuk membela diri ( pasal 16 ayat 2 ). Kesemuanya itu tidak dilakukan oleh Mr.
Shigeru Magori selaku Presdir PT. SSI.

Dan mulai saat itu Rivadi, Kukuh den Kurnita tidak diperbolehkan memasuki
lingktingan perusahaan.

Akibat dari tindakan yang sewenang-wenang tersebut, menimbulkan reaksi

dari karyawan PT. Sharp Semiconductor Indonesia. Sehingga pada keesokan
harinya yaitu tanggal 23 Januaii 2003 secara spontan sekitar 400 orang lebih
melakukan aksi mogok kerja, menuntut pencabutan atas surat skorsing menuju PHK
terhadap Riyadi, Kukuh dan Kurnita.
Namun Presdir PT. SSI tidak mau berdialog ( bipartit= ) dan tetap pada pendiriannya
untuk menjatuhkan skorsing menuju PHK tersebut meskipun jelas-jelas tidak sesuai
dengan peraturan ketenagakerjaan. Sikap ini merupakan pelecehan dan
menganggap remeh hukum di Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2003, Mr. Shigeru Magori mengeiuarkan
surat skorsing menuju PHK kepada ratusan karyawan y:ing melakukan mogok kerja.
Setelah melalui perundingan fripartite di Disnaker Kab. Karawang pada tanggal 3
Februari 2003 akhirnya dicapai kesepakatan bersania yaitu : Seluruh karyawan yang
melakukan mogok kerja dicabut surat skorsingnya dan diekerjakan kembali dengan
mendapatkan sangsi berupa surat peringatan kedua ( SP.2 ), sedangkan untuk
Riyadi, Kukuh dan Kurnita tetap diskorsing menuju PHK dan akan diproses sesuai
prosedur yang berlaku menurut UU Ketenagakerjaan.

Setelah melalui beberapa kali perundinga\ tripartite di Disnaker Kab.
Karawang, pada tanggal 17 Maret 2003 Disnaker Karawang mengeluarkan surat
anjuran agar mencabut surat skorsing dan mempekerjakan kembali Riyadi, Kukuh
dan Kurnita dengan mendapatkan sangsi berupa surat peringatan kedua ( SP.2 ).
Tetapi pihak perusahaan menolak anjuran tersebut dan akan melanjutkan masalah
ini ke P4D Jawa Barat di Bandung.

Bahkan pihak perusahaan melalui kuasa hukumny: mengajukan gugatan perdata
kepada Riyadi, Kukuh dan Kurnita sebesar Fp. 580.000.000 ke Pengadilan Negeri
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Karawang tertanggal 9 Mei 2003 karena dianggap melakukan perbuatan melawan
hukum.

Akhirnya pada sidang tripartite di P4D Jawa Barat di Bandung pada tanggal
25 Juni 2003, pihak perusahaan tidak dapat membuktikan tuduhannya kepada
Riyadi, Kukuh dan Kurnita pada surat skorsing tersc:but. Dari pertemuan itu bisa
ditarik kesimpulan bahwa surat skorsing menuju PHK torsebut adalah tidak bisa
dijatuhkan kepada mereka bertiga.
Selanjutnya pihak P4D Jawa Barat melakukan pameriksaan saksi dari pihak
perusahaan secara diam-diam pada tanggal 2 Juli 2003 sekitar jam 10.00 WiB.yang
tidak dihadiri sebagian besar anggota sidang. Dari situ timbul kecurigaan ada kolusi
antara perusahaan dengan P4D Jawa Barat. Kecurigaan ¢ emakin bertambah karena
para saksi ( 3 orang ) masing-masing diperiksa hanya sekitar 2 menit. Hal tersebut
dilihat oleh Riyadi, Kukuh dan Kurnita, karena pada saa* itu mereka bertiga ada
agisana, bahkan mereka berusaha ikut masuk untuk mendengarkan keieranyan saksi
ersebut tetapi tidak diperbolehkan.
Mereka sempat bertanya kepada salah seorang saksi, ditanya apa saja tadi,
kemudian dijawab : hanya ditanya pekerja dimana,dan tagian apa.
Kecurigaan tersebut akhiriya benar-benar terbukti setelah ada putusan dari P4D
Jawa Barat yaitu Riyadi, Kukuh dan Kurnita dikalahkan ( surat keputusan terlampir ).
Surat keputusan tersebut tertanggal 2 Juli 2003, padahal pada tanggal tersebut
adalah pemeriksaan saksi, dan pada tanggal tersebut Riyadi, Kukuh dan Kurnita ada
di P4D Jawa Barat sampai dengan sekitar jam 15.30 WIB, dan sampai jam tersebut
belum ada keputusan apa-apz.

Selain hal-hal tersebut di atas pihak manajeme juga tidak memberikan hak
kenaikan gaji kepada Riyadi, Kukuh dan Kumit: , padahal kenaikan gaji karyawan di
PT Sharp Semiconductor Indonesia berlaku muléi periode Januari 2003 (21
Desember 2002) atau satu bulan sebelum skorsing diterinia. Sehingga jelas bahwa
sebelumnya juga telah ada diskriminasi terhadap Riyadi, twkuh dan Kurnita sebagai
pengurus Serikat Pekerja.

Demikian kronologis permasalahan Riyadi, Kukuh dan Kurnita dengan PT.
Sharp Semiconductor Indonesia.
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SIARAN PERS SPSSI

PT. Sharp Semiconductor Indonesia Mengancam PHK Atas 442 Karyawan
. SECARA SEMENA-MENA

Pada tanggal 22 Januari 2003 perusahaan menjatuhkan skorsing menuju .PHK. kep_ada 3 orang
karyawan, yaitu: Riyadi, Kurnita dan Kukuh yang merupakan pengurus Serikat Pekerja I"T. Shal:p
Semiconductor Indonesia dengan alasan mereka melakukan pelanggaran menggunakan jam kerja
untuk kegiatan serikat buruh. Alasan tersebut cenderung mengada-ada karena kegiatan tersebut
(Musyawarah Besar SPSSI) pada tanggal 13 Januari 2003 ad~lah atas undangan dari Ketua SPSSI
lama (ELRIO) yang ditempel pada papan pengumuman PT. Sharo Semiconductor Indonesia dan
telah diberitahukan oleh kepada pihak PT. Sharp Semiconductoi Indoncsia.

Anch bin ajaib, skorsing dijatuhkan pihak manajemen PT. Sharp Semiconductor Indonesia ini
bertepatan dengan pemilihan Ketua Serikat Pekerja, karena Ketua SPSSI lama (ELRIO) sudah
tidak dipercaya lagi oleh karyawan untuk memimpiu SPSSI karcna tidak memperjuangkan hak dan
kepentingan karyawan karena mudah “disetir” oieh perusahaun. Diantara 3 karyawan yang
diskorsing ini adalan Sdr. Riyadi yang merupakan calon kua untuk menduduki kursi Ketua SPSSI
meneruskan masa kerja ELRIO (Ketua Lama).

Skorsing tcrsebut  diberikan  berdasarkan tindakan sewenang-wenang karena melanggar
Kepmenaker Rl No.:Kep-150/Men/z000, antara lain ketentuan-ketentuan: harus ada upaya dari
perusahaan untuk mencegah adanya PHK (Pasal 6), harus terlebih dahulu memberi peringatan
(Pasal 7), dan hak karyawan untik membela diri {Pasal 16 (2)}. Akibat dari tindakan manajemen
yang telah memberikan skorsing ini menimbnlkan reaks: keras dari karyawan PT. Sharp
Semiconductor Indonesia. Seningga pada tanggal 23 Januari 2003, sekitar 442 orang karyawan
melakukan aksi mogok kerja menuntut pencabutan skorsing terhadap ketiga orang karyawan
tersebut tanpa syarat. Namun, Presiden Direktur PT. Sharp Semiconductor Indonesia, Mr. Shigeru
Magori (warga negara Jepang) tidak mau berdialog (bipatrit) dan tetap keras kepala untuk
menjatuhkan - skorsing, meskipun tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Sikap ini
merupakan “PELECEHAN” dan “MENGANGGAP REVEH” hukum di Indonesia, serta
merendahkan martabat karyawan PT. Sharp Semiconductor Indonesia. .

Selanjutnya, Mr. Shigeru ‘Magori, Presdir PT. Sharp Sen iconductor Indonesia mengeluarkan -
pengumuman agar karyawan mendaftar ulang dengan diharuskan r.enandatangani surat pernyataan
untuk tidak akan melakukan aksi mogok kerja lagi serta menerima Surat Peringatan (SP) Ke-3.
Apabila karyawan menolak, maka Mr. Shigeru Magori mengu \timatum akan mem-PHK karyawan
menurut ketentuan yang berlaku (menurut Mr. Shigeru Magori), tetapi pada kenyataannya Mr.
Shigeru Magori, Presdir PT. Sharp Semiconductor Indonesia, tidak mengikuti/melanggar peraturan
yang ada. Selain itu, Mr. Shigeru Magori, Presdir PT. Sh: rp Semiconductor Indonesia
menghalangi pemilihan Ketua Serikat Pekerja karena takut “talau Ketua Serikat Pekeria
yang baru TIDAK BISA DIATUR/ «DISETIR” untuk mengikuti perintahnva.
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{ami karyawan PT. Sharp Semiconduc: |R-PRAPDETHKAANGN wa dan mengecam tindakan Mr.
Shigeru Magori, Presdir PT. Sharp Semiconductor lndoné{z?a&,%gfnsgAﬂWfNTmmASI dan

MENGHALANGI karyawan untuk melakukan kegiatan Serik it Pekerja yang meling ungi hak dan
kepentingan karyawan sebagaimana dilindungi oleh Undang-Unda 1g. Pihak Serikat Pekerja telah
mencoba mengajak berunding bipartit, tetapi ditolak mentzh-mentah karena perusahaan hanya
mengakui Ketua SPSSI yang lama (ELRIO), walaupun pemuugutan dan penghitungan suara telah
dilakukan dan telah terpilih ketua baru SPSSI sesuai dengan aspirasi karyawan sebagai anggota
Serikat Pekerja dan AD/ART .

Oleh karena pelanggaian yang dilakukan oleh PT. Sharp Semiconductor Indonesia tersebut, maka
kami karyawan PT. Sharp Semiconductor Indonesia menuntit agar Mr. Shigeru Magori sebagal
Presdir PT. Sharp Semiconductor Indonesia untuk:

1. Mencabut skorsing yang diberikan kepada Riyadi, Kurnita, dan Kukuh dan mempekerjakan
kembali tanpa syarat dan tekanan dikemudian hari.

2. Mencabut skorsing yang diberikan kepada sekitar 442 karyuwan dan mempekerjakan kembali
tanpa syarat dan tekanan dikemudian hari.

3. Mengakui pengurus Serikat Pekerja yang baru yang telah dipilih secara langsung oleh
karyawan pada tanggal 23 Januari 2003 menurut AD/ART dan telah diberitahukan kepada PT.
Sharp Scmiconductor Indonesia (tetapi ditolak)

Kami karyawan PT. Sharp Semiconductor Indonesia sangat kecewa dengan sikap Mr. Shigeru
Magori, Presdir FT. Sharp Semiconductor Indonesia, dimana orang Jepang dikenal dengan
sikapnya vang selalu mematuhi peraturan. Kamni mengharapkun kiranya sikap dari Mr. Shigeru
Magori, Presdir PT. Sharp Semiconductor Indonesia, © 1kan karena “hisikan” atau informasi yang
salah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan +1enasik keuntungan pribadi dari
adanya aksi mogok kerja karyawan Presdir PT. Sharp Semi:onductor Indouesia, seperti

bertujuan untuk “mencar muka?”, money pelitic, d\l

Karawang, 03 Februari 2003
Serikat Pekeria PT. Sharp Sem iconductor Indonesia *

Siaran Pers SPSSI 03-02-2003
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KRONOLOGIS PERMASALAHAN ANTI CERIKAT PEKERJA
DI PT. SHARP SEMICONDUCTOR INC ONESIA

tanggal 22 Januari 3003 perusahaan menjatuhkan skorsing menuju PHK kepada 3 orang karvawan, vyaitu : Riyadi,
ta dan Kukuh yang nicrupakan pengurus Serikat Pckcrja PT Sharp semiconductor Indonesia dengan alasan mercka
ukan pelanggaran menggunakan jam kerja untuk kegiatan serikat buruh. Alasan tersebut cenderung mengada-ada
1 kegiatan tersebut (Musyawarah Besar SPSSI) pada tanggal 13 Januari 2003 adalah atas undangan dari Ketua SPSSI
(Elrio) yang ditempel pada papan pengumuman PT.Sharp Sericonductor Indonesia dan telah diberitahukan oleh
ra Elrio kepada pihak PT.Sharp Semiconductor Indonesia.

Aneh bin ajaib, skorsing dijatuhkan pihak manajemen PT.Sharp Semiconductor Indonesia ini bertepatan dengan
han Ketua Serikat Pekerja, karena ketua SPSSI vang lama (Elrio) sudah tidak dipercaya dipercaya lagi oleh karyawan
memimpin SPSSI karena tidak memperjuangkan hak dan kepentingan karyawan karena mudah “Disetir” oleh
thaan. Diantara 3 karyawan yang diskorsing ini adalah szudara Riyadi yang merupakan calon kuat dan akhimya terpilih
nayoritas karyawan untuk menduduki kursi Ketua SPSSI meneruskan 1nasa kerja Elrio (Ketua Lama).

Skorsing tersebut diberikan berdasarkan tindakan sewenang wenang karena melanggar Kepmenaker RI No. : Kep-
1en/2000, antara lain ketentuan ketcntuan: harus ada upaya dari perusahaan untuk mencegah adanya PHK (Pasal 6),
terlebih daliulu memberikan peringatan (Pasal 7), dan hak karyawan untuk membela diri {Pasal 16 (2)}. Akibat dari
an managemen yang telah memberikan skorsing ini menimbulkan reaksi keras dari karyawan PT. Sharp Sciniconductor
esia. Sehingga pada tanggal 23 Januari 2003, sekitar 442 orang karyawan melakukan aksi moguk kerja menuntut
butan skorsing terhadap ketiga orang karyawan tersebut tanpa syarat. Namun, Presider Direktur PT. Sharp
onductor Indonesia, Mr. Shigeru Magori (Warga Negara Jepang) tidak mau berdialog (bipatrit) dan tetap keras kepala

menjatuhkan skorsing, meskipun tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Sikap ini merupakan
ECEHAN” dan “MENGANGGAP REMEH” Hukum di Indonesia, serta merendahkan martabat karyawan PT.
Semiconductor Indc nesia.

Selanjutnya Mr. Shigeru Magori mengeluarkan surat skorsing menuju PHK kepada seluruh kary awan yang ikut
wstrasi. Melalui perundingan tripatrit tanggal 3 Februari 2003 akhimya dicapai kesepakatan bersama yaitu seluruh
wan peserta demonstrasi dicabut surat skoitingnya dan diberi sanksi berupa Surat Peringatan Ke-2 (SP-2). Sedangkan
skorsing 3 orang pengurus SPSSI (Riyadi, Kukuh, Kurnita) tetap ¢ 1n menunggu proses selanjutnya.

Pada tanggal 17 Maret 2003 Disnaker Karawang mengeluarkan anjuran agar ketiga orang tersebut dipekerjakan
1li dan diberi sanksi berupa SP-2 tetapi perusahaan tetap akan melanjutkan kasus ini ke P4D Bandung. Bahkan melalui
hukumnya yaitu Umar Sadeli SH, dan Dcde Toyibah SH, perusahaan mengajukan gugatan perdate kepada Riyadi
gat I), Kurnita (tergugat IT) dan Kukuh (tergugat 111) sebesar Rp. 580.000.000,00 kepengadilan Negeri Karawang pada
al 9 Mei 2003.

Selain itu nengurus SPSSI lainnya mendapat perlakuan yang diskriminatif dari perusahaan berupa mutasi. Perusahaan
crkali kali melakukan intervensi dengan cara menyuruh pengurus SPSSI untuk membentuk Serikat Pekerja yang baru
dak mengakvi Serikat Pekerja yang diketuai Sdr. Riyadi sebagai Serika: Pekerja yang sah dan masih merganggap Sdr,
sebagai ketuanya. Padahal sebelumnya telah diadakan pertemuan di Disucker Karawang pada tanggal 29 April 2003
mengundang Elrio, Perusahzan, dan Pengurus SPSSI (Riyadi Dkk) yang menghasilkan : SPSSI pimpinan Sdr. Riyad:
ihannya telah melalui prosedur yang sesuai dengan AD/ART SPSSI.

Kami berpendapat tindakan tindakan perusahaan tersebut diatas adalah perbuatan anti Serikat Pekerja dan dengan
nelanggar Pasal 28 Undang Undang RI No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Karawang, 1 Juni 2003

Ketua SPSSI
Riyadi B.R.
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